





PENGELOLA JURNAL KETATANEGARAAN

Pengarah dan Penanggungjawab :
Zulkifli Hasan (Ketua MPR RI);
Mahyudin (Wakil Ketua MPR RI);

Evert Ernest Mangindaan (Wakil Ketua MPR RI);
M. Hidayat Nur Wahid (Wakil Ketua MPR RI);
Oesman Sapta (Wakil Ketua MPR RI)
Ahmad Basaraliwakil Ketua MPR RI)
Ahmad MuzaniWakil Ketua MPR RI)
Muhaimin IskandafWakil Ketua MPR RI)

Wakil Penanggungjawab :
ODfUXI &DK\RQR 6HNMHQ 035 5,
Selfi Zaini (Wasekjen MPR RI);
Yana Indrawan (Kepala Biro Pengkajian MPR RI)

Dewan Redksi :
Rully Chairul Azwar; Syamsul Bahri;
Mohammad Jafar Hafsah; Ahmad Farhan Hardf Budimanta

Redaktur Pelaksana :

Ali Masykur Musa;Andi Mattalatta;AT. Sugito;
Baharuddin Aritonandpidik J. Rachbinj Fitra Arsil;
Gregorius Seto Harianto; Hajanto Y. ThohariHamdan Zoelva
Iman Toto Kartoraharjdrmanputra Sidin; | Wayan Sudirta;

Maruarar Siahaamyl. Alfan Alfian; Ulla Nuchrawaty;
Yasmin Muntaz

Editor :
Fitra Arsil; GegoriusSeto Harianto;
Hajriyanto Y. Thohari; M. Alfan Alfian

Desain Grafis :
Wahyudi

Layout :
Herna Dwi Kusumawati; Lita Amelia

Sekretariat :
Joni Jondriman; Tommy Andana; Agip Munandar;
Endang Sapari; Rindra Budi Priyatmo ;
Dina Nurul Fitria; Akhmad Danial; Fitri Naluryantirham Isteen
Ramos Diaz; WasintonaBagih; Rahmi Utami Handayani;
Wafistrietman ©rris; Rani Purwanti Kemalasari; Indra Ardianto

Pemerintahan NegaraBagianl) iii



Jurnal Ketatanegaraadalah jurnal ilmiah populer yang terbit
berkala setiap2 (dug bulan yang diterbitkan oleh Lembaga
Pengkajian MPR RI. Penerbitan Jurnalbertujuan untuk mewadahi
membuka ruang dialogdan memasyarakatkan gagasmgasan
ketatanegaraan ke seluruh elemen bangsa.

Isi tulisan dalam jurnal sepenuhnya merupakan pemikiran
penulis yang perlu diseminasi untuk menjadi pengetahuan publik
khususnyauntuk mereka yang menelaah sistem ketatanegaiaanal
ini akan distribudian seluas mungkidengan harapan dapat menjadi
ruang dialog danwvadah dialektika gagasan ketatanegaraan semua
elemen bangsa yang pada gilirannya akan bermanfaat dalam
pelaksanaafungsi dan kewenangan MPR RI.
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PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha
Kuasa, pada akhirnya, Jurnal Ketatanegaraan dapat hadir kembali ke
tengah pembaca. Setelah pada Jurnal Ketatanegaraan Volume 09/Juni
2018 Lemkaji MPR RI memaparkan topik bahasan tenta
Pertanahan, pada Volumé® yang diterbitkan pada Agustus 2018 ini,
dipaparkan topik bahasan tentang Sistem Pemerintahan Negara

Sistem pemerintahan merupakan tema yang penting, kalau
bukan mendasar, manakala dikaitkan dengan -tema penting
lainnya dalam konstitusi. Secara teoritis, negara modern hadir
manakala terdapat beberapa realitas pokok, yakni kedaulatan wilayah,
terdapat penduduk yang mendiami wilayah tersebut, adanya
penyelenggaraan pemerintahan negara, dan pengakuan dari negara
lain. Jali, penyelenggaraan pemerintahan sebagai derivasi dari sistem
pemerintahan suatu negara, merupakan aktivitas penting, kalau bukan
roh yang menggerakkan eksistensi suatu negara yang berdaulat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara ideologis
(didasarkan pada ideologi Pancasila) yang konstitusional, demokratis,
dan berdasarkan hukum, dihadapkan pada praktik penyelenggaraan
pemerintahan yang dinamis selaras dengan perkembangan dan
tantangan zaman. Sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana
diaturdalam UUD NRI Tahun 1945 menegaskan implemersiasggm
pemerintahan presidehsibukan sistem pemerintahan parlementer.
Pilihan sistem pemerintahan demikian, tidak dapat dilepaskan dari
proses sejarah yang menyertai Para Pendiri Bangsa Founding
Fatheas) yang telah memilih bentuk negara Republik. Sejarah pulalah
yang menunjukkan kepada kita bahwa sejak kemerdekaan 1945,
kendatipun sistem pemerintahan yang dipilih dalam titoiss adalah
sistem presidenisi tetapi Indonesia pernah mengalami fase
penyelemggaraan sistem pemerintahan parlementer, kendatipun
kemudian dikembalikan ksistem pemerintahan presiddnpasca
Dekrit Presiden 5 Juli 195®erjalanan 53 tahun (1944.998) sejarah
pemerintahan negara Republik Indonesia telah membawa keputusan
bahwakita sekarang berada di bawah sistem pemerintahan Presidensil
yang dianggap lebih sesuai dengan kondisi dan tuntutan zaman (2004
tsaat ini).

Sistem Pemerintahan Negara yang sesuai dengan UUD NRI
Tahun 1945 mencakup, antara lain: Sistem Pemerintahan ajegar
Lembaga Kepresidenan; Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah
Non Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Struktural; dan
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Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Kerangka
NKRI. UUD NRI Tahun 1945 mengatukekuasaan Pemerintahan
Negara secaréengkap di Bab lll, terutama di Pasal 4 s/d Pasal 16.
Kekasaan Pemerintahan Negara berada di tangan Presiden. Di Pasal 4
ditegaskan bila Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden.
Sementara melalui Bab V Kementerian Negara ditegaskan bila
Presiden jugaibantu oleh menteri menteri negara. Dalam prakteknya,
melalui Peraturan Presiden (Perpres), dibentuk pula Lembaga
Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Sementara Pemerintahan
Daerah diatur melalui Bab VI, Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18 B.

Jurnal Ketataegaraan dengan tema sistem pemerintahan kali
ini, selain mengupas ketentuketentuan yang berlaku dalam
konstitusi (sistem pemerintahan negara menurut UUD NRI Tahun
1945) yang ditulis oleh beberapa penulis, juga ada tdligeEan
penulis lainnya yang nmgupas tentang analisis ketentuan dan
praktiknya. Satu tema yang cukup menonjol terkait dengan yang
terakhir tersebut mengaitkan antara realitas sistem kepartaian yang
pluralistik (multipartai) di satu sisi, dengan tuntutan efektifitas
penyelenggaraan sish pemerintahan presideinsi

Terlepas dari hal tersebut, perlu digarisbawahi bahwa sistem
pemerintahan menjadi landasan bagi setiap negara untuk mengatur
hubungan antar lembad¢embaga negaranya yang diharapkan dapat
menghasilkan pemerintahan yang stalSletiap negara membuat
pilihan terhadap sistem pemerintahan yang dianutnya dengan berbagai
pertimbangan, khususnya dengan memperhatikan karakter negaranya
dan hubungannya dengan sistsistem ketatanegaraan lain yang
berlaku di negara tersebut. Terkait dan hal ini, selaras dengan
ketentuan konstitusi, yang dapat kita lakukan tidak lain adalah
memperkuat sistem pemerintahan presiddnsDapat dikatakan,
penguatarsistem pemerintahan presiddrgilah, arah pembangunan
kita dalam bidang politik dan pemetahan.

Atas nama Dewan Redaksi kami menyampaikan terima kasih
pada segenap kontributor yang telah menyumbangkan tulisan hasil
kajiannya untuk Jurnal Ketatanegaraan edisi ini. Terima kasih juga
kami sampaikan kepada segenap anggota Lembaga Pengkajian MPR,
terkhusus segenap Tim Redaksi hingga terbitnya Jurnal
Ketatanegaraan ini.

Jakarta, Agustus 2018
Dewan Redaksi
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SAMBUTAN PIMPINAN
LEMBAGA PENGKAJIAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Dalam sistem pembagian kekuasan neggaag kita anut,
kekuasaan Pemerintahan Negara dipegang oleh Presiden Republik
Indonesia dan dalam melakukan kewajibanya Presiden dibantu oleh
satu orang Wakil Presidemdal ini diatur dalam pasal 4 UUD NRI
Tahun 1945 sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat memegang
kekuasaan mepentuk Undangindang, (pasal 20 ayat 1 UUD NRI
Tahun 1945). Namun demikian setiap Rancangan Untewigng
yang dibahas oleh DPR harus mendapat persetujuan bersama Presiden
(pasal 20 ayat 2 UUD NRI Tahun 194%ita menganut sistem
pemerintahan Presidensyang menempatkan Kedudukd®residen
yang cukupkuat dengan jangka waktu tetap selama lima tahun
memegang jabatannya. Selain itu kekuasaan Presiden tidak hanya
dalam Pemerintahan Negara namun juga ikut serta dalam kekuasaan
membentuk undangndang.

Dalam paktiknya sistenPemerintahafPresidens di Indonesia
banyak di kritik karengpengaruhDPR yang kuat terhadap Presiden,
sehingga sulit bagi seorang Presiden melaksanakan kekusaan
Pemerintahan Negara apabila tidak mendapatkan dukungan mayoritas
di DPR. Olehkarena itu sebagian kalangan menilai bahwa Indonesia
menganut sistem PemerintahBibrida yaitu antara Presidéhslan
Parlementer.

Jurnal Ketatanegaraan VolumE) bulan Agustus 2018 ini
P HQJD P E L eenrithaBan3Negara(Bagian 1) *. Akan banyak
menyaoti berbagaihal yang terkait dengan BAB lIKekuasaan
Pemerintahan Negarajan BAB V (Kementerian Neggr&JUD NRI
Tahun 1945.

Jurnal Pemerintahan Negara(Bagian I) ~ ini lebih banyak
memuat perihal Sistem Pemerintahan Negara dsmbaga
Kepresidenan skngkan bagian kedua akan terfokus pada
Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintédianya
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Demikianlah, kami atas nama Lembaga Pengkajian NRPR
mengharapkan agar Jurnal ini dapat memberikan informasi yang
bermanfaat dalam rangka memperkaya khasamatygtahuan dan
pencerahan khususnya di bidakgkuasaan Pemerintahan Negara
serta umumnya dalam praktek Penyelenggaraan Negara.

Terima kasih, selamat membaca. Salam konstitusi.

JakartaAgustus2018
Dewan Redaksi/
Ketua Lembaga Pengkajian MAR

Ir. Rully Chairul Azwar, M.Si., IPU.
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SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL
MAJELIS PERMUSY AWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Untuk yang kesekian kalinya, Jurnal Ketatanegaraan yang
diterbitkan oleh Lembaga Pengkajian MPR RI hadir digéh
pembaca. Sejauh catatan yang dimiliki Sekretariat Jenderal, Jurnal
Ketatanegaraan ini sudah memasuki tahun ketiga karena edisi pertama
MXUQDO LQL WHUELW SDGD 'HVHPEHU GH(
15, 7TDKXQ ’

Setelah itu, sesuai dengan jadwahg ditetapkasemulajurnal
ini terbit setiaptiga bulan, kemudian menjadi setiap dua buladisi
NHGXD WHUELW SDGD ODUHW GHQJDQ WRSES
88' 15, 7DKXQ. Namiun sejaledisi keujuh bulanFebruari
2018 terbit setiap dua Wwan hingga saat iniJurnal Ketatanegaraan
Volume 10 bulan Agustus2018 ini mengangkat fok tentang
SBHPHULQWDKD®EDIHOQUD

Penerbitan Jurnal Ketatanegaraan semacam ini tentu saja patut
disyukuri karena salah satu kendala penerbitan jurnal jbatw ada
padakeberlanjutannyaBanyak jurnal baru yang kesulitan memenubhi
jadwal terbitnya dengan beragam pertimbangan baik dari sisi teknis
sepertipendanaan maupun dari sisi substansi yaitu kelangkaan naskah.

Selaku Sekretaris Jenderal MPR, sayagenengupayakan agar
Sekretariat Jenderal MPR mampu mendukukgberlanjutan
penerbitan jurnal ini dari sisi ketersediaan anggar@ari sisi
ketersediaan naskah, Lembaga Pengkajian MPR sebagai
3/ DERUDWRULXP .RQVWLW X Vhertariggungaw@b) N X Q J |
menyiapkan naskalsesuai dengan tema yang telah di tetapkan
Sumber naskahli prioritaskan diperoleh dagara anggota Lembaga
Pengkajian MPR, namun demikian tidak tertutup kemungkinan
Narasumber eksternal yang dinilai relevan untuk mengisi tema
dimaksud. Hil itu ditetapkan oleh redaksi.

Di masa mendatangda harapan untuk meningkatkan reputasi
jurnal ini sebagai sebuah jurnal ilmiah di kalangan akademisi dan
pihakpihak di eksternal lembaga MPR RI yang tertarik dengaisisu
ketetanegaraan dengan cardakekan akreditasi. Selain itu, ada juga
pemikiran agar maternateri yang ada dalam Jurnal Ketetanegaraan
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bisa terdistribusi baik di kalangan masyarakat luas, misalnya dengan
membuat website jurnal.

Peningkatan reputasi dan aksesibilitas Jurnal Ketahaaag,
merupakan bagian dari upaya Sekretariat Jenderal MPR RI untuk
meningkatkan reputasi penerbipanerbitan ilmiah yang ada di
lingkungan MPR R, tidak saja berbentuk jurnal tetapi juga beragam
bentuk penerbitan lainnya seperti buku hasil kajian, patathasH
hasil prosiding FGD di berbagai daerah.

Hal ini tidak saja merupakan bentuk pertanggungjawaban
publik MPR RI ata®ut putkegiatankegiatannya, namun juga karena
materimateri yang dikaji dalam beragam penerbitan di lingkungan
MPR terasa pentintjdak saja untuk kepentingan internal, namun juga
bagi kepentingan eksternal. Pasalnya, seluruh materi penerbitan selalu
berisi tentang kajian atas #su aktual seperti saat ini ada
kecenderungan menipisnya rasa nasionalisme, bangkitnya sikap
primodialiane dan radikalisme agama serta nasionalieme sempit di
tengahtengah era globalisasi hiruk pikuk pemberitaan di media sosial,
maka sangat relevan tema yang dikaji berkaitan dengan Nasionalisme,
Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia.

Dalam konteks demikiankami selalu menyambut gembira
setiap munculnya penerbitan Jurnal Ketatanegaraan Lembaga
Pengkajian MPR. Karena, penerbitan jurnal ini berdampak positif
tidak saja bagi MPR dengan semakin menunjukkan relevansi
keberadaannya dalam sistem ketatanegaraan kisamun juga
memberi sumbangan bagi pembangunan sistem ketatanegaraan
Indonesia di masa depan. Selamat membaca.

JakartaAgustus 2018
Sekretaris Jenderal MPR RI

‘U ODTUXI &EHMR.QR

Xii JurnalKETATANEGARAANolume 010 Agustuz018



PEMERINTAHAN NEGARA SEBELUM
DAN SESUDAH PERUBAHAN
UUD NRI TAHUN 1945

Zain Badjeber

Abstrak

Pada Ainea lkedua Pembukaan Undattpdang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) ditegaskan -citia
Kemerdekaan atau Visi Negarbndonesia, yaitu terwujudnya Negara
Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Untuk
mewujudkan Visi tersebut dalam Alinea Keempat ditegaskan tujuan Nasional
atau Misi Negara Indonesidtulah yang menjadi tekad bangsa Indonesia
dalam merbentuk pemerintahan Negara Indonesia; itulah tugas pokok
pemerintah Negara Indonesia. Sehubungan dengan itu sejak awal
kemerdekaan telah disepakati bahwa sistem pemerintahan yang digunakan
adalah Sistem Presidensil yang khas Indonesia, yaitu yang kendikkaal
GHQJDQ VHEXWDQ 36LVWHP 035" 'DODP SHUMDOL
dan kenegaraan, sistem tersebut tidak selalu dapat dilaksanakan sebagaimana
mestinya. Tuntutan dan gejolak politik serta dinamika masyarakat telah
mendorong terjadinya perg#éan hukum dasar atau konstitusi yang
dijadikan landasan penyelenggaraan pemerintahan Negara, hingga akhirnya
kembali digunakan UUD NRI Tahun 1945. Pasca kembali ke UUD NRI
Tahun 1945 hingga kini, sistem presidensil dilaksanakan kembali, akan tetapi
belum dapat memenuhi tuntutan untuk mewujudkan Visi dan Misi Negara
Indonesia. Problema pokoknya terletak pada tekad, semangat, disiplin dan
kualitas segenap penyelenggara pemerintahan Negara serta seluruh rakyat
Indonesia.

Kata Kunci : Sistem Presidensil Indesia; Tekad, semangat, disiplin serta
kualitas penyelenggara Negara dan seluruh rakyat Indonesia.

Abstract

In the Second Paragraph Opening of the 1945 Constitution of the Republic of
Indonesia (1945 Constitution of the Republic of Indonesia) affirmed the
ideals of independence or the vision of the State of Indonesia, namely the
realization of an independent, united, sovereign, just and prosperous
Indonesian State. To realize this Vision in the Fourth Paragraph affirmed the
National objective or the Indonies State Mission. That is the determination

of the Indonesian people in forming the government of the State of Indonesia;
that's the main task of the Government of Indonésiather words, that is
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what has become the determination of the Indonesianig&oforming the
government of the State of Indonesia; that's the main task of the Government
of Indonesia. In connection with that since the beginning of independence it
was agreed that the government system used was a typical Indonesian
Presidential Sytem, which was later known as the "MPR System". In the
course of the history of political and state life, the system cannot always be
carried out as it should. Political demands and turmoil and the dynamics of
society have led to a change in the basic taveonstitution which became

the foundation for the administration of the government, until finally the
UUD NRI 1945 was reused fulfilling demands to realize the Indonesian
State's Vision and Mission. The main problem lies in the determination,
enthusiasm discipline and quality of all the organizers of the State
government and all the people of Indonesia.

Keywords: Indonesian Presidential System; Determination, enthusiasm,
discipline and quality of the organizers of the State and all the people of
Indonega.

PENDAHULUAN

Pengaturan pemerintahan negara setelah perubahan Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI
Tahun 1945) tidak dapat dilaksanakan tanpa memahami perjalanan
sejarah UUD sejak diputuskan Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKlpada 18 Agustus 1945. Pemahaman tersebut akan
kurang lengkap jika latar belakang dan pemahaman tentang sejarah
sangatlah terbatas sehingga sulit pula untuk memahami mengapa
kemudian diperlukan perubahan UUD NRI Tahun 1945.

Sejak semula UUDyang ditetapkanolen PPKI tersebut
(singkatnya disebut UULL945 oleh Soekarridetua PPKI)disebut
sebagai UUD kilatSelain itudalam Aturan Tambahan UUD 1945
angka (1) sudah ditetapkan bahwAalam enam bulan sesudah
akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indenesngatur
dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang
Undang Dasar ini." Antara lain adalah melaksanakan pemilihan
umum untuk membentuk Dewan Perwakikan Rakyat dan Majelis
Permusyawaratan Rakyat. Pada angka (2) ditegaskan bdbakam
enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk,
Majelis ini bersdang untuk menetapkan Undabigpdang Dasar.
Ketentuan Aturan Tambahan tersebut menegaskan bahwa UUD 1945
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sebagaimana ditetapkan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI merupakan
UUD yangbersifat sementara dan dirasakan belum memenuhi seluruh
harapan.

Peperangan yang disebut oleh Jepang sebagai Perang Asia
Timur Raya (Dai Toa SenSo) dimulai secara mendadeRgan
penyerangamleh pesawat tempur Jepang atas kapal perang Amerika
Serikat diPearl Harbour (Hawai) pada 23 Desember 1941. Perang
Asia Timur Raya tersebut merupakan bagian dari Perang Darfla k
yang berlangsusng di Erofa939) antara Jermatan Italia melawan
Sekutu (A, Inggris Perancis, Belanda, Australia, dll). Dengan
seranga udara itu Jepang menyatakan perang terhadap Pasukan
Sekutu.

Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945 setelah bom atom
dijatuhkan pesawat AS di Hiroshima dan Nagasaki (7 dan 9 Agustus
1945). Pada 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan
kemerdekaannyd@ada 18 AgustuBPKI menetapkan UUBekaligus
memilih secara aklamasi Soekarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta
sebagai Wakilng serta membentuk daerah (Provinsi)lalan sejarah
pemerintahan negardndonesia tidak semulus yang diharapkan.
Presiden mempeleh kekuasaan berdasar Pasal IV Aturan Peralihan
UUD 1945 vyang menetapkan bahwa"Sebelum Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan
PertimbanganAgung dibentuk menurut Undattindang Dasar ini,
segala kekuasaannya dijalankan oldPresiden dengan bantuan
sebuah komite nasional”.

Dengan demikian Presiden diberi kekuasaan luar biasa. Untuk
membantunya dibentuk pula Komite Nasional Pusat (KNP) yang
beranggotakan mantan anggota PPKI ditambah wakil daerah lainnya.
Selanjutnya dibentuk pa kabinet presidensil pertama dipimpin
Presiden Soekarno. Demikianlah modal kita diawal kemerdekaan itu
hanya berupa UUD, Presidadan Wakil Presiden, Menteventeri
(Kabinet), Pemerintahan Daerah dengan para GubernukiR,
Ketua Mahkamah Agung, dadiaksa Agung. Kemudian Presiden
mengangkat dua orang anggota Dewan Pertimbangan Agung. Melalui
Maklumat Wakil Presiden No. X (baca : Ex) tgl. 3 November 1945,
Pemerintah menganjurkan untuk mendirikan partai politik dengan
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sebelumnya membatalkan gagasan perhikan partai tunggal oleh
neqra yang akan dipimpin Soekarhatta sebagai Pemimpin
Besarnya.

Pada 11 November 194Badan Pekerja KNP mengeluarkan
Maklumat yang meminta Preen untuk mempertimbangkan
perubahan pertanggungjawaban Menteri kepada BP KN&biget
Parlementer). Atas dasar Maklumat BP KNP tersebut Presiden
mengeluarkan Maklumat Pemerintah 14 November 1945 yang
mengubah sistem pemerintahan presidensil menjadi parlementer,
tanpa perubahan UUD.

Dibentuklah kabinet parlementer diawali dengan Kabin
Sjahrir | sd kelll (dua kali diubah), kemudian terjagiergantian
pemerintahan, terakhir dipimpin Wakil Presiden Moh. Hatta (29 Jan.
1948 sd 20 Des. 1949) sampai dengan dibentuknya Negara Republik
Indonesia Serikat (RISHengan Konstitusi RIS 1949 7 Desember
1949) Di samping DPR terdapat pula Senat (badan perwakilan
Negara bagian/daerah). Kurang dari setahun, pada 17 Agustus 1950
RIS dibubarkan, berganti Negara Kesatuan RI dengangubah
Konstitusi RIS 1949 melalui kentuan Pasal 190 (mengatur
perubahan Konstitusi RIS) menjadi UUD Sementara 1930DS
1950 menerapkan Kabinet Parlementer tanpa senat, hanya ada DPR di
samping Pemerintah.

Dinamika $stem pemerintahan Indonesia tidak berhenti sampai
di situ saja. Walau telah berlangsung pemilu ydegokratis pada
1955 untuk memilih anggota DPR dan anggota Konstituante (badan
pembentuk UUD), namun dengan alasan persidangan Konstituante
"macet" karena terjadi perbedaan antara golongan nasionalis dan
golongan Islam dalam pengambilan keputusan tentasgrdnegara
maka Presiden Soekarno menerbitkan Dekrit Presiden/Panglima
Tertinggi Angkatan Perangada5 Juli 1959 yang berisi antara lain
membubarkan Konstituantdienetapkan UUD 1945berlaku lagi
bagi segenap bangsa Indonesia dan menyatakan tidak Ingdalkgi
UUDS 1950.Selanjutnya dientuk MPRS yang terdiri dari anggota
DPR, utusa daerah, dan utusan golonggmlongan, sebagaimana
diatur dalam UUD 1945. Naskah Dekrit Presiden tersebut dimuat
dalam Lembaran negara No. 75 Tahun 1959 yang juga mencantum
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nama UUD 1945 sebagai Undabgdang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Keadaan ini berlangsung sampai terjadi penggantian Presiden
Soekarno dengan Rbat Presiden Soeharto sebaBaimangku Tap
MPRS No. IX/MPRS/1966 Surat Retah 11 Maret 1966 atau
populernya Super Semdy melalui Sidang Istimewa MPRS 11 Maret
1967. Presiden Soekarno pada 25 Februari 1967 mengirim surat
pengunduran diri sebagai PresileNamun untuk menonaktifkan
Presiden, diterbitkan Tap MPRS No. XXXIII/1967 tentang
Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno
yang ditetapkan dalam Sidang Istimewa MPRS Tahun 19@ap,
MPRS tersebutdiberlakukan surussuaitanggal pengunduran diri
Presiden Soekarno tersebut sehingga secara hukumagidpresiden
Soekarno terkena Tap MPRS tersebut. Presiden Soekarno dilarang
melakukan pekerjaannya sebagai Presiden. Aihimelalui Sidang
Umum MPRS keV tahun1968 Jendral Soeharto ditetapkan sebagai
Presiden. Setelah pemilu DPR 1971 maka Sidang Um&R WMahun
1973 mengangkat Soeharto sebagai Presiden didampingi Wakil
Presiden Umar Wirahadikoesoemah. ItulabkiVPresiden kedua RI
setelah Bung Hatta mengundurkan gisidaDesember 1956. Setelah
itu setiap lima tahun Presidenemrto diangkat kembatierkalikali
oleh MPR dengan didahului pemilu DPR, terakhir pemilu DPR 1997
yang dilanjutkan dengaBU-MPR padaMaret 1998.Situasi ekonomi
merosot tajam dan atas desakan rakyat maka pada 21 Mei 1998 (dua
bulan kemudian) Presiden Soeharto menyatakarhehe dari
jabatannya.Pemerintaharberalih di bawah Presiden B. J. Habibie
yangsemula mejadi Wakil Presiden (21 Mei 1998 Oktober 1999)
sesuai ketentuan Pasal 8 UUD NRI Tahun 1945

Pengalaman dengan pemerintahan bersifat otoriter sejak
berlakunya kembalJUD NRI Tahun 1945 (5 Juli 1959) yang disebut
masa"orde lama'"di bawah Presiden Soekarno dan berganti ke masa
"orde baru"di bawah Presiden Soehartelah menggerakkan rakyat
untuk menuntut reformasi totaPada tahun 1999 digelar pemilu
demokratis yangdipercepat untuk memilih anggota DPR yang

! Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal MK RIASKAH DOKUMENTASI SEJARAH
KONSTITUSI DAN MAHKAMAH KONSTITUSkKarta. Hal. 68.
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menjadi dasar pembentukan MPR yang anggotanya teat#s
anggota DPR ditambah utusan golongan dan utusan daerah.

Perjalanan 53ahun (19451998) sejarah pemerintahan negara
RI dimaksud telah membawa kita sekaraligoawah pemerintahan
Presidensil yang lebih sesuai dengamndisi dan tuntutan zaman
(20042018). Namun patut dicatat sia adanya kekurangan di sana
sini terutamadalam pengaturan perundangdangan di bawah UUD
maupun pelaksana dan pelaksanaannya.

PERMASALAHAN

Nama UUD yang ditetapkan PPKI 18 Agustus 18#tBgaskan
menjadi UndangJndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 sesuai dengan nama yang dimuat dalam Lembaran Negara RI
Tahun 1959 Nomor : 75 (Dekrit Preside)UD NRI tahun 1945
telahdiubah MPR dari tahun 1999 sd. 20@@nsalah satu tujuannya
adalah untuk memperkuat sistem presidensiPenguatan sistem
Presidensil dimaksud diwujudkan dalam rumusan berbagai pasal UUD
NRI Tahun 1945. Permasalahannya adalah bahwa dalam praktik
penyelengaraan ketatanegaraan acap terjadi penyimpangan karena
tidak memahami hakikat perubahan yang telah dilakukan.
Permasalahan lain yang terjadi adalah disebabkan oleh adanya
kepentingan politik tertentu. Permasalahan tersebut diatas menunjuk
kan bahwa masihda pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.

PEMBAHASAN

Prof. Dr. Ismail Sunny SH. MClmenyatakarbahwa penye
lidikan mengenai eksekutif terletak di daerah tapal batas antara hukum
dengan pengetahuan politik dan pengetahuan pemerintadaeh
karena itu sukarlah untuk tidak menjelaskan pula &ec singkat
perkembangan politi sebagai latar belakang untuk memahami
persoalan yang dikemukakan

2 Prof. Dr. Ismail Suny SH. MCL1965.Pergeseran kekuasaan Ekseku®¥, Galindra Jakarta
hal. VII.
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Sehubungan dengan itu dikutibagian pidato Presiden
Soekarno Tahun 1963 di Hari Sarjana ke lll, dikatakdiuntuk
mendirikan suatu negara berdasarkan atas kepribadian bangsa
Indonesia sendiri kita memerlukan penciptaan gagagmgasan
baru, tetapi tidak pula kurang pentingnya mempelajari yang lampau,
meneliti sebatsebab kemacetan kita, agar dengan demikian gagas
baru itu dapat didirikan diatas fundamen yang lebih kokéh.

Dalam Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 padzagian
Penjelasan Umum disebutkan ada Tujuh hal (dulunya disebut 7 kunci
pokok) terkait sistem pemerintahan negara dalam UUD NRI Tahun
1945 Pasca perubalan UUD NRI Tahunl9457 hal tersebut dapat
dijelaskansebagai berikut :

1. Indonesia ialah negara berdasar atasukum (rechtsstaat)
Artinya tidak berdasarkan kekuasaan belakaaghtsstagt
Setelah perubahan UUD NRIiafun 1945 dapat diuraikan sbb :
Indonesia ialah negara hukum bahwa ketentuan itu bukan lagi
hanya tercantum dalam Penjelasan UUD NRI Tahun 1945
(sebelum perubahan) tapi sesuai kesepakatan anggota MPR dalam
mengawali pembahasan perubahan antara lain adalah mengangkat
substansi dalam Pelgsan ke batang tubuh (Pasal) maka Pasal 1
Ayat (3) hasil perubahan telah menegaskdindonesia adalah
negara hukum"

Dalam pembahasan di PAH | BP MPR semula para pakar
yang dipimpin oleh Prof. Ismail Sap menghasilkan dua
UXPXVDQ 3HUWDBDDO@ERQHYDRDD KXNXP’
,QGRQHVLD DGDODK QHJDUD KXNXP \DQJ G
rumusan pertama yang disepakati dengan argumentasi bahwa
demokatis atau tidaknya suatu negara ditentukan oleh penjabaran
dalam pasapasal berikutnya.

2. Sistem kongusional Pemerintahan berdasar atas sistem
konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan
yang tidak terbatasBetelah perubahan, sama saja dalam hal ini.
Sistem konstitusional sesuai dengan Penjelasan Soepomo sebelum
perubahan.
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3. Kekuasaan Negara vyang tertinggi di tangan Majelis
Permusyawaratan RakyaDié gezamte Staatgewalt liegt allein
bei der Majelis) Kedaulatan Rakyat dipegang oleh suatu badan
bernama MPR sebagai penjelmaan seluruh  rakyat
(Vertretungsorgan des Willens deStaatvolkes) Majelis ini
menetapkan UUD dan gafimris besar daripada haluan negara,
mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara
(Wakil Presiden) sebagai pemegang kekuasaan negara tertinggi,
Presiden harus menjalankan haluan negara maemarisgaris
besar yang telah ditetapkan Majelis. Presiden yang telah diangkat
Majelis, bertunduk dan bertanggung jawab kepada Majétis
ialah "mandataris" dari Majelis. la berwajib menjalankan putusan
putusan Majelis. Presiden tidak néberi akan tetapi
"untergeordnet'kepada Majelis.

Setelah perubahan maka kekuasaan negang tertinggi di
tangan Rakyat yang dilaksanakan menutumdangUndang
Dasar. Tidak ada lagi satembaga negara yang (jadi pelaku)
secara khusus di tunjuk sebagai lembaga yamgalukan
sepenuhnya kedaulatan rakyat tersebut seperti halnya dalam Pasal
1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (sebelum perubahan). Sehingga
kemudian adalah Tap MPR yang menyebutnya sebagai Lembaga
Tertinggi Negara (Tap. MPR No. VI /MPR/1973 dan Tap MPR
No. [II/MPR/1983). Kini kedaulatan tetap berada di tangan rakyat
dan dibagikan kepada berbagai lembaga negara yang ada dalam
UUD dan lembaga negara itu hanya menjadi pelaksana saja
(dibedakan antara katdilakukan" sebelum perubahan UUD dan
"dilaksanakan"seklah perubahan). Sebagai pelaksana yang tidak
sepenuhnya melaksanakan kedaulatan itu karena sebagian masih
tetap ada pada rakyat pemilik kedaulatan tersebut. Karena rakyat
tetap berperan antara lain dalam memilih langsung Presiden dan
Wakil Presiden yangadinya dipilih oleh MPR. Demikian pula
dalam pemilihan kepala daerah yang dipilih secara demokratis itu
dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat dan ataupun tidak
langsung samaama demokratis tergantung UU yang menjabar
kan lebih lanjut. Jadi kedaulataakyat itu telah menyebar dalam
pengaturan di KonstitugRerlu ditegaskan kembali bahwandasa
berlakunya Konstitusi RIS (1949) kedaulatan rakyat dilaksanakan
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oleh Pemerintah, DPR, dan Senat. Setelah perubahan ke UUD
Sementara 1950 maka kedaulatan itlilaksanakan oleh
Pemerintah dan DPR saja.

Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi
di bawah Majelis Dalam menjalankan pemerintahan negara
kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden
(concentration of power and responssiliuponThePresident)

Setelah perubahan, seperti telah dijelaskan pada angka 3 di
atas, Presiden sebagai penyelenggearaerintamegara tidak lagi
berada di bawah Majelis atau tidak pula seperti yang disebut
dalam Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 sebdgsandataris”
MPR itu sehingga walau hanya tertulis dengan huruf kecil telah
diberi norma dalam Tap. MPR bahwa Presiden adalah Mandataris
MPR. Tetapi kini sam@ama sebagai lembaga negara yang
melaksanakan kedaulatan rakysgbagaimanalimaksud dalam
Pasall Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bersama DPR, DPD,
MA, MK, KY, dan BPK yang saling mengawasi dan meng
imbangi €hecks and balancgs

Dalam uraian inlebih difokuskan pada pemerintahan dalam
arti eksekutif sehingga tidak menguraikan lebih lanjut kedudukan
lembaga negara lainnya yang melaksanakan kedaulatan rakyat.

Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Di sampingnya Presidendalah DPR. Presiden harus
mendapapersetujuan DPRintuk membentuk UndangUndang
(Gesetzgebungldan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan
belanja negaréstaaersebuegrooting) Oleh karena itu, Presiden
harus bekerja bersarsama dengan Dewan, akastapi Presiden
tidak bertanggung jawab kepada Dewan, artinya kedudukan
Presiden tidak bergantung pada Dewan.

Setelah perubahan, sama saja bahwa Presiden tetap tidak
bertanggung jawab kepada DPR maupun Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) sebagai lembaga negaragydaru. Kini di
samping Presiden bukan saja ada DPR tapi juga ada DPD.
Walaupun sebagai pergeseran dari Pasal 5 Ayat (1) telah
ditegaskan dalam Pasal 20 Ayat (1) setelah perubahan, bahwa
"DPR memegang kekuasaarembentuk undangndang'’, namun
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kekuasaan itu tidaklah mutlak beralih. Karena untuk membentuk
undangundang Pasal 20 Ayat (2) menegaskaetiap rancangan
undangundang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat
persetujuan bersama'Untuk RUU terkait dengan kewenangan
DPD maka harusibahas bertiga lembaga negara bersama DPD
walau keputusannya tetap berada di DPR dan Presiden atau dua
lembaga negara saja sehingga tidak ada votiglam hal
pengajuan RUU diberi hakepada PresidenPasal 5 Ayat (1}

dan di samping ada pula hak DPRagRl 21) yang dimulai dari

hak anggota mengajukamsul saja yang dapat jadi RUU dari
lembaga atau ditolak setelah diputus rapat lembaga DPR.
Sehingga dengan perubahan Pasal 5 Ayat (1) pindah ke Pasal 20
Ayat (1) maka sama sekali tidak ada perubahpa gam
berlangsung dalam praktsebelum perubahan yang sebagaimana
dirumuskan dalam Pasal 20 Ayat (2) tersebut. Dapat dikatakan
apa yang berlangsung dalam pi&ksebelum perubahan, itulah
yang dirumukan Pasal 20 Ayat (2) tersebut.

Seorang ahli ilmu hukum tategara yang melihat negara
dalam keadaan diam akan mengatakan telah beralih kekuasaan
pembentukan undangndang dari Presiden ke DPR. Namun
untuk ahli hukum administrasi negara yang melihat negara dalam
keadaan bergerak maka akan membaca Pasal 20 Ayak4R)
mengatakan tidak ada pergeseran kekuasaan itu. Apalagi Pasal 22
memberi kewenangan Presiden untuk membuat Peraturan
Pemerintah Pengganti UU dalam kegentingan yang memaksa.
Walaupun Perpu kemudian harus dimintakan persetujuan DPR.
Kewenangan mengamhtihdakan sepihak ddidanglegislatif itu
tidak dipunyai DPR.

Di masa Presiden SBY pernah dilakukan a.l. UU No.
22/2014tentangPemilihan Gubernur, Bupati, Walikota yang baru
saja disahkan Presiden maka langsung Presiden pula melalui
Perpu No. 1/2014linyatakan dicabut dan diganti hanya dalam
waktu satu hari. Kemudian Perpu ini disetujui DPR jadi UU No.
1/2015 yang sudah dua kali diubah, terakhir dengan UU No.
10/2016. Walaupun Presiden tidak bertanggung jawab kepada
DPR, namun fungsi pengawasan tetaprate pada DPR
sedangkan yang terkait dengan kewenangan DPD juga DPD
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melakukan pengawasan pula termasuk pada pelaksanaan APBN,
pajak, pendidikan, dan agama yang hasil pengawasannya
disampaikan melalui DPR. Dari hasil pengawasan itu dapat
ditindaklanjuti degan hak DPR seperti interpelasi, hak angket,
dan hak menyatakan pendapat (Pasal 20A Ayat (1), (2) dan (3)
UUD NRI Tahun 1945). Hakak DPR dimaksud dapat berujung
pada usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden
kepada MPR, baik apabila terbuktlaie melakukan pelanggaran
hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, Kkorupsi,
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela
maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7A). KeangydfrR
setelah perubahan, mayoritasnya anggota DPR karena telah
ditentukan dalam Pasal 22 C Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
yang sudah membatasi bahtidlmlah seluruh anggota DPD itu
tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPRWalaupun
proses pemakzulan smbut idak semudah sebelum perubahan,
karena sesuai Pasal 7B Ayat (1) UUD NRI Tahun5194ul DPR
tersebut harus diajukan lebih dahulu kepada Mahkamah
Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat
DPR tersebut. Pengajuan permintaan terseldlakukan dengan
dukungan sekurankurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR.
Dalam hal Mahkamah Konstitusi memutuskan terbukti hal yang
diajukan DPR itu maka DPR masih harus menyelenggarakan
sidang paripurna untuk meneruskan (atau tidak meneruskan) usul
itu kepada MPR. Jika DPR meneruskan ke MPR maka waijib
MPR menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR
yang sudah disetujui Mahkamah Konstitusi itu. Keputusan MPR
pun disyaratkan sekuratkgrang 3/4 jumlah anggota hadir dan
disetujui sekuranggurangnya Z3 dari jumlah anggota yang hadir.

Dengan demikian proses pemakzulkan Presiden/Wakil
Presiden itu lebih dipersulit dari sebelum perubahan UUD NRI
Tahun1945.

Sebelum perubahan, pemakzulan Presiden/Wakil Presiden
tidak diatur dalam batang tubuh (papakal),hanya diatur dalam
Penjelasan UUD NRI Tahun 1945, bahw&edudukan DPR
adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden.
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Kecuali itu anggotaanggota DPR semuanya merangkap menjadi
anggota MPR. Oleh karena itu, DPR dapat senantiasa mengawasi
tindakantindakan Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa
Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah
ditetapkan UUD atau MPR maka Majelis dapat diundang untuk
persidangan istimewa agar supaya bisa minta pertanggungan
jawab kepada Presidén

Pemakzudn seperti yang diatur dalam Penjelasan UUD NRI
Tahun 1945 sebelum perubahan itu pernah berlangsung ketika
Sidang Istimewa MPR®/aret tahun 1967 melalui Tap MPRS
No. XXXII/MPRS/1967 Tentang Pencabutan Kekuasaan
Pemerintahahegara dari Presiden Soekargaitu setelah MPRS
menolak pidato petanggungjawaban Presiden Soekarno berjudul
Nawalasara dan atas permintaan MPRS supaya dilengkapi lagi
maka ditambah Penjelasan Nawakasara tetapi ditolak Pimpinan
MPRS sebelumnyapada 25 Februari 1967 Presiden Soekarno
telah mengajukan Surat Pernyataagerhenti, namun keputusan
MPRS tersebut tetap diambil pada tgl. 11 Maret 1887 diberi
tanggal mundur Padaawal era reformasi pemakzulan Presiden
terjadi pula ketika Presiden Abdurrahman Wahid dimakzulkan
MPR pada tahun2001. la digantikan oleh Wakil Presiden
Megawati Soekarnoputeri.

Patut dicatat, berhentinya Presiden B. J. Habibie pada tahun
1999 bukanlah pemakzulan oleh MPR. Tetapi karena pidato
pertanggungjawabannya ditolak dengexing maka beliau tidak
bersedia dialonkan lagi oleh beberapa Fraksi MPR karena
pertimbangan etis menurut beliau.

Syarat dan proses pemakzulan setelah perubahan UUD NRI
Tahun 1945 secara jelas dan rinci diatur dalam Pasal 7A, Pasal
7B, dan Pasal 24C Ayat (Xehinggamerupakan salah satu
ketentuan yang memperkuat sistem presidensil Indonesia sebagai
negara hukum yang demokratis. Ketentuan dimaksud di atas
diikuti dengan penegasan bahwaPresiden tidak dapat
membekukan dan/atau membubarkan DPRR&asal 7C). Hal
terselit untuk menjaga proses pemakzulan agar tidak dapat
dihentikan Presiden dengan membubark#tau membekukan
DPR. Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 yang hanya menyatakan
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"Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden" karena itu ketika
terjadi konflik antara DPRhasil pemilu 1955 dengan Presiden
Soekarno mengenai RAPBN Tahun 19@Rresiden melalui
Penetapan Presiden telah melarang sidaaeng DPR sehingga
berarti sama dengan Presiden telah membekukannya. Penpres
dibuat berdasar kekuasaan Presiglang bersumbedari Aturan
Peralihan Pasal IV UUD NRI Tahun 1945 yatiggkatan dan
kekuatan hukumnya sama dengan.Wklalui SUMPRS 1966
bentuk Penpres dan Perpreinyatakan bertentangan dengan
UUD NRI Tahun 1945yang diperintahkan ditinjau melalui Tap
MPRS No. XIX/IMPRS/1966.

Menteri Negara ialah pembantu Presidéenteri Negara tidak
bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Presiden mengangkat dan memperhentikan memenieri
negara. Menterimenteri itu tidak bertanggung jawabkepada
Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukannya tidak tergantung dari
pada Dewan, akan tetapi tergantung dari pada Presiden. Mereka
ialah pembantu Presiden.

Setelah perubahan sama saja halnya hanya diperintahkan
untuk diatur dalam UU tentang pembentukan,godahan, dan
pembubaran kementerian negara. Hal ini mencegah Presiden
semaunya membubarkan satu kementerian yang dapat berakibat
lanjut di bidang sosial politik seperti dilakukan Presiden
Abdurrahman Wahid yang menghapus Departemen Penerangan
dan DepartemeSosial (1999).

Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas

Meskipun Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada
Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukan "diktator", artinya kekuasaan
tidak tak terbatas. Di atas telah ditegaskan bahwa ia bertanggung
jawab kepda Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kecuali itu ia
harus memperhatikan sunggsihngguh suara Dewan Perwakilan
Rakyat.

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kiswan
ini tidak bisa dibubarkaroleh Presiden (berlainan dengan sistem
parlementer). Kecualitu anggotaanggota Dewan Perwakilan
Rakyat semuanya merangkap menjadi anggota Majelis
Permusyawaratan RakyaOleh karena itu, Dewan Perwakilan
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Rakyat dapat senantiasaengawasitindakantindakan Presiden

dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sunggldnggar
haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undamdang Dasar
atau olehMajelis Permusyawaratan Rakyataka Majelis itu
dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa
minta pertanggung jawaban kepada Presiddal ini sudah
dijelaskanpada uraian sebelumnya pula.

Menterimenteri negara bukan pegawai tinggi biasa
Meskipun menteri negara tergantung dari pada Presiden, akan
tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa oleh karena menteri
menterilah yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintah
(pouvoir executiflalam praktek.

Sebagai pemimpin departemen, menteri mengetahui-seluk
beluk haihal yang mengenai lingkungan pekerjaga. Ber
hubung dengan itu, menteri mempunyai pengaruh besar terhadap
Presiden dalam menentukan politik negara yang mengenai
departemennya. Memang yang dimaksudkan ialah, para menteri
itu pemimpirpemimpin negara.

Untuk menetapkan politik pemerintah damordinasi dalam
pemerintahan negara, para menteri bekerja bersama satu sama lain
seerateratnya di bawah pimpinan Presiden.

Demikian pula dijelaskan dalam Bab Il tentang Kekuasaan
Pemerintahan Negara, yaitu dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Ayat (2);

"Presiden alah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara.
Untuk menjalankan undangndang, ia mempunyai kekuasaan untuk
menetapkan peraturan pemerintah (pouvoir reglementair)".

Setelah perubahan UUD NRI Tahi®45 halhal tersebut lebih
dipertegas a. |. dijadikan noendalam pasagbasal.

Pasal 5 Ayat (1);

"Kecuali executive power, Presiden bersasaana dengan
Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan legislative power dalam
negara.

Setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945 walaupun ketentuan
dalam Pasal 5 Ayat (1) sudatipindahkan ke Pasal 20 Ayat (1)
tentang DPR mengang kekuasaan membentuk undangang,
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tetapi dalam praktek tidak ada perubahan dengan apa yang dijelaskan
Prof. Supomo tersebut sarsama dijalankan. Karena Pasal 20 Ayat

(2) tetap mensyaratkan setiap Rblrus dibahas bersama DPR dan
Presiden untuk mendapat persetujuan bersama seperti halnya praktek
sebelum perubahan. Lagi pula Presiden tetap pula berhak mengajukan
RUU dalam Pasal 5 Ayat (1).

Demikian halnya ketika menjelaskan Kekuasaan Pemerintahan
Negara(Bab Ill, Pasal 4 dan Pasal 5 Ayat(2), dikatakBnesiden
ialah kepala kekuasaan eksekutif dalasgara. Untuk menjalankan
undangundang, ia mempunyai kekuasaan untuk menetapkan
peraturan pemerintah (pouvoir reglementair)etentuan ini tidak
diubah ata tetap saja dalam Pasal 5 Ayat (2).

Untuk PasaPasal : 6, 7, 8, 9; tidak dijelaskan lagi oleh Supomo
karena dianggap

"Telah jelas".

Memang tidak dijelaskan apa yang dimak$ohng Indonesia
asli" dalam Pasal 6 Ayat (1), tapi dari perdebatan di BPUPK
(Dakuritu Zyunbi Tyosa Kéulei sd Juli 1945) sudah jelas maksudnya
adalah golonganinlander atau pribumi dalam pembagian kaula
Belanda Kederland Onderdagn yang terdiri dari Nederland
OnderdaanNederlanders (Eropa, Jepang dimasukkan ke sini),
Nederland Ondataan Niet NederlanderdKaula Belanda bukan
Belanda) terdiri dari/reem de OosterlinggfTimur asing) yaitu Cina,
Arab, India, dll sertanlander (pribumi) yaitu Indonesia asli.

Setelah perubahan, Pasal 6 ini lebih dibuka untuk seluruh WNI
tetapi dengan syat calon Presiden dan Wapres itu harus sudah jadi
WNI sejak kelahirannya dan tidak dikarenakan pewarganegaraan
(naturalisasi). Sekaligus di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan Pasal
6A yang mengatur pemilihan pasangan calon Presiden/Wapres dan
yang dapt mengusulkan calon hanya partai politik peserta pemilu.
Sebelumnya dipilih oleh MPR, tidak dipilih langsung oleh rakyat.

Demikian halnya di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan pasal
baru, Pasal 7A, 7B, dan 7C yang mengatur proses pemakzulan
Presiden/Wpres oleh DPR dan MPR harus melalui Mahkamah
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Konstitusi (mengenai MK ini diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) dan
Pasal 24 C Ayat (2) setelah perubahan).

Pasal 8 mengalami perubahan dan tambahan Ayat dan lebih
dirinci. Bagaimana mengisi jabatan Wakil Presidengytidak dipilih
langsung lagi tetapi diberikan kepada MPR memilihnya dalam waktu
paling lambat 60 hari. Bagaimana pula jika jabatan Presiden dan
Wapres itu lowong bersamaan waktunya akan dijabat oleh Triumvirat
(Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeridan Menteri
Pertahanan) sebagai pelaksana tugas secara besaama Dalam
waktu 30 hari MPR harus telah menggelar sidang pemilihannya. Siapa
yang dapat mengajukan calon juga sudah diatur. Parpol/gabungan
parpol yang pasangan calon Pres/Wapres meraih gagpanyak
pertama dan kedua pemilu sebelumnya yang mencalonkan dan akan
menjalani sisa masa jabatan Pres/Wapres yang digantikan.

Pasal 7 ada penegasan bahwa Presiden dan Wapres dapat
dipilih kembali hanya untuk dua kali masa jabatan yang sama. Perlu
dijelaskan bahwa dalam jabatan yang sama itk barturutturut
ataupun tidak berturdtirut. Seperti halnya Wapres J. K. sudah dua
kali walau tidak berturdturut sudah tidak boleh lagi.

Adapun PasdPasal : 10, 11, 12, 13, 14, 15; disebutkan bahwa :

"Kekuasankekuasaan Presiden dalam pagalsal ini ialah
konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara."

Setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945, kedudukan Presiden
selaku Kepala Pemerintahdan Kepala Negara tidak dibedadakan
berdasar tugas ddeewajiban PresiderHal tersebut dianggap sudah
dengan sendirinya sehingga tidak perlu diatur dalam pasall lagi.
Dalam Penjelasan Umum disebutkan bahwa "Kekuasaan Kepala
Negara tidak tak terbatas". Karena memang kekuasaan itu dibatasi
dengan apa yangenjadi kekuasaan Presiden dalam pemerintahan
negara. Hal ini bkan disebabkan "ia bertangguiewab kepada
MPR". ia tidak lagi dipilih oleh MPR dan tidak lagi ada garis besar
dari pada haluan negara yang ditetapkan MPR untuk dijalankannya,
untuk dipertangungjawabkannya. Semua program jangka lima tahun
dan jangka panjang diatur dengan UU yang dibuat oleh Presiden,
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DPR, dan DPD. Jika dibuat MPR hanya diisi anggota dua lembaga
negara serta bakan lagi yang memilih Pres/Wapres

Dalam Bab IV Pasal 16 dijelaska tentang Dewan
Pertimbangan Agung sebagai seb@duncil of stateyang berwajib
memberi pertimbangan kepada pemerintah, Badan penasihat belaka.

Setelah perubahan, DPA dihapuskan termasuk Bab IV dikilang
kan pula. Sebagai gantinya Presiden membentuk stdgwan
pertimbangan'{bukan nama lembaga terserah Wig¢namakan apa)
serta ketentuan ini digabungkan ke Bab Kekuasaan Pemerintahan
Negara.

Adapun Bab VtentangKementerian Negaradalam Pasal 17
dijelaskan bahwa Presiden dibantu menteenteri nega yang
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Menteti- menteri memimpin departemen pemerintahan.

Oleh karena dalam Pasal 17 tersebut dianggap sudah jelas dan
sudah pula dijelaskan dalam penjelasan tentang sistim Pemerintahan
Negara maka tidak dijelaskéebih lanjut oleh Prof Soepomao.

Namun setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945 lebih
diuraikan dan ditegaskan bahwa setiap menteri atau harus mem
bidangi urusan pemerintahan. Jadi tidak ada lagi Menteri Negara
tanpa portofolio. Untuk itu diperlukapengaturarebih lanjut dalam
UU mengenai pembentukan, perubahan, atau pembubarannya oleh
Presiden. Pengalaman pembubaran kementerian tertentu menimbulkan
dampak yang luas. Kementerian tidak lagi disebut sebagai
Departemen tetapi sesuai judul Bab V tersebut.

Kemudan untuk menjelaskan Bab VI, Pemerintahan Daerah
Pasal 18 disebutkan:

l. Oleh karena Negara Indonesia itu suatinheidsstaatnaka
Indonesia tak akan mempunyai daerah didalam lingkungan
nya yang bersifastaat juga. Daerah Indonesia akatibagi
dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula
dalam daerah yang lebih kecil.

Di daerahdaerah yang bersifat otonorstreek dan locale
rechtsgemeenschapperatau bersifat daerah administrasi
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belaka, semuanya menurut aturan yarigna dietapkan
dengan undangndang. Di daerabdaerah yang bersifat
otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena
di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar
permusyawaratan.

Il. Dalamterritoir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250
zelfbesturende landchapperdan volksgemeenschappen
seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun
dan marga di Palembang dan sebagainya. Dakxatah itu
mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap
sebagai daerah yang bersifatimewa. Negara Republik
Indonesia menghormati kedudukan daedabrah istimewa
tersebut dan segala penan negara yang mengenai daerah
daerah itu akan mengingati hhkk asalsul daerah tersebut.

PEMERINTAHAN DAERAH SETELAH PERUBAHAN UUD
NRI TAHUN 1945

Dalam Penjelasan UUD NRI Tahun 1945, Prof. Soepomo
menjelaskan bahwa "Oleh karena Negara Indonesia ini suatu
eenheidsstadt maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam
lingkungannya yang bersifat staat jugdal tersebut menegaskan
bahwa Indonesianegara kesatuan (bukan federal) sebagaimana
ditegaskan pula dalam Pasal 1 Ayat (1) tentang bentuk negara dan
bentuk pemerintahan adalah Republik (bukan Kerajaan)

Walaupun sejak semula sudah pula dijelaskan bahwa "d
daerahdaerah yang bersifat otonom" (jadi tidak semua daerah)
ternyata pengaturan dalam undamglang pemerintahan daerah itu
yang silih berganti sejak ditetapkan pertama kidhganUU No.
22/1948 Tentang Pemerintahan Daeratbédiiah UUD 1945) sampai
diubah dengan(UU No. 1/1957 dibawah UUDS- 1950 dan diubah
lagi ketika UUD 1945 diberlakukan kembali dengan Penpres No.
6/1959 dan Penpres No. 5/1960 diatur kembali, terakhir dengan UU
No. 18/1965 dan UU No. 19/1965 tentang Desa Praja diubah pula di
masa orde baru menjadi UU No. 5/1974 tentangk®&ePokok
Pemerintahan Daerah dan UU No. 5/1979 tentang Desa (sering
disebut sebagai UU yang telah miawakan seluruh desa di
Indonesia) maka tarik menarik antara desentralisasi dan sentralisasi
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pemerintahan tesu berlangsung karena lebih bergantung pada
kepentingan "sang penguasa". Salah satu pemicu terjadinya pem
berontakan PRRI dan Permesta (198359) adalah masalah
Sentralisasi kekuasaan pemerintatersebut

Padaawal era reformasi setelah Sidang Istimew&Rv1998
antara lainditetapkanKetetapan MPR No. XV/MPR1998 tentang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan
Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yabgrkeadilan serta
Peimbangan Keuangan Pusat dan Daedgiam Kerangka NKRI
yang kemudiarditindaklanjuti olehPresiden B. J. Habibie dan DPR
RI hasil pemilu terakhir di masa orde baru (pemilu 1997) dengan
lahirnya UU No0.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.
25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah

UU inilah yang kemudian menjadi salah satu acuan ketika
mengubah Pasal 18 Bab VI (Pemerintahan Daerah) dengan menegas
kan dalam Pasal 18 Ayat (1) bentuk Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang di dalamnydibagi atas}daerah- daerah'Provinsi"
yang sdbp provinsi dibagi atas'kabupaten” dan "kota" yang
mempunyai pemerintahan daerah yang didamganundangundang.
Katakata "dibagi atas", adanya NKRI lebih dulu barulah dilzgi.
Bukan "terdiri atas" berarti negara federal.

Dengan penyebutan setiapama daerah itu di samping
dimaksudkan untuk memperbaiki cara penulisannya dalam bahasa
Indonesia yang benar (Rinsi bukan Prpinsi) sekaligus untuk
mengakhiri berubalibahnya penyebutannya dalam setiap peng
gantian UU Pemerintahan Daerah (pernah disElagrah Swatantra
Tingkat I/Daswati | dan Daswati Il atau Kotapraja jadi Kotamadya
dsb). Sesuai perintah Pasal 18 Ayat (1) tersebut adalah untuk
membuat satu UU Pemerintahan Daerah (dialenganUU kata
"dengan" disini dimaksudkan dengan satu Ullka dsebut "diatur
dalam maksudnya disatukan ke dalam UU yang terkait). Isi UU
dimaksud akan memuat pula ketentuan pada Ayat (2) asas otonomi
dan tugas pembantuan (otonomi dan tugas pembantuan adalah isi dari
desentralisasi, supaya jelas maka UUD tidak memalkata
"desentralisasiitu), di mana pemerintahan daerah itu memiliki DPRD
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yang anggotanya dipilih melalui pemilu (Ayat 3). Sebagai
pemerintahan daeralfPemerintahan daerah meliputi DPRD dan
Pemerintah daerah/Kepala Daerah) serta Pemerintahan daeraii terseb
dikepalai oleh Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dipilih secara
demokratis sesuai Ayat (4) (penulisan nama jabatan kepala daerah ini
juga untuk mencegah berubabahnya nama jabatan tersebut dalam
setiap perubahan UU Pemerintahan Daerah seperti sglgma

Pemilihan anggota DPRD pada Ayat (3) ditegaskan, melalui
"pemilihan umum" sengaja dibedakan dengan pemilihan kepala
daerah pada Ayat (4) yang disebut "dipilih secaemokratis.
Dengan demikian, untuk setiap daerah UU dapat mengatur cara
pemilihan demokratis dimaksud baik pemilihan langsung ataupun
tidak langsung (melalui DPRD atau cara lain yang semuanya adalah
dipilih secara demokratis). Jadi pemilihan kepala daerah tidak ada
keharusan untuk diseragamkansgiluruh daerah Indonesia dengan
berbagapertimbangan. Misalnya dari keadaan suatu daerah (seperti di
Papua) atau anggaran pemilihan ditinjau dari kemampuan-gAaD
(Pendapatan Asli Daerah) atau daerah yang baru dimekarkan dan lain
lain pertimbangan oleh Presiden dan DPR ketika membuat UU
Pemerintahan Daerah dan UU pembentukan provinsi, kabupaten, dan
kota yang bersangkutan. Oleh karena itu pula Bab VI (Pemerintahan
Daerah) ini yang diubah dalam Perubahasdia UUD NRI Tahun
1945 pada STMPR tahun 2000 ketika perubahan ketiga dalam ST
MPR tahun 2001 pada Bab VII B Pemilihan Umum Pasal 22 E Ayat
(2) ditegaskan"Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Presiden dan Wakil Presidelan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah"
Pada Ayat (2) ini sengaja dimasukkan hanya pemilihan anggota
DPRD karena untuk dibedakan dengan kepala daerah itu. UU
dibebaskan mengatur cara demokratis dimaksud.

Dalam penerapannya ketika UU No. 22/1999 diganti denga
UU No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah maka pemilihan
kepala daerah diubah dari pemilihan tidak langsung (melalui DPRD),
dalam UU No. 32/2004 menjadi pemilihan langsung seluruhnya tanpa
membedakan antardaerah. Demikian halnya ketika Presiden SBY dan
DPR hasil pemilu 2009 menggantikan UU No. 32/2014 Bab tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diubah jadi dipilih oleh
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DPRD. Setelah ada reaksi sebagian masyarakat maka bersamaan
dengan disahkan Presiden UU No. 22/2014 tersebut langsung pula
diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) No. 1/2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dipilih
langsung lagi dan hal itu disetujui pula DPR yang menjadi UU No.
1/2015 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gukrnur, Bupati, dan Walikota menjadi UU. Kemudian
dengan UU No. 8/2015 Tentang Perubahan Atas UU No. 1/2015
Tentang Penetapan Perpu No. 1/2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, Dan Walikota Menjadi UU a. |. mengatur pemilihan serentak
di seluruh IndonesiaSeharusnya semua itu diatur dalam satu UU
seperti UU No. 32/2004.

Dalam Pasal 18 Ayat (5) disebutkan bahwa "Pemerintahan
daerah menjalankan otonomi sekhagsnya kecuali urusan
pemerintahan yang oleh undamgdang ditentukan sebagai urusan
Pemerintah Paat".

Oleh karena luasnya otonoméerah itu diatur dalam undang
undang makabatasan luas otonomi diatur olglembuat UUyaitu
DPR, Presiden, dan dibahas pula bersama DPD. Jadi bukan
pemerintahan daerajang menentukan otonomi seldaasnya itu.
Tergantung pada Pemerintah Pusat dan DPR memberikan urusan
pemeintahan tersebut kepada daerdhenurut Prof. Bagir Manan
yang mendampingi Komisi A Majelis ketika finalisasi pembahasan
dan rumusan dari PAH | BP MPPRtonomi dimaksud bukanlah
otonomi asli tetapi @nomi pemberian dari Pemerintah Pusat berupa
urusan pemerintahan yang diserahkan melalui UU kepada pemerintah
daerah. Pada akhirnya pengertian seluasnya itu tergantung
kepada UU. Namun pada waktu perumusannya yang jadi acuan adalah
urusanurusan yangtetap berada di Pemerintah Pusat adalah
sebagaimana diatur dalam UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan
Daerah,yaitu Urusan Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan,
Yustisi, Moneter, Fiskal nasional, dan Agama.

Hal yang sama tetap saja ketika UU No. 224 diganti UU
No. 32/2004 dan kini diganti pula dengan UU No. 23/2014. Hanya
saja yang terjadi adalah urusan yang tadinya berada di pemerintahan
daerah kabupaten/kota ada pula yang telah dialihkan ke provinsi oleh
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Pemerintah Pusat (dekonsentrasi). €sgpizin pertambangan dari
kabupaterikota keprovinsi kini.

Sejak awal, otonomi itu tidak ditumpukan ke provinsi tetapi
lebih kepada kabupaten/kota. Pertimbangannya antara lain sangat
politis untuk menjaga NKRI di samping untuk lebih mendekatkan
Pemerintahaman pelayanan kepada rakyat. Dalam pemikiran ketika
penyusunan UU No. 22/1948 (awal kemerdekaan) otonomi dimaksud
akan sampai ke desa. Namun dianggap desa belum siap untuk itu.
Perlu dilakukan modernisasi desa terlebih dahulu.

Pasal 18 Ayat (5) memberikdnak kepada pemerintahan daerah
menetapkan peraturan daerah dan perafpeasturan lain untuk
melaksanakan ototnomi dan tugas pembantuan. Peraturan daerah
dimaksud berupa Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota yang
dibuat oleh Pemerintah Daerah dan DPREzraturan lain adalah
Peraturan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Oleh karena Desa bukan
daerah otonom maka tidak ada Peraturan Desa. Adalah satu kesalahan
ketika UU P3 memberi kewenangan kepada Desa membuat Peraturan
Desa. Demikian pula UU No. 6/2014 tergabBesa yang juga salah
karena telah membekiewenangarkepada Desa untuk mengeluarkan
peraturan Desa

Pasal 18 ini ditutup dengan Ayat (7) bahV@&isunan dan tata
cara penyelenggaraan pemeahdn daerah diatur dalam undang
undang".

Perintah untuk diatutdalamundangundang" dimaksud adalah
menunjuk pada UU terkait, dalam hal ini UU yang dibuat berdasar
perintah Pasal 18 Ayat (1) yang menyeblgemerintahan daerah
yang diaturdenganundangundang”. Jadi dari Ayat (1) sd. Ayat (7)
ini harus dalam satu UUitdmbah ketentuan dalam Pasal lainnya,
seperti Pasal 18 B Ayat (2) mengenai kesatuan masyarakat hukum
adat.

Susunan pemerintahan daerah dimaksud di samping provinsi,
kabupaten/kota dapat saja ada kecamatan dan desa/kelurahan terserah
UU mengaturnya.

Jika ®belumnya hanya satu Pasal (Pasal 18) yang mengatur
pemerintahan daerah maka setelah perubahan menjadi tiga pasal yaitu
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Pasal 18 dengan 7 Ayat, Pasal 18 A dengan 2 Ayat, dan Pasal 18 B
dengan 2 Ayat pula.

Oleh karena muatan Pasal 18 B Ayat (2) menyatakduvéa :
"Negara mengakui dan menghormati kesatkesatuan masyarakat
hukum adat beserta hdiak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang
diatur dalam undangundang"” maka ketentuan tentang kesatuan
masyarakat hukum adat beserta -hak tradisionalnya sepanjang
masih hidup dan sesuai dst tersebut tidak untuk dikgingarsatu UU
tersendiri tetapi diatudalam UU terkait yaitu UU Pemerintahan
Daerah. Adalah satu kesalahan formil dilakukan ketika geemgUU
No. 32/2004 dengan memisahkan tersendiri UU Desa (UU No.
6/2014) apalagi dengan mendahului kelahiran UU induknya, UU No.
23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal itu dilakukan lebih karena
pertimbangan politis daripada yuridis untuk bahan kampaiayem
pemilu 2014 yang masiagasing calon mnjanjikan Dana Desa
sebesar 1% dari APBN. Sehingga ketika diundangkan kemudian UU
No. 23/2014 sebagai UU induknya, tetap memuathbhlpokok
tentang pengaturan Desa yang selanjutnya diserahkan kepada UU.
Demikian pula ketika melahirkan UNo. 22/2014 tentang Pilkada

Desa yang dimaksud dalatdU No. 6/2014 meliputi Desa
selain dari Desa yang diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum
adat dalam Pasal 18 B Ayat (2) yaitu Desa Adat untuk nama dari
kesatuan masyakat hukum adat dimaksud juga melipdésayang
ketika di dalam UU No. 32/2004 disebut Desa Administratip. Untuk
Desa Adat di Bali disebut Desa Dinas dan Desa Adat.

Dalam UU No. 6/2014 ini Desa Adat harus memenuhi berbagai
syarat yang mengacu pada kriteria dalam putusan Mahkamah
Konstitusi a. | :

x Putusan No. 10/PUU 1/2003 - Pengujian UU No. 11/2003
Perubahan UU No. 53/1999 tentang Kab. Rokan Hulu dst.

X Putusan No31/PUU- V/2007 - Pengujian UU No. 31/2007
tentang Pembentukan Kota Tual Di Prov. Maluku

x Putusan No. 6/PUU VI/2008 perihal Pengujuan UU No.
51/1999 tentang Pembentukan Kab. Buol dst.
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x Putusan No. 35/PUU X/2012 tentang Pengujian UU No.
41/1999 tentang Keutanan.

Di NTT pada Tahunl1974 telah diterbitkan Perda yang
menyatakan tidak ada lagi suku di daerah itu karen&J' dimaksud
sudah tidak terdapat lagi di sana. Menurut UU No. 6/2014 diperlukan
adanya penetapan dengan PerdaugaberiKota tentang kebedaan
suatu Desa Adat diuatu Kabupaten/Kota untuk pertama kali. Dalam
penetapan itu Desa Adat dimaksud di daerah itu dapat saja bernama
Nagari (Minangkabau), Desa (Jawa/Bali), Marga/Dusun di Sumatra
Selatan, Gampong (Aceh), dsb. Jadi tidak seenaknyanssjamakan
sebagai Desa Adat yang dimaksud oleh Pasal 18 B Ayat (2). Apalagi
jika hanya dipakai untuk menuntut dengan nama itu pemilikan tanah,
hutan adat dsb.

Mengenai ketentuan dalam Pasal 18 B Ayat (1) diakui adanya
satuan pemerintahan daerah yang barsithusus atau bersifat
istimewa yang diaturdengan undangundang. Daerah dimaksud
adalah provinsi tertentu dan sampai kini hanya ada dua daerah
istimewa (Aceh UU No. 11/2006 dan Yogyakarta UU No. 13/2012)
serta daerah khusus Ibu Kota Negara Jakarta UU2RK2007 dan
Papua UU No. 45/1999 jo. UU No. 21/2001. Daerah tersebut tidak
harus sepenuhnya tunduk dalam ketentuarhallang diatur Pasal
18 tentang pemerintahan daerah pada umumnyaabiping Perda
terdapat pula Perdais (Yogyakarta) dan Qanun (AseftaPerdasus
(Papua) sebagailex specialis misalnya DKI Jakarta tidak punya
kabupaten/kota di bawah provinsi yang otonom. Hanya ada daerah
Kota administratif (Pusat, Utara, Barat, dan Selatan) dan Kabupaten
administratif (Pulau Seribu). Tata cara penaifihkepala daerah di
Yogyakarta, Jakarta, Papua (persyaratan calon) dapat bdrbdaa
pula baik syarat dan caranya. Di D. |. Yogyakarta, Gubernur dan
Wakil Gubernur dari Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman Solo
yang ditetapkan DPRD. Di Papua syarat Puleierah asli

Adapun ketentuan Pasal 18A ada dua ayat mengenai pengaturan
hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
provinsi, kab. dan kota yang diatur pula dengan UU. Demikian halnya
hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatanesutalya
alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan

24  JurnalKETATANEGARAANolume A0Agustus2018



pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras
berdasarkan undaaghdang. UU No. 25/1999 digantikan UU No.
33/2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah. Walaupun UU No. 32/2004 sudah diubah
dengan UU No. 23/2004 tetapi UU No. 33/2004 tidak diubah/tetap
berlaku sampai kini.

Sejak pemerintahan Presiden Habibiesdmping dibuat UU
No. 22/1999 terdapat pula UU No. 25/1999 tentang udghan
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Demikian dengan UU No.
32/2004 yang menggantikannya juga terdapat UU No. 33/2004 yang
sampai Kkini terus berlaku walaupun UU No. 32/2004 sudah diganti
UU No. 23/2014.

Dari keseluruhan uraian datas tidaklah berarti bahwa
kekuasaan pemerintahan Presiden/Kepala Negara hanya berhenti
sampai pada ketentuan dalam Bab VI Pemerintahan Daerah.
Kekuasaan itu meliputi sampai dengan Bab XV (Bendera, Bahasa,
Dan Lambang Negara, serta Lagu kebangsaan) atau sd. Pasal 36 C
(kecuali Bab XVI- Perubahan UUD) karena setidaknya berkaitan
dengan perintah pengaturannya dengan UU. Setiap UU baik RUU
diajukan Presiden maupun pembahasannya dengan DPRDRIan
yang berkaitan kewenangaBPD) serta pengesahan dan peng
undangannya, tetapperan Presiden dibutuhkan dan sangat
menentukan.

Malahan dalam banyak hal, seperti dalam Pertahanan dan
Keamanan Negara (Bab XH Pasal 30) di mana Presiden adalah
pemegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU (TNI) dimaksud
dalam Pasal 10 juga kepsiin. Atau dalam Pendidikan dan
Kebudayaan (Bab Xlll- Pasal 31 dan 32) yang secara khusus
disebutkan "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu
sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan
ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangkaneeedaskan kehidupan
bangsa, yang diatur dengan undamglang (Pasal 31 Ayat (3)).
Perintah ini menjadi dasar dari lahirnya UU No. 20/2003 tentang
Sistim Pendidikan Nasional yang memerintahkan kepada Negara
memprioritaskan anggaran pendidikan sekungngnya 20 persen
dari APBN dan APBD itu" (Pasal 31 Ayat (4) adalah sama dengan
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perintah kepada Presiden yang diberi wewenang untuk mengajukan
RUU APBN (Bab VIII - Hal Keuangan Pasal 23 dst) harus mencari
dan menggali sumber pendapatan negara dimaksud. dtyah
beberapa contoh betapa kekuasaan Presiden dimaksud meliputi
seluruh kehidupan Negara.

Dari uraian di atas, baik menurut UUD yang diputuskan PPKI
18 Agustus 1945 maupun yang kemudian di Dekritkan Presiden
Soekarno 5 Juli 1959 untuk diberlakukan kembatelah kita melalui
masa Konstitusi RIS 1949 dan UUDSL1950 (sistem parlementer)
maka menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddigie SH mengenai sistem
pemerintahan, cukup jelas Indonesia menganut sistem presidensil
dengan beberapa percobaan penerapan sistenmpatés, terutama
antara 1949 sd 1959. Sedangkan dalam UUD Proklamasi sebagaimana
diuraikan dalam Penjelasan UUD itu, menganut sistem presidensil.
Namun bersamaan dengan itu, katanya lagi, kita menganut pula
prinsip kedaulatan rakyat yang dijelmakan dalamPRM yang
kemudian dipahami sebagai lembaga tertinggi negara ke mana
Presiden sebagai Kepala Negara dan kepala pemerintahan harus
tunduk dan bertanggung jawab. Hal itu merupakan salah satu ciri
sistem pemerintahan parlemen yang dikenal di dunia. sehingga
dikatakan tidaklah bersifat murni sistem presidensil melainkan bersifat
guasi presidensil. Setelah reformasi dengan perubahan UUD NRI
Tahun 1945 tersebut dimaksudkan untuk memperkuat sistem
pemerintahan presidensil tersebut.

Menurut Prof. Jimly, ada yang nwgunakan istilah pemurnian
atau verifikasi sistem pemerintahan presidensil. Di mana tidak ada
lagi jalur pertanggung jawaban Presiden kepada MPR karena Presiden
dipilih langsung oleh rakyat maka harus bertanggung jawab pula
kepada rakyat melalui kebebasgmers, kebebasan berserikat,
berkumpul, dan berpartai politik, dan melalui pemilihan umum yang
langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, serta berkeadilan secara
periodik setiap 5 tahunan.
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Prof. Jimly berkesimpulan bahwa dengan demikian kita tidak
perludiraglikanbahwa sistem pemerintahan yang kita anut dewasa ini
adald sistem pemerintahan presidiéhs

Memang diakui bahwa dalam praktmasih sangat banyak
kendalanya. Termasuk kebhinekaan yamndorongoerkembangnya
partai politik. Bandingkan dawal refeamasi Tahun 1999, pemilu
diikuti 48 peserta pemilu setelah dibatasi di masa e dan orde
baru. Terus berkurang setiap lima tahun pemilu tetapi kemudian
bertambah lagi dalam pemilu 2019 nanti.

Upaya membatasi jumlah parppkserta pemilu seharusnya
justru lebih ditujukan pada syarat parpol yang dapat mencalonkan
pasangan calon Presiden dan Wapres. Pemilu yang seharusnya
dilakukan serentak tangaresidenial treshold sejak 2004, 2009, dan
2009 dilaksanakanpemilu tidak serentak berbeddengan yang
diperintahkarPasal 22 E dan dipakai puigeshold perolehan kursi di
DPR yang dipilih sebelumnyaSetelah ada putusan MK barulah
disesuaikandengan perintah  UUD sehingga untuk pemilu 2019
diadakan serentak pemilu 5 kotak suara. Namun untuk pencalonan
Presden/Wapres dipakairesidenial tresholddari hasil pemilu DPR
tahun sebelumnya (2014) yang sudah pernah dipakai dalam pemilu
2014.

Seharusnya hanya setiap parpol peserta pemilu berhak
mencalonkan Presiden/Wapres atau saling bergabung. Jadi, jika
berkeh@dak melakukan pembatasan calon Ee$Wapres maka
menurut ketentuan Pasal 7A Ayat (2) adalah membatasi parpol peserta
pemilu dengan memperberat persyaratan pada parpol yang akan jadi
peserta pemilu. Adalah kesalahan kita menerapkan kedalam UU sejak
pemiu 2004 yaitu tidak melaksanakan pemiluestak sesuai perintah
Pasal 2E UUD NRI Tahun 1945 sehingga untuk pemilu Presiden/
Wapres yang dipisahkan sesudah pemilu yang disebut pemilu
legislatif (Pileg) selalu dipergunakan President trashold sehingga tidak
memungkinkan hanya satu parpol peserta pemilu yang dapat meng
ajukan calon Pres/Wapres karena tidak ada parpol peserta pemilu
dapat memenuhi syarptesidenial tresholddimaksud. Akal akalan

3 Jimly Asshiddigie 2011.Pengantar buku RM. A. B. Kusuma, Sitem Pemerintahan "Pendiri
Negara Versus Sistem Presidensil " Orde Re&si, BP- FH - Ul, Jakartahal. X.
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itu tidak diakhiri ketika mau melaksanakan pemilu serentak (pemilu 5
kotak sesuai perintah Pasal E)2 dengan tetap mensyaratkan
presidenial treshold 20% atau 286 dari perolehan suara dalam
pemilu yanglalu. Dasar perhitungan yang dipakai adalah cara yang
sama ketika dipakai dalam pemilu RdesyWapres 2014.

Dengan demikian dasar yang pernah dipakai itu menjadi telah
dua kali dipergunakan. Jadi walau pemilu sudah serentak namun tetap
bertentangan dengan Konstitusi ketika syarat parpol peserta pemilu
mash ditambah lagi dengamresidential tresholdersebut.

Perubahan yang sama berlangsung pula dalam UU Pemilu
(DPR/DPD dan Presiden/Wapres/DPRD) yang setmy@a menurut
ketentuan Pasal E2dan Pasal 6A diadakan serentak ternyata UU
mengaturnya secara terpisah antara pemilu legislatif dan pemilu
Presiden/Wapres. Ketika UU Pemilu itu diuji ke MK dan dinyatakan
harus pemilu serentak tapi baru diperlakukan setelah pemilu 2014.

Seharusnyasesuatu UU yang bertentangan dengan UUD
langsung tidak berlaku langsung dengan putusan MK. Bukan tugas
MK untuk menentukan sampai kapan berlakunya suatu UU yang telah
dinyatakan bertentangan dengan UUD tersebut. Akibatnya dalam UU
No. 7/2017 tentang Pemjludisamping diatur persyaratan parpol
peserta pemilu (ps. 172 dstiptlir pula pencalonan Presidéfdpres
disyaratkan disamping parpol peserta pemilu juga harus memenuhi
syaratpresidenial tresholdyang didasarkan pada hasil pemilu DPR di
tahun yag samaketika pemilu legislati tapi mendahului pemilu
Presiden/Wapres (ps. 222 dst). Nantinya tahun 2024 pemilunya ambil
presidenial tresholddari mana pula ?.

Banyak pula UU maupun RUU yang sedang disusun tidak
sesuai dengan perintah UUD NRI Tahun 1945, batktik dan
muatannyaNamun tdak semua UU itu diajukan ke MK untuk diuiji.

Menurut Prof. Mahfud MD instrumen hukum, bahkan juga
instrumen politik maupun akademik pada saat ini sudah cukup
tersedia untuk menjamin penuangan Pancasila secara benar ke dalam
peraturan perundangndangan. Masalahnya tinggal bagaimana kita
mempergunakan berbagai instrumen itu agar dapat ikut mengawal
nilai-nilai dan kaidah penuntun hukum Pancasila supaya {emear
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menjadi isi atau tertuang di dalam semua peraturan perundang
undangani.

Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (1) maka jelas
bentuk Republik sebagaana dimaksud Pasal 1 Ayat (&dalah
Presidensil bukan parlementer. Kekuasaan pemerintahan langsung
berada di tangan Presiden dibantu seorang Wakil Presiden.

Sebelum perubahan UUD NRI Tahun 1945, prinsip kedaulatan
yang berasal dari rakyat itu hanya diwujudkan dalam MPR yang
merupakan penjelmaan seluruh rakyat dan pelaku sepenuhnya
kedaulatan rakyat. Dari MPR kekuasaan rakyat itu dibagi secara
vertikal ke lembagalembaga negara di bawahnya yang kemudian
Ketetapan MPR menyebutnya sebadambaga Tertinggi Negara
(MPR) dan lembaga tinggi negara (Presiden, DPA, DPR, MA). ini
disebut prinsip pembagian kekuasaalist(ibution of powe). Setelah
perubahan UUD RI Tahun 1945, kedaulatan rakyat dibagikan secara
horisontal dengan cara memisahkanrgepération of powgrsebagai
lembagalembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan
satu sama lainnya berdasar pringipecks and balanceésaling
mengawasi dagaling mengimbangi).

Sistem pemerintahan presidensil membutuhkan penguatan
partai politik yang menjadi penyalur aspirasi rakyahg beragam
dalam negara yang jumlah pendudy& termasuk yang terbanyak.
Upaya menyederhanakan jumlah partai politik sejakazaorde lama
dilanjutkan di masa orde baru (191998) dilakukan dengan berbagai
cara. Dari yang lunak sampai yang keras dan menghasilkan tiga
parpol, walau satunya menyebut dirinya Golongan Karya. Namun
semua itu ambruk setelah era reformasi yang meniehebasan dan
hak asasi.Pemilu pertama di era reformasi (1999) dari 48 parpol
peserta pemilu yang lolos ke DPR hanya 12 parpchnfiranya yang
membentuk satu Fraksi di DPR sepertR&formasi (PANPK), F
PBB, FPDU (PKU-PSIFMasyumi), FKKI (PDI-PNI Marhaenis),
dan FPDKB setelah pemilu kedua era reformasi (2004) terjadi
beberapa perubahan untuk parpol kecil. Ada yang hilang dan ada pula
yang berganti nama.

4 Moh. Mahfud MD, 2009. Konstitusi Dan Hukum dalam Kontraversu, Rajawali Pers,
Jakartahal. 67.

Pemerintahan Negara (Bagian | 29



Parpol Golkar kemudian (2014) pecahsdmping Golkar ada
pula yang menjadi Partai Nasionalemokrat (Nasdem) dan Hati
Nurani Rakyat (Hanura). Menghadapi pemilu 2019 berdiri pula
beberapa parpol baru, termasuk pecahan Partai Golkar lagi, Partai
Berkarya yang berhasil menjadi salah satu parpol peserta pemilu. Di
samping ada PSI, Perindo yang lolpsila jadi peserta pemilu.
Menyusul parpol lama yang lolos jadi parpol peserta pemilu yaitu
Partai Bulan Bintang (PBB) dan PKPI. Beberapa parpol baru tidak
berhasil lolos jadi parpol peserta pemilu.

Sistem multi partai ini tidak mungkin dihindasehingga otuk
mengakomodasi peta konfigurasi kekuatan politik masyarnpédt
dilengkapi dengan pengaturan konstitusional untuk mengurangi
dampak negatif atau kelemahan bawaan dari sistem presidensil. UU
Parpol No. 2/2008telah diubah dengan UU No. 2/2011 tetapi
pengkaderan dalam parpjpistru merosot membawa dampak pada
penempatan orang parpol atau yang didukung pasanbat beda
dengan masa demolidiberal.

Dalam sistem pemerintahan Presidensil ini dalilattip uraian
Prof. Jimly A. bahwa pertama, Presden dan Wakil Presiden
merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif negara
yang tertinggi di bawah UUD. Dalam sistem ini tidak dikenal dan
tidak perlu dibedakan adanya kepala negara dan kepala pemerintahan.
Keduanya adalah Presiden dan Wakiksiden. Dalam menjalankan
pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab politik berada di
tangan Presidefconcentrationof power and respassibility uponthe
presiden}.

Kedua, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara
langsung dankarena itu secara politik tidak bertanggung jawab
kepada MPR atau parlemen, melainkan langsung kepada rakyat yang
memilihnya. (Dalam hubungan inperlu dcatat bahwa Pidato
Kenegaraan 16 Agustus tiap tahun sejak 1di&kukandi hadapan
DPR, sebaiknya dikmbalikan seperti masa Presiden Soekarno
langsung pidatonya disampaikan di depan rakyat pada setiap 17
Agustus).

Ketiga, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dimintakan
pertanggungjawabannya secara hukum apabila Presiden dan/atau
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Wakil Presiden melakukapelanggaran hukum dan konstitusi. Dalam

hal demikian, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dituntut
pertanggungjawaban oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk disidang
kan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu sidang gabungan
antara Dewan PerwakilanaRyat dan Dewan Perwakilan Daerah,
namun sebelumnya harus melalui Mahkamah Konstitusi menurut
prosedur hukum tata negara, sebelum proses hukumnya (pidana) dapat
diteruskan untuk diselesaikan menurut prosedur peradilan pidana.

Keempat, dalam hal terjadi kesongan dalam jabatan Presiden
atau Wakil Presiden, pengisiannya dapat dilakukan melalui pemilihan
dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Akan tetapi, hal itu
tetap tidak mengubah prinsip pertanggungjawaban Presiden kepada
rakyat, dan tidak kepada emen.

Kelima, para Menteri adalah pembantu Presiden dan Wakil
Presiden. menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dan
karena itu bertanggungjawab kepada Presiden, bukan dan tidak
bertanggungjawab kepada parlemen. Kedudukannya tidak tergantung
kepada parlemen. Akan tetapi, karena pentingnya kedudukan para
Menteri itu maka kewenangan Presiden untuk mengangkat dan
memberhentikan Menteri tidak boleh bersifat mutlak, tanpa kontrol
parlemen.

Para menteri adalah pemimpin pemerintahan dalam bidangnya
mashg-masing. Merekalah yang sesungguhnya merupakan pemimpin
pemerintahan sehalnari. Karena itu, para Menteri bekerjasama yang
seerateratnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Daerah. Untuk itu, dalam mengangkat Menteri, meskipun
tidak memikat, Presiden harus sunggsiingguh 'memperhatikan
pendapat' Dewan Perwakilan Rakyat. Bahkan, susunan kabinet dan
jumlah menteri yang akan diangkat, karena berkaitan dengan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ditetapkan oleh presiden
'dengan persetuan' Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian,
Presiden tidak dapat mengangkat dan memberhentikan para Menteri
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dengan seenaknya. (Pasal 17 dibuat UU No. 39/2008 tentang
Kementerian Negara)

Keenam, untuk membatasi kekuasaan Presiden yang
kedudukannyadalam sistem presidensil sangat kuat sesuai dengan
kebutuhan untuk menjamin stabilitas pemerintahan, ditentukan pula
bahwa masa jabatan Presiden/Wagne® tahunan tidak boleh dijabat
oleh orang yang sama lebih dari dua masa jabatan. Di samping itu,
bebeapa badan atau lembaga negara dalam lingkungan cabang
kekuasaan eksekutif ditentukan pula independensinya dalam
menjalankan tugas utamanya. Lemb&gabaga eksekutif yang
dimaksudkan adalah Bank Indonesia sebagai bank sentral (Pasal 23),
Kepolisian NegargPasal 24 (3) jo Pasal 30) dan Kejaksaan Agung
(Pasal 24 (3)) sebagai aparatur penegakan hukum, dan Tentara
Nasional Indonesia sebagai aparatur pertahanan negara. Meskipun
keempat lembaga tersebut berada dalam ranah kekuasaan eksekutif,
tetapi dalam menjahkan tugas utamanya tidak boleh dipengaruhi
oleh kepentingan politik pribadi Presiden (bersifat independen). Untuk
menjamin hal itu maka pengangkatan dan pemberhentian Gubernur
dan Wakil Gubernur Bank Indonesia, Kepala Kepolisian Negara, dan
Panglima Terara Nasional Indonesia hanya dapat dilakukan oleh
Presiden setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan
Rakyat. (Jaksa Agung menurut UU No. 16/2004 tanpa persetujuan
DPR).

Pemberhentian para pejabat tinggi pemerintahan tersebut tanpa
didahului denga persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat hanya dapat
dilakukan oleh Presiden apabila yang bersangkutan terbukti bersalah
dan karena itu dihukum berdasarkan vonis pengadilan yang bersifat
tetap karena melakukan tindak pidana menurut tata gang diatur
denga undangundang. Namun UU No. 2/2002 Tentang Kepolisian
Negara RI dan UU No. 34/2004 Tentang TNI tidak mensyaratkan
seperti yang dimaksud Prof. Jimly A. dalam pemberhentiannya.
Hanya dalam UU No. 16/2004 Tentang Kejaksaan Rl bahwa Jaksa
Agung dalam melaks@kan tugas penuntutan independen. Pember
hentiannya tidak boleh seenaknya Presiden sebelum masa jabatannya

5 Jimly Asshidligie, 2004. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Penerbit MKPusat
Stud Hukum TUN FH- Ul Jakartahal 59 dst.
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berakhir yaitu bersamaan dengan masa jabatan Presiden yang
mengangkatnya. Dalam praktek pernah Presiden SBY (2007)
mengganti Jaksa Agung (Abdulrabm Saleh) bersama beberapa
Menteri (reshufle) targp memperhatikan ketentuan Ulérgebut
Akibatnya ketika digantikan maka penggantirtgasebut Di tengah

masa jabatan kedua dari Presiden SBY telah diberhentikan dalam
proses pengujian UU di MK. Dengan déran kita melihat walau
demikian besar kekuasaan Presiden mengangkat para pembantunya
namun tetap saja ada kontrol dari lembaga negara lainnya khususnya
DPR dan DPD serta BPK di bidang anggaran. Sebaliknya walaupun
pernah terjadi DPR melalui Pansus Pelindlomeminta Presiden
Jokowi memberhentikan Menteri BUMN namun Presiden meng
abaikannya karena pengawasan di DPR dimaksud tidak sejauh itu
dapat menuntut seorang Menteri diberhentikan Presiden. Kedudukan
kuat Presiden dewasa ini di sampidgsebabkan oleldukungan
mayoritas parpol di DPR juga adanya perubahan {pesal UUD

NRI Tahun 1945.

Nampaknya dalam banyak hal sistem Presidensil hasil
perubahan UUD NRI Tahun 1945 tersebut sudah mulai berjalan sesuai
dengan ketentuannyddanya saja patut dicatat bahwarbagai UU
yang dibentuk berdasarkan perintah UUD NRI Tahun 1945 yang
terkait dengan lembaga Kepresidenan dalam banyak hal belum sesuai
dengan maksud petah tersebut. Belum lagentang muatannya.
Sebut saja UU Tentang Kementerian Negara (Pasal 17)UdAan
Tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Pasal 16). Perintah dimaksud
bukan didahului kata "diatur dengan" tapi "diatur dalam". jadi
seharusnya dihimpun/disatukan dalam satu UU Tentang Lembaga
Kepresidenan. UU Lembaga Kepresidenan dimaksud akan mengatur
se@la ketentuan yang terkait dengan lembaga negara ini. Di
antaranya, ada yang bersifat pokoknya saja yang diatur dan
selanjutnya ditunjuk UU lainnya yang mengatur lebih rinci. Sama
dengan lembaga negara lainnya, seperti MPR, DPR, dan DPD
seharusnya diatur amsingmasing dengan Ultersendiribukan diatur
dalam satu UU seperti sekarang (UU No. 17/2014 tentang MD3
dengan perubahannya). Hal tersebut sesuai perintah dalam Pasal 2
Ayat (1) untuk MPR, Pasal 19 Ayat (2) untuk DPR, dan untuk DPD
Pasal 22 C Ayat (4) UD NRI Tahun 1945. Tadinya malahan
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digabung pula dengan DPRD yang seharusnya masuk UU
Pemerintahan Daerah. Barulah dengan UU No. 23/2@hang
Pemerintahan Daerah telah menghapus ketentuan DPRD dalam UU
MD3 tersebut. Contoh lainnya terdapat pula dalalh P3 sesuai
perintah Pasal 22 A UUD NRI Tahun 1945 dan Aturan Tambahan
Pasal | 8. Tap. MPRRI No. I/MPR/2003 menjadi UU tentang
Pembentu&n Peraturan Perundangdangan (disingkat UU P3).
Namun khusus pembentukdJU di samping dimuat dalam UU P3
masih pud dimuat dalam UUMD3. Dalam halhal tertentu terjadi
perbedaan atau tidakng&ron antara muatan di UB3 dengan UU
MD3 tersebut (a. I. penyampaian DIM). Seharusnya UU tentang
lembaga negara tidakemuat hayang sudah diperintahkan khusus ke
UU lain (Pash22 A UUD NRI Tahun 1945) untuk muatan UU
tertentu tersebut.

Dewasa ini kabarnya DPR sedang membuat RUU tentang
Kesatuan Masyarakat Hukum adat yang menurut ketentuan Pasal 18B
Ayat (2) masuk ke UU Pemerintahan Daerah dan sudah ada dalam UU
No. 6/2014.

Ini sekedar gambaran beberapa kemelut di bidang undang
undang kita yang mengatur masalah yandkditrtn dengan sistem
presidengikita sehingga masih perlu dibenahi kembali baik bentuk
maupun materi muatannya yang belum sesuai dengan perintah UUD
NRI Tahun B45.

Dari uraian di atas jelabahwasistem presidensil yang diatur
dalam perubahan UUD NRI tahun 1945 tidak mengacu pada sistem
yang berlaku di suatu negara tertentu (ada yang mengira mengikuti
sistem di AS) di samping ada yang menganggap sudah tidak
mengdkuti sistem presidensil menurut para pendiri bangsa. Entah
karena alasan tertentu atau ia melemparkan berbagai tuduhan dan
cacian yang tidak perlu dilayani. Soekarno sendiri yang memimpin
pengesahan UUD di PPKI sudah mengemukakan bahwa ini UUD
sementaraUUD kilat dan nanti kalavsudah dalam suasana lebih
tenang melakukan perubahan. Oleh karena itu kemudian disetujui
adanya Pasal 37 yang mengatur tata cara perubahan oleh MPR.
Mengapa setelah lebih 50 tahun kemudian, setelah melalui
pengalaman dipraktekarembali sejak 1959 (Dekrit Presiden 5 Juli
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1959) sampai masa orde baru (19@B98) maka bangsa ini bertekad
melakukan perubahan UUD. Selama 4 tahap perubahan yang
berlangsung selama tiga tahun (1998002) tanpa gejak, barulah
pada hari ini orangrang yang terlambat mikir (telmi) bersuara
dengan berbagai tuduhan. Sering terasa keji tuduhannya itu.

Padahal Pasal 37 tetap membuka jalan kapan saja bisa
mengubahnya. Namun Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat
lagi diubah melalui Pasal 37 tersebut. Karemekanisme untuk
mengubahnya tidak disediakan lagi. Pasal 37 hanya untuk mengubah
batang tubuh (pasplsal) dari UUD NRI Tahun 1945. Kecuali
dengan mengubah lebih dahulu Pasal 37 itu.

Walaupun sistem pemerintahan dari pusat dan daerah sudah di
benahi daem UUD NRI Tahun 1945 tetapi penerapannya masih
memerlukan penyesuaian dianasini. Demikian halnya dengan
penyelenggara pemerintahannya masih perlu dibina dan dikembang
kan sesuai dengan kebutuhan #amampuan negara kjtdi sanasini
masih ditemukamenyimpangan oleh penyelenggara, seperti korupsi,
baik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sejak Tap. MPR No.
IXIMPR/1998 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang ditindaklanjuti pembuatan UU
No. 28/1999 éntang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dari KKN dengan membentuk Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat
Negara (KPKPN) yang kemudian oleh UU No. 30/2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) disatukan
fungsi itu ke KPK dengan pelafan harta kekayaan pejabat negara,
namun nafsu serakah dementara gjabat negara terus berkembang
seperti tidak peduli dengan KPK itu. Jabatan publik yang banyak diisi
partai politik menjadi sarana korupsi karena pengkaderan dalam
parpol tidak jalanMoney poliic menjadikan penguasa dan pengusaha
jalan seiring di dalam sementara parpol.

Kita seperti lupa apa yang ditulis dalam Penjelasan Umum
UUD NRI Tahun 1945, bahwa :

"yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidupnya
negara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara,
semangat para pemimpin pemerintahaiD tadi tentu tidak ada
artinya dalam praktek. Sebaliknya, meskipun UUD itu tidak
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sempurna, akan tetapiik@lau semangat para penyelenggara
pemerintahan baik, UUD itu tentu tidak akan merintangi jalannya
negara. Jadi yang palingmting ialah semangat. Maka segat itu
hidup, atau dengaain perkataamlinamis®.

Namunbangsa Indonesiharus tetap optimis measuki satu
abad kemerdekaa(il945 - 2045) dengan Pancasila sebagai dasar
negara, InsyaAllah kita jaya !.

KESIMPULAN

Sistem pemerintahan presidensil yang diterapkan setelah
perubahan UUD NRI Tahun 1945 sudah memadai untuk keperluan
selarang dan masa depaegaralndonesia Namun tidak menutup
terjadinya perubahan UUD NRI Tahun 1945 jika ada kebutuhan jelas
diperlukan sesuai perkembangan zaman, serta didukung oleh semua
kekuatan politik seperti yang terjadi selama tiga tahun diawal
reformasi tanpa gejolak. Minimal persyaratan dalam Pasal 37
dipenuhi.

Penyempurnaan di tingkat penerapan dalam berbagai undang
undang perlu ditertibkan dan diatur kembali, antara lain dengan
membuat UU éntang Lembaga Kepresidenan deambagai UU yang
mengatir lembaga negara lainnya perlu lebih disesuaikan dengan
ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945.

Aparatur pemerintahan sebagai penyelenggara pemerintahan
memerlukan penataan kembali, termasuk pendidikannya yang harus
dibina dan dikembangkan sesuai tuntutanukeftan dan zamannya.
Termasuk pengkaderan dalam parpol peserta pemilu yang akan
mengisi posisi politik dalam pemerintahan perlu lebih ditingkatkan.

® Setjen MPR- RI, 2009.UUD NRI Tahun 1945, Jakarthal. 19-20.
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SISTEM KEKUASAAN DAN PEMERINTAHAN
KUNO: KAJIAN ASPEK BUDAYA

Hajriyanto Y. Thohari

Abstrak

Tulisan ini membahas kultur kekuasaan kuno, khususnya Jawa. Dalam sistem
yang kuno atau tradisional komporeomponen yang menjadi landasan
kekuasan seorang pemimpin pemegang kekuasaan adalah sebagai berikut:
karisma, keabsahan, kemampuan melaksanakan angpamtensifikasi,
kekuatan sakti, garis keturunan pemimpin sebelumnya, memiliki pusaka
keramat yang melambangkan kekuasaan kerajaan, kewibawaan, kepandaian
berburu, keterampilan berpidato, kemahiran berdiplomasi, dan memiliki sifat
sifat yang sesuai dengacitacita dan keyakinan sebagian besar warga
masyarakat, seperti murah hati, dan memiliki kekuasaan dalam arti khusus,
seperti mampu mengerahkan kekuatan fisik dan mengorganisasi orang
banyak atas dasar sistem sanksi. Dari kajian ternyata struktur &ekuas
pemerintaharmodernyang menggantikan struktur lama secara substansial
komponenkomponen budaya lama tersebut tidak banyak berubah. Hanya
gradasi dan penekanannya saja yang mengalami pergeseran. Walhasil,
konsep kekuasaan lama tentang kepemimpinasrkatik yang berdimensi
kasekten masih tetap dipandang menjadi faktor penting dan dipentingkan.
Apakah kultur yang tidak kompatibel dengan demoknasidern yang
rasional ini relevan untuk dipertahankan?

Kata kunci: karisma, kasekten, kekuatan gaib.

Abstract

This research discusses about ancient power culture in Java. In the ancient
systems or traditional components that became the basis of power of a leader
are: charisma, validity, the ability to perform a ceremony, magic power,
lineage, has sacredelirlooms that represent royal power, authority, hunting
skill, speech skill, diplomacy skill, and have certain behaviors that are in line
with the ideals and beliefs among citizens, such as generous and leadership
power in a special sense, such as an gbith mobilize physical strength and
organize people on the basis of a sanction sysiéhis. research turns out

that substantial replacement from the power structure of modern government
from the old structure of the old cultural components is not sigmificOnly
gradations and sequences are shifting. Therefore, the concept of the old
power of charismatic leadership which has a magic power (kasekten), is still
seen as an important factor. Is culture that incompatible with rational
modern democracy releveto be maintained?

Keywords:charisma, supernatural power, metaphysical power.
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PENDAHULUAN

BarangkaliDr. H.J. De Graaf la sarjana pertama yang meng
kaji sistem pemerintahan dan kekuasaan Jawa lama atau kuno secara
akademi§ Setelah De Graaf munc@oemarsaid Moertono melalui
bukunya yang cemerlang yang berju@thte and Statecraft in Old
Java(1968), sebagai akademisi Indonesia awal yang mengkaji secara
akademis sistem kekuasaan negara dan usaha bina negara di Jawa
masa lampau Setelah itu tampil% HQHGLFW 5 2%°'G. $QGHUVRC(
Moedjantd, Daniel Dhakidaé, dan kemudian disusul dengan para
akademisi yang lain. Para sarjana tersebut bukan hanya mengkaji
struktur kekuasaan Jawa masa lampau, suksesi kepemimpinan,
penberontakan politik, sistem perdyaan negara (baca: semacam
APBN sekarang), dan aspakpek struktural lainnya, melainkan juga,
bahkan terutama, membahas superstruktur kekuasaan dan kultur atau
budaya politik kekuasaan Jawa tradisional, yakni aggelek konsep,
ideologi, magis dan midtidari suatu kekuasaan.

Kajian-kajian tentang budaya politik yang khas Jawa seperti ini
bukan hanya penting, tetapi juga relewfamgan perkembangan masa
kini. Pasalnya, meskipun struktur dan format pemerintahan atau
kekuasaan lama di negeri ini telah kmerty menjadimodern (baca:
"PHQLUX" DSD \DQJ GLSUDNWHNNDQ GDODP VLV
tetapi ditengarai oleh banyak kalangan bahwa budaya atau kultur
kekuasaan yang berjalan dan dijalankan sampai sekarang ini masih

! Lihat H.J. De Graaf1985.Awal Kebangkitan Mataram: Masa Pemerintahan Senotifiti

Pers, JakartaBuku ini diterjemahkan dari judul ashe Regering van Panembahan Senopati
Ingalaga KITLV, Leiden, 1954. Buku ini adalah salah satu saja dari bebeberapa bukunya yang
berisi sekitar pemerintahan atau kekuasaan Jawa kuno.

2 Lihat Soemarsaid Moertontate and Statecraft in Old JavaCornell Modern Indonesia
Project Monograph Series, Ithaca, N.Y.: Cornell University, 1968; diteriemahkan ke dalam
Bahasa IndonesidNegara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau: Studi Tentang Masa
Mataram Abad XVI sampai X|Xayasan Obor, Jakarta, 1985.

® %YHQHGLFW 5 27* $QGHUVRQ 37KH ,GHD RI GRtzeiandtQ -DYDQHVH
Politics in IndonesigAnderson dan James Siegel., ed.), Ithaca, N.Y. Cornell University Press,
1972; Juga AndersonKuasa dan Kata: Jejah BudayaBudaya Politik di Indonesia
MataBangsa, Jakarta, yang diterjemahkan oleh Revianto Budi Santoso dari judul aslinya
Language and Power: Exploring Political Culture In Indonesfaornell University Press,
Ithaca, New York, 1990.

* G. Moedjanto, 1987, Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya oleh-fRai Mataram,
Pererbit Kanisius, Yogyakartadan The Concept of Power in Javanese Cultl®83, Gadjah

Mada University Press

® Daniel Dhakidae,2015. Menerjang Badai Kekuasaan: Meneropong ToRatkoh dai Sang
Demonstran, Soe Hok Gie, sampai Putra Sang Fajar, Bung K&meerbit Kompas, Jakarta
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sangat dipengaruhi oleh budaya pbkliyang lama. Dengan kata lain
struktur kekuasaan dan pemerintahanasuchodern tetapi kultur
tetapah tradisional; format pemerintahan sudah demokratis tetapi
secara substansial masih kuno.

Ada kesenjangan antara struktur dan kultur, atau dengan kata
lain tidak ada paralelisme antara format dan substansi. Sebagai
contoh, secara teoritis dan konstitusional ada pemisahan kekuasaan
antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi secara praktikal
kekuasaan negara berpusat pada pribadi Presiden yanggkegra
sebagai kepala negara. Memang ada lembaga kepresidenan, tetapi itu
hanya secara teoritis. Secara praltie facto),dari dulu sampai
sekarang, tetap saj®rjadi personalisasi yang sangat personal dan
personifikasi yang sangat pribadi. Yang membadakhanyalah
tingkat eksetoris, sementara aspek isoterisnya tidak banyak berubah.

KONSEP KEKUASAAN JAWA KUNO

Sangat meyakinkan bahwa dalam perkembangannya, hampir
tidak ada masyarakat yang sematata diorganisasikan secara
rasional (konsep kekuasaan Bayanhg kongkrit, keras dan lugas), dan
tidak ada masyarakat yang diorganisasikan semata irasional
(paham kekuasaan yang halus, abstrak, utuh, sebagkten
"NDUXQLD /DQJLW’ &DPSXUDQ NHGXDQ\D V
misalnya, mengkaji pahakekuasaan dalam masyarakat Timur dan
%DUDW EDLN NHNXDVDDQ WHUVHEXW GLSD(
PDXSXQ "PLOLN GXQLD  \DQJ LPBQHQ \DQJ Pt

Dengan cara seperti itu maka meskipun karya Dhakidae
diperkaya dengan teet@éori modern daripara peneliti kekuasaan
mutakhir, bahkan kalanggrostmg penulis buku ini mempertimbang
kan atau malah mendasarkan analisisnya pada Rearataton (serat
dongeng tentang Ken Angrok) d&Negara Kertagamadi samping
juga novel sejarah Pramudya Ananta TAeok DedesTetapi dalam
analisisnya penulis juga mempertimbangkan dua sumber klasik Barat,

® Daniel Dhakidae,2015. Menerjang Badai Kekuasaan: Meneropong ToRatkoh dari Sang
Demonstran, Soe Hok Gie, sampai Putra Sang Fajar, Bung Kdeoerbit Kompas, Jakarta
hal. 2.
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yaitu karya St Agustinude Civitate DedanCofessiones St Augustini
Bahkan juga karya Niccolo MachiavdlliPrinciple danDiscorsi

Mengapa sumbesumber Jaw dan Barat itu dipakai dalam
analisisnya, pasalnya di mata penulis buku ini, ada kemiripan bahkan
kesamaan antara tokoh Nusapati (anak Ken Dedes dengan Tunggul
Ametung) dan Hamlet yang itu sangat memukaunya. Baginya
Nusapati adalah Hamlet Bumi Jawa, dabadiknya Hamlet adalah
1XVDSDWL SDQJHUDQ 'HQPDUN "3DGD WLWLN LQI

"1XVDSDWL GDQ +DPOHW GBew) 6KDNHVSHL
hampirhampir tidak ada bedanya dalam kesadaran tentang tiga
hal berikut ini, yang menyebabkan krisis: bahwa ada yaijey
berkuasa; penguasa itu menikahi ibunya; penguasa itu adalah
pembunuh bapaknya. Bedanya, kalau Hamlet menyelesaikan
sendiri  krisisnya dalam pertarungan pedang, Nusapati
menyelesaikannydy proxy dengan mengambil tangan orang
lain. Kalau Hamlet tewas bagai kesatria dalam pertarungan,
1XVDSDWL WHZDV NHODN VHEDJDL NRUEDQ ROF

Ken Angrok (Ken Arok) adalah penguasa yang dikirim langit
(dewa) melalukasektenKita tentu ingat konsekasekter(kesaktian)
adalah konsep inti dalam paham Jawa tradisional tentang kekuasaan.
Kasekteradalah kemampuan seorang pemimpin dalam ilmu gaib atau
hathal yang bersifat keramat untuk memperbesar pengaruh sehingga
keabsahannya sebagenguasa diakui dan didukg. Menurut paham
ini keadaargemah ripah oh jinawi tata tentrem karta raharjaanya
bisa terwujud kalau kasekten telah terpusat pada diri pribadi sang
penguasa yang dipercaya sebagai mendapadianwahyu, pulung,
ndary, atau apapun namanya, yang dipeh melaluitapa bratg
prihatin, tirakat, atau bahkan petualangan. Dengan mendapatkan itu
semua maka dengan segera segala atribut kekuasaan akan menempel
pada dirinya.

Persoalan kekuasaan dan kepemimpinan menjadi pokok kajian
yang sangat menarik, bukadanya dalam Iimu Politik saja, melainkan
juga dalam llmu Antropologi. Pasalnya, tema atau isu ini memiliki

’ Dhakidaeop. cit, hal.15.

42 JurnalKETATANEGARAANolume A0Agustus2018



dimensi kebudayaan yang sangat besar yang menjadi bidang studi
liImu Antropologi. Dalam perspektif ilmu yang tersebut terakhir ini, di
dalam kesatuamasyarakat tradisional para pemimpin memerlukan
kekuasaalfpower)sebagai landasan dari kepemimpinan mereka untuk
memperoéh otoritas atau kedudukan yabgrwibawa di mata orang
banyak. Sifassifat yang sering disebut dalam hampir semua deskripsi
tradisianal tentang seorang pemimpin yang kuat adalah kepandaian
berkebun, kefasihan berpidato, keterampilan dan keberanian ber
perang, kekayaan harta yang dengan itu memungkinkan para tokoh
pemimpin itu memikat orang lain sehingga memberikan dukungan
politik, kepatuhan, ketaatan, dan kesetiaan atau loyalitas, dengan
instrumen pemberian harta benda, dan akhirnya kemampuan mereka
dalam ilmu gaib yang dimiliki yang dalam Sosiologi Max Wéber
sering disebut karism@harisma)

Dalam sistem yang kuno dan atau tradialo memang
komponerkomponen yang menjadi landasan kekuasan seorang
pemimpin secara berurutan dari yang gradasinya paling tinggi dan
utama ke yang gradasinya kurang utama adalah sebagai berikut:
pertama,pemimpin tersebut memiliki karisma, yaitu kemampilao
JDLE PHQHULPD ~ZD K\X-deWwaxXkdn®keBbsbhax, GHZD
yakni memiliki kemampuan melaksanakan upacara intensifikasi,
memiliki kekuatan sakti, memiliki keturunan sah, memiliki pusaka
pusaka keramat yang melambangkan kekuasaan kerdjatiga,
kewibawaan, seperti ditunjukkan dalam bentuk kepandaian berburu,
berkebun, dan bertani; keterampilan berpidato, kemahiran ber
diplomasi, dan memiliki sifasifat yang sesuai dengan edi#a dan
keyakinan sebagian besar warga masyarakat, seperti murptdhati
keempat, memiliki kekuasaan dalam arti khusus, seperti mampu
mengerahkan kekuatan fisik dan mengorganisasi orang banyak atas
dasar sistem sanksi.

Sementara dalam negara dan masyanmakalernmasa sekarang
ini pada sejatinya secara substansial masih sama, hanya saja gradasi
dan urutannya mengalami pergeseran, yaitu, misalnya, pada urutan
pertamaadalah kewibawaarkeduakeabsahanketiga karisma, dan

8 Lihat Reinhard Bendix]1962.Max Weber: An Intelectual PortraiGarden City, N.Y
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keempat kekuasaan dalam arti khusushalhasil, kepemimpinan
karismatik, benar atau salah, diakui atau diingkari, masih tetap
dipandang menjadi faktor penting dan dipentingkan.

Konsep kepemimpinan karismatis ini mengingatkan kita pada
apa yang diuraikan oleh Soemarsaid Moertdrndan juga Ben
Anderson' mengenai kesaktiatkasekten)dalam konsep kekuasaan
Jawa. Karisma adalah kemampuan seorang pemimpin dalam ilmu gaib
atau halhal yang bersifat keramat untuk memperbesar pengaruh
sehingga keabsahannya sebagai pemimpin diakui dan didifkung.
Konsep kasekten (kesaktian) adalah konsep inti dalam politik
tradisional, terutama di dalam ideologi atau paham Jawa tradisional
tentang kekuasaaMenurutkonsep inti dalam paham Jawa tradisional
tentang kekuasaan ini, keadaan jaya dan maKgemah ripah oh
jinawi tata tentrem karta raharja)hanya bisa terwujud kalau
kesaktian telah terpusat pada diri pribadi sang raja atau pemimpin

Kesaktian itu memancar keluar dari sang raja yang dipercaya
mendapatkateja, wahyu, pulung, ndaratau apapun namanya, yang
diperoleh melalutapa brata prihatin, dan tirakat. Dengan mendapat
kan itu semua maka dengan segera segala atribut kekuasaan akan
menempel pada dirinya. Ucapaoapannya akan dipandang sebagai
tidak bisa salah, tidak perlu ralat atau koreksi, dan kaitanadak
bisa dibantal{sabda pandita ratu datan kena wehali). Ini sejalan
dengan apa yang pernah diteorikan oleh Ann Ruth Wiflner
mengenai circiri kepemimpinan karismatis, yaitupertama adanya
keyakinan bahwa sang pemimpin memiliki kualitagmiswa yang
superhumankedua para pengikutnya kehilangan kritisisme terhadap
pemimpinnya, bahkan cenderung memperlakukan pendapat atau sikap

° Koentjaraningrat1990.Sejarah Teori Antropologi JIUIP, Jakartahal. 222227.

% Spemarsaid Moertonop. cit.

™ |ihat Bennedict R. OG. AndersouasaKata: Jelajah Buday@udaya Politik di Indonesja

terj. Revianto Budi Santoso, Penerbit MataBangsa, Yogyakarta, hh6®B5

12 Koentjaraningrat1991.2 . HSHPLPSLQDQ GDQ .HNXDVDDQ 7UDGLVLRQDO 0DV
tDN 5HVPL" GDODP 0 %nékalPerikidh Rentdh@ Kuasa dan Wibawakarta,

Sinar Harapan

13 Takashi Shiraishi1986. 36 DWULD 96 3DQGLWD 6HEXDK 'HEDW GDODP OHQFD
Akira Nagazumi (Peny.), Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepgaergbahan Sosial Ekonomi

Abad XIX & XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia, Yayasan Obor, Jakarta, hal. 175

176.

4 Ann Ruth Willner, 1984. The Spellbinders: Girismatics Political Leadershijp Yale

University, h. 39.
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pemimpinnya sebagai suatu kebenargketigg para pengikut
memberikan loyalitas mutlak kepada para pemimpinngakdempat
massa pengikut senantiasa memperlihatkan komitmennya yang
emosional dan personal terhadap pemimpinnya.

Tak heran jika seiring dengan berkembangnya kembali
kepemimpinan karismatis ini muncul fenomena feodalisme di
kalangan masyarakat bahwa peminnya tidak bisa salah atau
disalahkan. Pemimpin nasional dipercaya sebagai seorang pandito
ratu atau ratu pinandito, yakni pribadi yang di dalam dirinya berpadu
kualitas raja sekaligus pandito. Sementara rakyat yang mendukungnya
GLVHEXW W& Bdb\hanging atine ema®rang bodoh tapi
berhati mulia). Tak heran jika kemudian muncul asasmen bahwa
PHQJULWLN 3VDQJ UDMD” DWDX VHRUDQJ SH
memperoleh karisma dan kesaktian itu, apalagi mencoba membantah
nya, adalah sama denganngmngkangan(mbalelo) atau dalam
bahasa santrinybughot,yang boleh ditumpas.

Karisma memang bisa diamati secara empiris dari dialektika
antara pemimpin dan pengikutnya. Memang sejak duwibuhgan
antara pemimpin dan yang dipimpin selalu menarik urdignati.
Pasalnya, para pemimpin (kelas yang berkuasa) yang jumlahnya selalu
sangat kecil dan minoritas itu selalu lebih dominan dan menentukan
dibandingkan dengan massa, rakyat, publik, atau apapun namanya
(kelas yang dikuasai) yang jumlahnya jauh lebésdr. Ironisnya,
dominasi penguasa yang direpresentasikan oleh pemimpin atas rakyat
seperti ini masih juga berlaku di beberapa negara yang mengklaim
dirinya sebagai pemerintahan rakyat. Penguasa, demikian kata
Gaetano Mosdd selalu menjalankan semua fungpolitik,
memonopoli kekuasaan, dan menikmati keuntudgamtungan dari
kekuasaan itu, sementara rakyat atau massa selalu berada pada posisi
diatur, dikendalikan, dan dikuasai para elite pemimpin itu. Dimanapun
juga kenyataannya sama seperti ini, yanghbedakan hanyalah kadar
atau level kepiawaian dominatifnya.

!5 Dikutip dari Robert D.Putnam,1997. 36 WXGL 3HUEDQGLQJDQ (OLWH 3ROLW
ODVTRHG GDQ &ROL Reriabddn$danCSlistdrd PolitikCet. Keempatbelas, Gadjah
Mada Unversity Press, Yogyakarth, 77.
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Di negaranegara maju yang demokratis dimana terdapat
pembagian kekuasaa(sharing of power)yang jelas, dominasi
pemimpin atas publik yang dipimpin tentu tidak sedominan di negara
negara yang kang demokratis. Di negarsegara seperti yang
tersebut terakhir ini peran pemimpin sangat dominan: para
pemimpinlah yang memegang monopoli inisiatif, serta sangat agresif
menyampaikan ide atau gagasan, bahkan kemauan. Sementara massa
cenderung sekedar namggajnya secara pasif dan reakjika setuju
maka massa itu mengikutinya, dan jika tidak setuju paling maksimal
hanyalah bereaksi secalka kadarnya sajaTak heran jika pemimpin
sangat menentukan merah, biru, atau hitamnya masyartdkata
pengikut memberikan komitmen dan loyalitasnya yang nyaris buta
kepada sang pemimpin, dan pihak pemimpin memanfaatkan
kepercayaan para pengikutnya untuk mendapatkan legitimasi,
dukungan, dan loyalitasnya. Apalagi manakala sang pemimpin itu
adalah seorang demagogngadengan ucapacapan dan pidato
pidatonya yang agitatif melakukan provokasi demi keuntungan
politiknya.

Dalam konsep kekuasaan Jawa, raja itu kekuasaannya mutlak:
Kekuasaannya sebesar kekuasaan dewa. Di Jawa ada ungkapan bahwa
raja itu Gung binatharaharmbau dhenda hanyokrowatyang artinya
kekuasaannya sebesar kekuasaan dewa, pemelihara hukum dan
sekaligus penguasa dunia. Raja memegang kekuasaan tertinggi di
seluruh negeri sebagai penguasa tunggal. Matahari hanyalah satu atau
tunggal, @n karena itu, tidak ada toleransi bagi terjadinya fenomena
"ODWDKDUL .HPE D U kekuXskix GawaCGCdik@rdinasikan
secara terpadu dengan konsep kekuasaan jagad raya (dunia). Lihatlah
gelargelar raja di jawa seperti Hamengku Buwono (artinya,
menguasai seluruh jagad atau dunia), Paku Buwono (artinya memaku
jagad), Paku Alam, dan sebagatfy

® Eddy Supriyatna Mariza2013 Kursi Kekuasaan JawaNarasi, Yogakarta hal. 91:93.
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KARISMATISME : BABLASAN BUDAYA POLITIK LAMA

Meski sampai hari ini kehidupan perpolitikan Indonesia
dikatakan sebagai telah memasuki eradernyang sangat rasional,
bahkan ada banyak yang mengatakan liberal, tetapi-agpek magis
dan mistik yangkatanyakunoitu -benar atau salaimasih mewarnai
kehidupan perpolitikan Indonesia. Praktek perduku(airchcratt)
dalam perilaku perpolitikan Indonesia, misalnya, masih sering
terdengar, meskipun mungkin sulit sekali untuk bisa dibuktikan secara
empiris. Tidak heran jika budayawan dan rohaniawan Y.B.
Mangunwijaya sempat mengatakan bahwa bangsa Indonesia pada
hakekatya masih dikepung oleh takhayul dan magi.

Salah satu ciri dari masih kuatnya sikap magis dan mistis dalam
kehidupan bina negara kita, mungkin ini agak mengejutkan dan bisa
mengundang perdebatan, adalah masih kuatnya aspirasi terhadap
kepemimpinarkarismais. Demokrasi yang secara universal sifatnya
rasional (dampak dari rasionalisasi) dan liberal (pengaruh dari
liberalisasi) itu di negeri ini, sampai sekarang ini, masih kental dengan
aromakarismatisne yang pasti berkonotasi tidaksional itu. Dalam
demokasi, karismatisne jelas, atau lebih tepat: mestinya, bukan masa
depan. Tetapi apa hendak dik&@rismatisne masih bercokol kuat
dalam alam pikiran masyarakat kita, bahkan lebih kuat lagi di
kalangan elite politik nasional sendiri. Dalam konsep kekua3aana
legitimasi kekuasaan tradisional didasarkan pada kepercayaan
masyarakat terhadap kesaktian (kasekten) atau kekuasaan mistik dari
seorang pemimpin.

Sementara di Barat struktur pemerintahan negara yang semula
tradisional dan feodalistik yang didai dengan sistem monarki
setelah berubah menjadi demokrasi bdrarar tidak mengalami
kesenjangan antara struktur dan kultur, antara format dan substansi:
strukturnya demokratis, substansinya juga demokratis. Artinya
perubahan struktur politik dalam sist kekuasaan lama ke yang baru
segera diikuti oleh mentalitas demokrasi. Ada paralelisme yang
menyolok antara struktur dan kultur, antara sistem dan substansi, dan
antara format dan mental. Pasti banbgaagsa Barat itu juga
memerlukan waktu panjang untykenyesuaian(adjusment)sikap
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mental (budaya) tersebut dengan sistem yang baru, tetapi faktanya
adalah bahwa mereka berhasil melakukan transformasi kebudayaan
dari monarchi ke demokrasi. Proses demokratisasi di barat berjalan
secara linear dan berkesinamigan sehingga akhirnya tercipta
kessuaian antara struktur dan kultur, format dan substansi:
demokrasi. Tak heran jika demokrasi di Barat bukan hanya dalam
pengertian demokrasi prosedural dan elektoral yang ditandai dengan
terselenggaranya pemilihan umuracara periodik sesuai kalender
demokrasi yang disepakati bersama semata, melainkan juga berjalan
nya kehidupan demokrasi yang berjiwa toleransi, pluralisme,
egalitarianisme, dan kebebagéeedom)"’

Sementara di kalangan bangsengsa noiBarat, termauk
bangsabangsa Asia Tenggara, khususnya Indonesia, perubahan
struktur tidak segera diikuti dengan perubahan kultur atau budaya.
Memang struktur kekuasaan dan pemerintahan negara sudah
dimokratis yang ditandai dengan keberadaan ppadai politik,
penilihan umum, parlemen, dan lembalgmbaga demokrasi lainnya.
Tetapi sulit untuk mengingkari kenyataan bahwa Pafpeairty),
negarabangsa (nation state) parlemen, pemilu, dan lalainnya,
kesemuanya adalah konslepnsep politik Barat yang kemudian kita
adopsiin optima formauntuk diterapkan di sini. Tetapi kesemuanya
diadopsi tanpa seleksi dan substansiasi yang cukup, malah cenderung
tanpa modifikasi. Akibatnya tentu sangat lah banyak yang untuk
sebagian besar negatif. Salah satunya adalah terjadinya kesenjangan
antara strukur dan kultur (budaya), antara format dan substansi.

KEPEMIMPINAN PRIMORDIAL : BUKAN MASA DEPAN

Berkembangnya atau dikembangkannya kembali kepemimpinan
karismatis dan primordialistis dalam jabajabatan publik, oleh
karenya, sangat negatif dan tidakexan dalam konteks reformasi
politik. Ironisnya akhirakhir ini, utamanya setelah jatuhnya Orde
Baru, justru ada fenomena primordialisasi dan komunalisasi politik
yang sangat memprihatinkan dalam perkembangan kehidupan

" Fareed Zakarig2003.The Future of Freedom: lllibet Democracy at Home and Abroad
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demokrasi di Indonesia. Ketika seoga tokoh yang sedang
menduduki jabatan (baca: menjadi pemimpin) tinggi menghadapi
persoalan dalam kepemimpinannya (seperti misalnya mendapatkan
kritik dari oposisi) muncullah reakseaksi pembelaan yang
apologetik dan paranoid yang disertai dengan si&p
primordialistik dan komunalistik. Padahal kritik adalah jantungnya
demokrasi. Tetapi fatalnya, kritik pun tidak jarang disampaikan secara
tidak berbeda dengan menghina.

Dalam konteks Indonesia mutaakhir negativisme kekuasaan
Presiden yang sudah tedabesar itu lebih semakin diperburuk lagi
secara dramatis dengan kecenderungan berkembangnya atau malah
sengaja dikembangkannya kemb&épemimpinan karismatis. Bisa
dibayangkan betapa mustahilnya terwujud kepemimpinan yang
memiliki akuntabilitas tinggi degan munculnya sebuah kepemimpin
an nasional yang karismatis dan primordial di negara dengan sistem
presidensildi bawah UUD 1945 yang sangatcecutive heavibaca:
president heayyini. Tanpa karisma dan dukungan primordial pun
Presiden Republik Indonesia sudah sangat kuat, sebab ia telah diberi
kekuasaan yang sangat besar dan sulit sekali dijatuhkan. Apalagi jika
kemudian ia juga seorang pemimpin yang karismatis yang dipercaya
oleh pendukungpendukung primordialnya sebagai memiliki semacam
kasekteryang supernatural. Kasus semacam ini pernah terjadi dalam
sejarah perpolitikan di negeri ini, dan sekarang ada indikasi
dikembangkan kembali.

Persoalannya adalah oleh karena kepercaltapada karisma
seorang pemimpin selalu bersifat lokal atau terbatas, dan tidak pernah
nasional, apalagi universal, yakni hanya karismatis di tempat, daerah,
DWDX JRORQJDQ WHUWHQWX VDMD VHUWD 3
politik lainnya® maka kepeimpinan karismatis cenderung mencipta
kan primordialisme dan komunalisme. Sebab, pembelahan masyarakat
yang sudah sangat majemuk ini berkonsolidasi dengan etnis,dsurku,
agama, atau bahkan ideolqmplitik.

Fakta selama ini menunjukkan bahwa kepemimpkarismatis
cenderung primordial dan komunal, serta mengakibatkan tidak adanya

8 Andersonop. cit
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kritisisme. Di satu pihak, kita tidak mungkin mengharapkan muncul

nya sikap kritis atau kontrol dari para pengikut pemimpin yang

karismatis tersebut, dan di pihak yang lain se@ pendukung

primordial itu senantiasa tidak bisa menerima jika ada kelompok lain

yang mengkritisi pemimpin pujaannya itu. Para pengikut pemimpin

\DQJ NDULVPDWLYVY LQL VHODOX 3PHOLQGXQJL’
SEHQWHQJ KLGXS” EDJL SHPLR&h@QHNdENYaD QJ VHGD
kontrol dan checks and balancesterhadap pejabat yang sedang

memegang kekuasaan tidak bisa dijalankan dengan baik. Padahal
dimanapun dan kapanpun pejabat yang sedangludeki jabatan

jabatan politikterlepas dari apakaia berkarismataukah tidakharus

terus dikontrol sehingga akuntabilitasnya selalu terjaga. Presiden yang
karismatis senantiasa dikelilingi oleh massa pendukungnya yang

fanatis yang memiliki solidaritas mekanis yang cenderung etnosentris.

Massa pendukung ini biasanyar¢itat komunal dan mengembangkan

sikap komunalisme, yakni merasa sebagai satu entitas yang senasib

dan sepenanggungan secara eksklusif. Perlakuan kepada satu orang,

apalagi jika orang itu penting posisinya, misalnya sebagai pemimpin,

akan dianggap sebagsgrlakuan terhadap komunitas itu.

Tindakantindakan pembelaan yang primordial dan komunal
dari massa pendukung sang pemimpin kharismatik menunjukkan
bahwa kepemimpinan karismatis, apalagi yang primordial dan
komunal, persis seperti yang dulu diamati dielian Syahrit? masih
sangat kuat dalam masyarakat kita. Tentu kuatnya semangat
primordialisme ini sangat mengejutkan banyak pengamat dan
pendamba demokrasi dimanapun berada karena bertentangan secara
diametral dengan citaita reformasi. Keyakinadan haapan selama
ini bahwa bangsa Indonesia telah siap dengan demahkoaksrnyang
salah satu di antaranya mengharuskan adanya akuntabilitas publik
melalui berjalannya mekanismehecksand balancesdan kontrol
nyatanya masih memerlukan jalan panjang untukpsankesana.
Transisi menuju demokrasi yang didambakan banyak pihak itu
terhambat oleh masih kuatnya semangat primordialisme yang bersifat
komunal tersebut.

'° Sutan Sjahrir2000.Pikiran dan PerjuanganEd. $ G H 0 D fdnethit Jendela Yogyakarta
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Kepemimpinan karismatis kurang sejalan dengan demokrasi.
Pasalnya, pemimpin karismatis membangwsekiaan yang cenderung
buta dari para pendukungnya. Tak heran jika seiring dengan muncul
nya penguasa karismatis ini muncul feodalisme di mana penguasa
tidak bisa salah atau disalahkan. Sementara rakyat disebut dan
GLSHUODNXNDQ V hvargJiddo a®Rde @tné emas
Penguasa meminta ketundukan, dan tidak ada ruang bagi rakyat untuk
membantahnya. Membantah sama dengan pembangkénbatelo)
yang boleh ditumpas. Pasalnya, dalddegarakertagama yang
menurut Daniel Dakhidae merupakan dimensi laini daaham
kekuasaan Jawa, kekuasaan itu terjelma dalam pelaksanaan perintah
(titah) tanpa membuka alasan, dan melaksanakan perintah tanpa
bertanya adalah tanda kekuasaan tersebut utuh tak terbagi.

Setiap perlawamaterhadap kekuasaan hanya akaendapat
kan satu konsekuenswicirna sahana penghancuran total. Lebih
lanjut Dakhidae menulis:

“lasib ini menimpa raja Kadirimereka hancurkan sang
duratmakayang bernama Linggapati; dia-dicirna sahana
kan sama sekali. Setiap perlawanan adalafatmakayang
adalah campuran antara abnormalitas fisikal dan moral,
kekafiran dan kejahatamiscreant Menjadi duratmakahanya
bisa dipahami bila dipertentangkan dengan memberi perhatian
dan simpati kepada kekuasaan; dan hadiahnya adalah
perlindungan. Sedangkan dia yang duratmaka hanya
kehancuran. Dua konsep ditemukan sekaligus dalam gabungan
PararatondanNegarakrtagamayaitu kasekten dan duratmaka,
GXD VLVL GDUL PDWD XDQ3 \DQJ VDPD NHN:

Di kalangan massa pendukungnya, pemimpin atau presiden
yang karisnatis biasanya diselimuti oleh banyak mitos, dimana salah
satunya adalah mitos tidak bisa sajain do no wrong)Keyakinan
bahwa presiden yang dipujanya tidak bisa salah jelas bertentangan
secara diametral dengan asas akuntabilitas. Dan itu juga begamnta
dengan hukum besi kekuasaan, bahp@wer tends to corrupt,
absolute power corrupt absolutelyebagaimana yang didalilkan oleh

20 Dhakidaepp. cit, hal. 24.
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Lord Acton yang terkenal itu. Kekuasaan, terlepas siapapun dia yang
memegang kekuasaan itu, harus dikontrol oleh publiks, péan
lembagalembaga kontrol politik lainnya. Kekuasaan adalah milik
publik, dan karena itu harus ada akuntabilitas publik secara
transparan.

Walhasil, kepemimpinan karismatis dan primordial bukanlah
masa depan. Maka pemimgdemimpin nasional seharusnya
meninggalkan politik perkaumgnommunal politicsyang primordial
tatkala telah menduduki jabatg@batan politik seperti Presiden,
Wakil Presden, ketua partai politik, ketua atau anggota DPR, dan
jabatarjabatan politik lainnya. Pasalnya, jabajabatan politik itu
adalah jabatajabatan publik yang menuntut akuntabilitas publik
secara terbuka. Karena jabatan publik maka publik berhak mesigawa
dan mengontrol jalannya kepemimpinan. Jika kontrol pada seorang
pemimpin publik ditanggapi secara komunal maka hilanglah esensi
demokrasi itu sendiri. Ketika publik mengontrol dan mengritisi
tindakan dan kebijakan seorang pesiden berarti publik merciatn
mengritik jabatan publik, milik publik, yang memang harus
mempertanggungjawabkannya kepada publik pula. Saijgal
panggang daripada apika kontrol tersebut dibaca sebagai kontrol
kepada kelompok tertentu secara komunal dan primordial.

Tentu, sbkaliknya, kritik kepada seorang Presiden, atau pejabat
publik lainnya, juga tidak semestinya diarahkan padahahlyang
sifatnya pribadi atau privat, melainkan harus diarahkan pada tindakan
tindakan dan kebijakakebijakannya yang bersifat publik pula.
Adalah salah besar mengritik Hadl yang bersifat pribadi. Dan jika
hal ini dilakukan bisa merupakan penghinaan. Tetapi lebih salah lagi
sikap Presiden dan para pendukungnya yang tidak rela ketika Presiden
dikritik karena tindakattindakan dan kebijakannyeang keliru. Sebab
tindakantindakan dan kebijakakebijakan Presiden yang keliru atau
salah akan membawa dampak buruk dengan segala implikasinya pada
tingkat publik.
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URGENSI PENDIDIKAN DAN REKRUTMEN RASIONAL

Dalam kaitan ini maka dalam era demokrasi pendidikan
politik bagi rakyat menjadi sangat urgen. Papaitai politik sebagai
institusi demokrasi, sekaligus sebagai tulang punggung sa&a
guru-nya kekuatan masyarakat, harus menjalankan fungsinya dengan
baik. Di antara fungsi partai politikapg sangat penting selain fungsi
rekrutmen, agregasi, komunikasi, dan artikulasi politik, adalah
melakukan pendidikan politik. Adalah sangat aneh jika partai politik
justru mengembangkan semangat komunalisme dan primordialisme
baru dengan membangun solitte mekanis yang buta pada
konstituennya. Lebihabsurd lagi jika ada figure tokoh yang
mengklaim dirinya pejuang demokrasi tetapi justru memelihara,
mempertahankan, dan mengembangkan kepemimpinan yang karis
matis dan primordialistis yang menafikan kritisisme itu.

Kebanyakan partgartai politik kita sekarang ini memang
belum berfungsi secara optimal. Maka penguatan gaatdai politik
perlu diarahkan pada optimalisasi fungsi, tugas, dan kewajiban
kewajibaanya sebagaimana mestinya sebuah partai patikdidern
Optimalisasi fungsfungsi kepartaian haruslah berjalan parallel
dengan antusiasme berpartai politik di era reformasi ini. Dengan
demikian partapartai politik didirikan bukan semataata untuk
melalukan rekrutmen kader yang potensial untuk diperjuangkan
mengisi jabatafiabatan politik yang bersifat publik, melainkan juga
melakukan pendidikan politik kepada para anggotanya sehingga
memahami hakak dan kewajibannya sebagai warga negara secara
baik. Lebih jauh lagi harus pula mendidik para kadernya yang mengisi
jabatarjabatan publik untuk menyadari pentingnya akuntabilitas atas
jabatarjabatan politik yang dipegangnya.

Melalui pendidikan politik tersebut partapartai politik
mestinya mengikat ang@@@anggotanya karena persamaan aspirasi
atau citacita, bukannya justru membangun ikatkatan yang
primordial seperti halnya sulsuku primitif dulu. Solidaritas yang
dibangun berdasarkan melalui ikai&tatan primordial yang primitif
semacam ini jelas enupakarpsudosolidaritastau solidaritas palsu.
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Peran organisasirganisasi kekuatan masyarakat dan lembaga
lembaga pengembangan masyarakat seperti LSM juga sangat sentral
dan signifikan. Melalui kerjkerja kultural, organisagirganisasi
yang merupakanulang punggung masyarakat ini dapat melakukan
banyak hal untuk membangun kultur politik yang demokratis.
Struktur, format, dan kelembagaan politik yang demokratis tidak
banyak artinya manakala budaya politik masyarakatnya masip tet
primitif, feodal, métis, irasional, dan percaya pada ratu alflaka
kekuatarkekuatan masyarakat tersebut harus juga ikut membudaya
kan nilainilai demokrasi dalam masyarakat. Demokrasi tidak bisa
dibangun secara kuat dan sejati jika dalam masyarakat tersebut tidak
berkembag budaya toleran terhadap perbedaan, pluralis, inklusif,
kritis, dan antikekerasan.

Terakhir yang tak kurang pentingnya, sistem pendidikan
nasional perlu juga dikembangkan untuk ikut mendukung tegaknya
demokrasi. Pendidikan politik perlu mendapatkamhpgan dalam
kurikulum pendidikan kita. Pelajaradivic, sebagaimana dulu ada
dalam kurikulum pendidikan kita, perlu dipertimbangkan kembali
dengan melakukan penyempurnaan di ssine Penyempurnaan ini
utamanya diarahkan pada penanaman kesadaran pada anak didik sejak
usia dini bahwa negara dibentuk untuk ayani publik. Maka
menjadi politisi atau pemimpin politik merupakan profesi yang mulia,
karena profesi ini merupakan medan pengabdian kepada publik. Dan
oleh karena menyangkut publik maka urusan tersebut tidak boleh
semataPDWD GLVHUDKNDQ p&rhirgpih defsival. IS&igh EDLN
kepemimpinan dituntut akuntabilitasnya secara transparan. Dan oleh
karena itu, kepemimpinan yang memiliki akuntabilitas merupakan
suatu keniscayaan dalam demokrasi.

Selama ini sumber kepemimpinan nasional di Indonesia
bersumberdari birokrasi (termasuk TNI) dan masyarakat, masing
masing tentu dengan segala kelebihan dan kelemahannya.
Kepemimpinan nasional yang berasal dari birokrasi biasanya lebih
memiliki kemampuan teknokratis dan managerial, tetapi kelemahan
nya tidak berakar ah kurang memiliki basis dukungan massa.
Sementara kepemimpinan nasional yang berasal dari masyarakat
biasanya kurang memiliki kemampuan managebirokratis dan
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teknokratis karena memang kurang pengalaman. Kelebihan, tetapi
sekaligus kelemahannya, adatabmiliki basis dukungan politik yang
kuat dari massavilassa pendukung ini seringkdarena bersal dari
masyarakat kebanyaké&wersifat personal dan emosional. Terlebih lagi
jika figure pemimpin yang bersangkutan diyakini oleh para
pendukungnya sebagai miéiki karisma. Gabungan antara
emosionalisme dan karisma ini semakin kokoh lagi jika unssur
primordialisme dan komunalisme diaktifkan di sana.

Tentu, pemimpirpemimpin nasional yang berasal dari birokrasi
atau TNI seringkali juga mengaktifkan sengiwsentimen kesukuan,
etnisisme, dan agama, untuk kefpegankepentingan politiknya
meski tidak akan seberhasil pemimpin yang memanghgaya dari
masyarakat. Pemimpinyang berasal dari masyarakat biasanya
membangun karisma dalam waktu yang panjang. Ma&d itu
mereka seringkali juga seorang demagog yang membangun dukungan
emosional dengan memanfaatkan segala macam cara: memukau massa
dengan pidatpidato yang provokatif dan agitatif, meningkatkan
keakraban dan keintiman dengan massa pendukungnya imelalu
ketekunan mengunjungi massanya, mengaktifkan wunssur atau
sentimen primordialisme, dan kemudian mewujudkan suatu solidaritas
mekanis di antara massa pendukungnya. Tak mengherankan jika
kemudian tercipta kesatuan komunal dalam kelompok pendukung
tersdut yang pada gilirannya menghasilkan suatu politik komunal
isme atau perkauman yang eksklusif dengancairietnosentrisme
yang sangat menonjol, yakni merasa kelompoknya sendiri sebagai
yang paling benar.

Ikatan primordial dan komunal ini mudah dimosdsi dan
dipolitisasi oleh pemimpinnya yang berwatak demagog itu. Mereka
menjadi tidak toleran terhadap kritik yang ditujukan kepada para
pemimpinnya yang telah menduduki jabajalmatan publik itu.
Mereka gampang tersulit emosinya jika pemimpin yang diapg
sebagai bagian dari komunalismenya dikontrol, dikritik, dan diawasi
oleh kalangan yang dianggap sebagai kelompok lain. Kritik dari
kalangan luar ditanggapi sebagai menggerogoti kewibawaannya, atau
bahkan hendak menjatuhkannya. Maka muncullah gergétakan
pembelaan yang sangat irasional, komunal, dan primordial. Pasalnya,
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ciri-ciri kepemimpinan karismatis, seperti adanya keyakinan bahwa
sang pemimpin memiliki kualitas istimewa yang superhuman; para
pengikutnya kehilangan kritisisme terhadap pemimyannbahkan
cenderung memperlakukan pendapat atau sikap pemimpinnya sebagai
suatu kebenaran; para pengikut memberikan loyalitas mutlak kepada
para pemimpinnya; dan massa senantiasa memperlihatkan komitmen
nya yang emosional dan personal terhadaPnyaangat tidak
kompatibel dengan nilaiilai demokrasi.

Reformasi politik seharusnya menghasilkan kepemimpinan
yang demokratis. Dalam kaitan ini parpsirtai politik memegang
peranan penting untuk melakukan fungsi rekrutmen politik berdasar
kan asas prestasi, kan askripsi. Asas kapabilitakseptabilitas, dan
kredibilitas haruslah menjadi kriterium rekrutmen politik. Untuk itu
maka rekrutmen politik harus dilakukan secara terbibkdtom up
dan berdasarkan prestasi dengan meninggalkan kepemimpinan feudal,
primordial dan komunal. Partpartai politik harus mempersiapkan
suatu sistem dan mekanisme rekrutmen politik baru yang sama sekali
berbeda dengan pola rekrutmen politik lama. Pola rekrutmen politik
lama yang mengandalkan keturunan, genealogi, karisma, dan
kewibawaan arkaik, harus diganti dengan pola rekrutmen baru yang
lebih transparan, rasional, dan dengan tolok nkodern

Munculnya pemimpirpemimpin karismatis di panggung politik
nyatanya kon@produkif dengan demokratisasMemang benar,
kepemimpinan karismatis an sich tidak ada salahnya selama
kepemimpinan itu tetap berpegang pada kaidah managemen
kekuasaan yangioderndan demokratis, yakni bahwa kekuasaan itu
harus mau dikontrol, diawasi, dan dikritisi dalam sistem yang
memungkinkan berjalannyehecls and balancesTetapi jika karisma
tersebut justru diikuti dengan sikajkap primordial dari para
pendukungnya yang manifestasinya komunal dan fasis tentu bukan
hanya akan menjadi penghambat jalannya demokrasi, melainkan
sangat membahayakan perkembandamokrasi. Kritisisme adalah
jantungnya demokrasi. Jika kritik dipahami secara primordial maka ini
merupakan malapetaka.

2L Ann Ruth Willner, 1984. The Spellbinders: Girismatics Political Leadership Yale
University, hal. 39.
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Dan oleh karena ke depan kita sepakat bahwa tidak ada
demokrasi tanpa partai politik, maka perlu dicermati kecenderungan
untuk melahirlan partaipartai politik yang masih berbasiskan aliran
atau ideologi yang primordial. Tentu, sekali lagi tidak semua ikatan
keagamaan bersifat primordial, termasuk di dalamnya ik&taan
politik yang berdasarkan agafhaTetapi jika aliranisme tersebut
bersifat tertutup atau eksklusif yang cenderung melakukan politisasi
agama, etnis, atau suku, maka kecenderungan seperti ini -kontra
produktif dengan demokrasi.

Agenda baru rekrutmen aktaktor politik tidak bisa lain
kecuali membangun suatu generasi polibaru yang bersih dari
ikatanikatan primordial yang eksklusif dan sempit. Dalam perspektif
ini pikiran-pikiran yang muncul untuk menjadikan perpolitikan kita
menjadi lebih rasional relevan untuk dipertimbangkan. Jaman baru
memerlukan generasi baru. Adhl mustahil menjawab tantangan
tantangan baru menggunakan eeasa lama dengan aktaktor
politik yang memiliki pola berpikir lama. Jaman baru dengan
tantangan baru memerlukan jawakawaban baru pulaWallahu
D 1 O D-ghawalO

22 Nurcholish Madijid,1999.Cita-Cita Politik Islam Era Reformasiakarta: Paramadiniaal. 2.
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PEMILIHAN PRESIDEN
MENURUT UUD NRI TAHUN 1945

Seto Harianto

Abstrak

Sejak permusyawaratan dalam Rapat Besar Badan Penyelidik-Usaha
Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) aBkuritzu Zyunbi Tyoosakapejuang

dan pendiri Negarat{e founding fathejstelah menyepakati bahwa Negara
yang dibentuk adalah Negara Ideologis berdasar Pancasila yang merupakan
Negara Kesatuan berbentuk Republik (NKRI). Sebagai Negara yang berdasar
Pancasila, NKRI mengemban Cita Negara Kekeluargaan yang menempatkan
pemimpin sebgai kepala keluarga yang pertama dan terutama bertanggung
jawab atas terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sehubungan dengan itu sejak awal edakati pula bahwa sistem
pemeritahan Negara yang cocok adalah Sistem Presidensil. Senama u

dan akademik dipahami bahwa sistem presidensil setidaknya memiliki dua
ciri pokok, yaitu memiliki masa jabatan presiden yang tefigpd term) dan
presiden dipilih langsung oleh rakyat secara demokratis. Atas dasar itu
ditetapkanlah dalam Undatdndarg Dasar bahwa Presiden memiliki masa
jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Akan tetapi
untuk sementara waktu, kedaulatan rakyat itu diserahkan dan dilaksanakan
dulu oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pemegang kedaulatan Negara.
Memasuki era reformasi, sistem presidensil dipertegas dengan mkaetap
pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat dan kedaulatan tidak lagi
sepenuhnya dilaksanakan oleh MPR; Sistem pemilihan presiden secara
langsung tersebut diatur sedemikian ruphirsgga dengan demikian juga
menegaskan terbentuknya sistem politik yang mendukung sistem presidensil
serta menempatkan partai politik sebagai pilar utama kehidupan demokrasi
kenegaraan.

Kata kunci : Cita Negara Kekeluargaan, sistem presidensil, dan iparta
politik.

Abstract

Since the deliberations in the Big Meeting of the Independence Preparatory
Investigation Agency (BPUPK) or Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai, fighters and
founding fathers have agreed that the country formed was an ideological
state based m Pancasila which is a Republic of Indonesia (NKRI). As a
country based on Pancasila, the Republic of Indonesia carries the family
state that puts leaders first and foremost responsible for the realization of
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social justice for all Indonesians. In connexctiwith that, from the outset it

was also agreed that a suitable state administration system would be the
Presidential System. In general and academics it is understood that the
presidential system has at least two main characteristics, namely having a
pemanent term of office (fixed term) and the president being elected directly
by the people democratically. On this basis, it is stipulated in the Constitution
that the President has a term of office for five years and thereafter canr be re
elected. Howeverfor the time being, the people's sovereignty was handed
over and carried out first by the People's Consultative Assembly holding the
sovereignty of the State. Entering the reform era, the presidential system was
emphasized by settling presidential electiodirectly by the people and
sovereignty was no longer fully implemented by the MPR; The direct
presidential election system is arranged in such a way that it also confirms
the establishment of a political system that supports presidential systems and
places political parties as the main pillars of state democratic life.

Keywords The ideals of kinshipountry, presidential system, and political
parties

PENDAHULUAN

Dengan disepakatinya Pancasidilosofische grondslagtau
pandangan hidup bangsa, sebagai dasar Negara dalam Badan
Penyelidik UsahdJsaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) atau
Dokuritzu Zyunbi Tyoosakaiyang kemudian disahkan dalam Rapat
Besar Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18
Agustus 1945 dapat ditegaskan bahwa Negara Indonesia merupakan
Negara ideologis yang mengemban Cita Negara Kekeluargaan. Oleh
karena itu dapat ditegaskan bahwa Pancasila adsdpkrangkat
rangkaian nilai filosofis yang secara holistik membentuk gagasan
dasar berup&onsep dan prinsip dalam kehidupan -bersyarakat,
berbangsa, dan bernegara yang disebut sebagai pandangan hidup

Dalam Sidang BPUPK pada 29 Mi45, Soesanto Tirtoprodjo
menyatakan bahwa di dalam pemerintahan maupun di dalam
kehidupan sehatiari segal lapisan dan bagian masyarakat diliputi
oleh perasaan menjadi anggota dari satu keluarga. Yang berkedudukan
sebagai pemimpin hendaknya merasa béeaar sebagai ayabu’.

! Soeprapto, M.Ed(t.t) PANCASILAPenerbit KONPRES S Jakarta.
2RM. A.B. Kusuma 2009 LAHIRNYA UNDANGUNDANG DASAR 194%akarta : Badan
Penerbit Fak. Hukum Universitas Indonesitm. 111.
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Kemudian jugaHendromartono, anggota BPUPK, dalam pidatonya
pada 31 Mei 1945 antara lain menyatakan bahwa Kepala Negara
kedudukannya harus berdasar atagongkinemong cinta mencintai
dengan rakyatnya

Dalam pidatonya pada 31 Mei 1945 di dalam Rapat Besar
BPUPK Mr. Soepomo mengemukakan gagasan Hegel, Adam Mueler
GDQ 6SLQR]D WHQWDQJ pFLBébed® HdganD LQV
gagasan tiga tokoh tersebuaggasan Mr. Soepomo tentang cita negara
lebih didasarkan pada filosofi Jawa tentang manunggaling kawulo lan
Gusti yang menegaskan persatuan antara yang memimpin dengan
yang dipimpin, sebagaimana terwujud dalam tata negaranya yang asli.
Karena itupara pejabat negara senantiasa wajib memegang teguh
persatuan dan keimbangan dalam masyarakatnya pemimpin
wajib menyelenggarkan keinsyafan keadilan sosial, harus seaaati
memberi bentuk Gestaltuny kepada rasa keadilan dan eiita
rakyat. Pemimpin dipilih dan diakui sebagai pemimpin sejauh dia
memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Inilah cita
negarakekeluargaan.

Jadi, paham integralistik Indonesia sebagaimana dimaksud oleh
Mr. Soepomo lebih mayarah pada prinsip kolektivisnteekerabatan
dan tidak sama dengan paham integralistik yang dipraktekan di
Jerman pada masa Nddfitler. Paham integralistiklerman meng
utamakan masyarakat dan negara, orang seorang tidak ada @tinya
bist nicht, deine volk ist allesSedangkan sistem kekerabatan yang
dianut masyarakat adat di Indonesia didasarkan pada faktor
genealogis, yakni satu kesatuan karena merasesdledari moyang
yang sama

Drs. Moh. Hatta memahami kolektivisAkekerabatan itu dalam
interaksi sosial di pedesaan, pertamaaa dalam wujud kerja sama
dan tolongmenolong. Dalam masyarakat desa tradisional dicerminkan
pada kebersamaan dalam keperaiiktanah dan yang dikerjakan

%Ibid. HIm. 134.

* RM. AB. Kusuma 2009 LAHIRNYA UNDANGUNDANG DASAR 1945akarta, Fak.Hukum
ul

*https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/03/08/siskexkerabatammasyarakaadatdi-
indonesia.
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bersama. Jadi kolektivisieekerabatan Moh. Hatta diterjemahkan
dalam milik bersama dan usaha bersama. Bagi Drs. Moh.Hatta,
kolektivisme ada dua: tua dan muda. Dalam kolektivisme muda, tanah
sudah menjadi milik perorangan. Aia kolektivisme muda sudah
melahirkan individualisme, namun tidak menghancurkan sssatii
kolektivisme karena usaha bersama justru makin diperlukan akibat
spesialisasi pekerjaan. Negara kekeluargaan menurut Drs. Moh. Hatta
adalah perwujudan demokrasilidee konteks modern; kolektivisme
dalam pengambilan keputusan dijelmakan dalam bhaddan
perwakilan rakyat, hak kebebasan berkumpul dan menyatakan pen
dapat serta kolektivisme dalam aspek ekonomi yang diwujudkan
dalam koperasi. Individualisme menurut ttda jangan dibendung
dengan kembali ke kolektivisme tua, melainkan dengan "menduduk
kan citacita kolektivisme itu pada tingkat yang lebih tinggi dan
modern, yang lebih efektif dari individualisniedadi yang mendasari
cita negara kekeluargaan tersebdalah kasih sayang dan bukan
zakelijkheidsematd!.

Cita Negara Kekeluargaan mewujud dalam cita hukum dan cita
moral yang mencitgitakan keadilan dan kesejahteraan segenap
bangsa dalam kerangka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Untuk itu ditegaskan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan
yang berbentuk Republik (NKRICita Negara Kekeluargaan pada
prinsipnya menempatkan segenap rakyat dan bangsa Indonesia
sebagai satu keluarga besar bangsa yang dipimpin oleh Kepala Negara
selaku kepala keluarga.

Sehubungan dengan itu sejak awal pra kemerdekaan disepakati
pula bahwa stem pemerintahan Negara yang cocok adalah Sistem
Presidensil. Secara umum dan akademik dipahami bahwa sistem
presidensil setidaknya memiliki dua ciri pokok, yaitu memiliki masa
jabatan presiden yang tetdjpxéd term) dan presiden dipilih langsung
oleh ralat secara demokralisMasa jabatan Presiden dan Wakil
Presiden serta berapa kali dapat dipilih kembali, dalam perdebatan di

®Hatta 1992 Demokrasi Kita, Ul Press, HIm.147.

"SoerjantoPoespowardojd 989 Filsafat PancasilaGramedia, Jakarta.

8 Lijphart, Arend 2012 PATTERNS OF DEMOCRACY : GOVERNMENT FORMS &
PERFORMANCE IN THIRT®IX COUNTRIES, Second Ed. New Haven : Yale University
Press.
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BPUPK tidak mendapat perhatian yang menonjbhe founding
fathers lebih memusatkan perhatian pada-hal yang pokok dan
pentinguntuk membentuk Negara Indonesia Merdeka. Bagi mereka
yang utama adalah Indonesia segera merdeka. Dalam pidatonya pada
11 Juli 1945, Mr. Moh. Yamin menyinggung tentang Kepala Negara
dan Wakil Kepala Negara, namun tidak menyampaikan hal masa
jabatannya

Dalam Rapat Besar BPUPK pada 15 Juli 1945 Soepomo
selaku Ketua Panitia Kecil Perancang Undaimglang Dasar
menyatakan bahwa:

S0DMHOLY 3HUPXV\DZDUDWDQ 5DN\DW VH
ialah Badan yang mengangkat Kepala Negara. Kepala Negara i
diberi geOD U p 3 U.H.PlesiddrQdalam pekerjaannya selmarii
dibantu oleh Wakil Presiden. Jika Presiden berhalangan, Wakil
Presiden melakukan kewajiban Presiden. Wakil Presiden mempunyai
kedudukan sangat tinggi. Kedudukannya tidak tergantung dari
Presiden,oleh karena Wakil Presiden diangkat juga oleh Majelis
3HUPXV\DZDUDWDQ 5DN\DW~

Pada kesempatan itu antara lain anggota Sukiman menyatakan:

38QWXN PHQ\L Q J N-kdadaBnQkend y2aDniiqgkin
timbul dalam perjuangan pemilihan, seperti seringkali guhg
menyalanyala di negeri yang lain, dan menilik tingkat kecerdasan
rakyat kita, maka saya mufakat sekali bahwa Presiden dipilih oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat dan buat sementara waktu tidak
ODQJVXQJ RBHK UDN\DW

Melalui ragam pendapat yang disaaifan dalam Rapat Besar
BPUPK sebagaimana dimaksud di atas, jelas tampak bahwa pada
dasarnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh
rakyat tidak menyalahi nilai dan prinsip yang terkandung dalam
Pancasila. Sila IV Pancasila yang berbunyK®rakyatan yang
Dipimpin oleh Hikmat Keljaksanaan dalam Permusyawaratan/

3 HU Z D Nidak Diiaksudkan menolak segala bentuk pemungutan

°RM. AB. Kusuma, Op.citHIm. 277.
10 sekretariat Negara R1L998.RISALAH SIDANG BPUPK#PPKI, Jakarta HIm. 296.
ibid. HIm.311
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suara, termasuk melalui pemilihan umum. Sila IV tersebut hendak
PHQHJDVNDQ EDKZD uNHUDN\D WiDaR flagatv DX NHGD
dibiarkan tanpa kendali yang melahirkan anarkisme, melainkan harus
MGLSLPSLQY ROHK pKLNPDW NHELMDNVDQDDQ
SHUZDNLODQT

Dengan kata lain, kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui
lembagalembaga perwakilan pelaku kedaulatarakyat yang
menyalurkan kehendak rakyat dan memusyawarahkannya sehingga
melahirkansuatu kebijakan yang ungguAnggotaanggota lembaga
perwakilan pelaku kedaulatan rakyat tersebut harus dipilih secara
langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum atau déshbaga
perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
Bahwa pada akhirnya ditetapkan pemilihan Presiden oleh MPR
tidaklah didaarkan pada alasan ideologis akan tetapi sekedar alasan
sosiologis, taktis dan praktiyang merupakan pilitma politis pada
masa itu

Pancasila memuat cita negara kekeluargaan yang mewujud
dalam semangat kekeluargaan dan kegetoggngan demi ke
maslahatan segenap anggota keluarga, yaitu terwujudnya kesejahtera
an dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Inden&ita-cita tersebut
tertuang dalam Sila V Pancasila yaitu Keadilan Sosial bagi seluruh
Rakyat Indonesia. Prinsip keadilan sosial tersebut harus dipahami
dalam kesatuan pengertian yang bersifat holistik dengarsikila
Pancasila lainnya. Dengan demikieonsepwelfare statatau Negara
Kesejahteraan Indonesia tidak terwujud atas daserfight liberalism
atau survival of the fittestmelainkan atas dasar kekeluaagadan
kegotongroyongan. Dalam semangat kekeluargaaan kegotong
royongan pemimpin, Preiden dan Wakil Presiderialah kepala
keluarga yang harus memberi bentgkgtaltuny pada rasa keadilan
dan citacita masyarakat. Oleh karena itu Presiden dan Wakil Presiden
dipilih sesuai rasa keadilan masyarakat. Ketika rakyat secara ke
seluruhan ditegarai belum cukup siap untuk menentukan pilihannya
secara bijak dan dewasa makadaulatannya untuk sementara
dilakukanoleh sebuathadanperwakilan rakyatyaitu MPR.Presiden
dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR secara sersimdiri dan bukan
dipilih sebagai satu pasangan, akan tetapi mengingat Presiden dan
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Wakil Presiden dalam paham kekeluargaan ibarat sepasang orang tua
maka calon Wakil Presiden yang akan dipilih oleh MPR dikonsultasi
kan terlebih dahulu kepada Presiden terpilih.

Pada masa berlakuny@&stem parlementer atas dasar Undang
Undang Dasar Sementara tahun 1950, Perdana Menteri silih berganti,
namun Presidennya tetap Ir. SoekarKenyataan tersebut meng
gambarkan betapshe founding fathergpada masa itu tidak ter
pengaruh oleh ambi&ekuasaan ataupun jabatan tertentu.

Menyangkut masa jabatan Presiden dan Walklresiden
dinyatakan pertama kali dalam Rancangan Undandang Dasar
yang disusun oleh Panitia Perancang yang diketuai Ir. Soekarno.
Dalam Pasal 5 Rancangan Unddundang Dasadinyatakan bahwa
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya untuk waktu 5
tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kenibalAtas dasar itu
ditetapkanlah dalam Undangndang Dasar bahwa Presiden memiliki
masa jabatan selama lima tahun dan sesudahnyadipiih kembali.

Akan tetapi untuk sementara waktu kedaulatanaaky diserahkan
dan dilakukandulu oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
sebagai pemegang kedaulatan Negara.

Dalam UUD NRI Tahun 1945 ditentukan bahwa MPR adalah
pelaku sepenuhnya ddaulatan rakyatSehubungan dengan itu MPR
berwenang metapkan undanrgndang dasar dagarisgaris besar
daripada haluan Negara serta memilih dan mengangkat Presiden dan
Wakil Presiden; dengan demikian juga berwenang memberhentikan
Presiden dan/atau WakPresiden sebelum habis masa jabatannya
(impeachmerpemakzulajy Penjehsan UUD NRI Tahun 1945
menegakan bahwa Presiden yang diangkat di&AR, bertunduk dan
bertanggungiawab kepada MPR. Presiden ialah Mandataris MPR.
Presiden wajib menjalankan segafautusan MPR. Kedudukan
SUHVLGH@MEHENMD Qu WihidkgBosdnefikepada MPR.
Dengan demikian Presiden ialah penyelenggara PemerintaharaNega
yang tertinggi di bawah MPRJadi, concentration of power and
responsibility upon the PresidenMeskipun demikian, Presiden
memegang kekuasaan pemerintahan menurut Urdadgng Dasar.

2bid. Him. 227.
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Dengan demikian sejak awal kemerdekaan telah dimaksudkan
bahwa Negara Indonesia menganut sistem presidensil. Namun, dengan
ditetapkannya MPR sebagai lembaga Negadinggi yang ber
wenang memilih, mengangkat dan memberhentikan Presiden maka
sistem presidensil yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945,
sebagaimana ditetapkan oleh PPKI, tidak sepenuhnya sesuai dengan
yang dimaksud dalam prinsip umum tentang sistem prsldens
melainklan merupakan pengejawantahan konsep kolektivisrae ke
kerabatan, yaitu kekeluargaan dan kegot@ygpngan.

SISTEM PRESIDENSIL SESUAI UUD NRI TAHUN 1945

Sistem pemerintahan Negara, baik di bangunan negara serikat
atau di bangunan negara kesatupada umumnya meliputi dua
organisasi sistem pemerintahan yang saling berinteraksi, yaitu sistem
pemerintahan dalam garis horizontal dan sistem pemerintahan dalam
garis vertikal’. Sistem pemerintahan dalam garis vertikal menegaskan
tatanan atau struktdrubungan antara pemerintah di pusat dengan di
daerah. Sistem pemerintahan dalam garis horizontal menegaskan
tatanan atau struktur hubungan antara lemieghaga negara yang
mencakup aspek kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ketiga
cabang kekuaman negara tersebut dapat terpisah secara tegas
sebagaimana dikenal dalam Trias Politika, dapat pula terpisah secara
kelembagaan, akan tetapi dapat saling berhubungan dan saling
mempengarufif.

Fitra Arsil antara lain menjelaskan bahwa gagdseatang Trias
Politika atau pemisahan cabacgbang kekuasaan negara antara lain
diawali oleh dua orang pemikir, yaitu John Locke (1690) dan Charles
Louis- de Secondat Baron de Montesquieu (1748gbih lanjutFitra
Arsil menguraikan bahwa John Locke meatikan tiga cabang
kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan
kekuasaan federatif. Masigasing cabang kekuasaan tersebut harus

13 B. Hestu Cipto Handoy®015 HUKUM TATA NEGARA INDONES|/&ahaya Atma Pustaka
+Yogyakarta.

“Ibid. HIm. 126.

% Dr. Fitra Arsil, 2017. TEORI SISTEM PEMERINTAHAN : Pergeseran Konsep dan Saling
Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai NegBfa.Rajagrafindo Persada, Depok.
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memiliki pemimpin yang berbeda. Namun, disadari bahwa bila
kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatiimgiim oleh orang
berbeda, maka menjadi tidak praktis dan memiliki kemungkinan
kekacauan dalam koordinasi dan komdfdMontesquieu memisah

kan kekuasaan pemerintahan Negara itu dalam kekuasaan legislatif,
kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Gagdtontesquieu
tersebut dalam praktiknya tidak ada satu pun negara di dunia yang
melaksanakan.

Di atas telah disebutkan bahwa negara Indonesia dibentuk atas
dasar Pancasila yang merupakan seperangkat rangkaian nilai filosofis
yang secara holistilnembentuk gagasan dasar berupa konsep dan
prinsip dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
yang disebut sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan
hidup tersebut juga berfungsi sebagai Dasar Negara dan diejawantah
kan dalam Undantyndang Dasar, baik dalam Pembukaaaupun
dalam pasapasalnya.Dengan demikian Negara Indoigesadalah
Negara Ideologis dankarena itu segenap perikehidupan -ber
masyarakat, berbangsa, dan bernegara harus merupakan peng
ejawantahan atau pengamalan kelirita Bancasila, termasuk dalam
sistem pemerintahan Negara Indonesia.

Sistem pemerintahan Negara Indonesia diatur dalam UUD NRI
Tahun 1945 yang perwujudannya dalam praktek pemerintahan tidak
dapat dikatakan senantiasa taat asas. @@haga telah diuraikadi
atas, pada awal masa kemerdekaan Indonesia, sigiggsidensil
hendak diterapkan sebagai sistem pemerintahan Indonesia sebagai
perwujudan Citra Negara Kekeluargaan. Atas dasar Cita Negara
Kekeluargaan tersebut sejak awal prinsip Trias Politika ditdlak.
Soekarno dalam pidatonya yang monumental pada 1 Juni 1945 di
hadapan Rapat Besar BPUPK menegaskan babalava Trias
Politika sudah ngta tidakmencukupi; bahkan ditambahkannya bahwa
kalau diadakan Trias Politika saja, tidak bisa menjamin keadilan
sosid. Lebih lanjutlr. Soekarno menyatakan bahwa Rusia menolak
Trias Politika sudah 22 tahun yang lalu dan Sun Yat Sen juga menolak
Trias Politika 30 tahun yang lalu. Jadi ada aliran yang mengatakan

16 1bid, HIm.9.
7 bid, Him. 11.
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bahwa Trias Politika itu kol6t Mr. Soepomo menjelaskan e
Anggota Wongsonagoro menghendaki agar dibahas secara kongkrit
mulai dari hal kekuasaan membikin undamglang, kemudian
tentang kekuasaan menjalankan negara, kekuasaan menjalankan
kehakiman dan seterusnya. Akhirnya Mr. Soepomo menegaskan
bahwa: ~ 2 O H kendél il Trias Polikka menurut para ahli tidak cocok
GHQJDQ YUDNWHN"

Selanjutnya dalam UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana
ditetapkan pada 18 Agustus 1945, sistem prasitlediterapkan
sebagai pengejmntahan Cita Negara Kekeluargaan dengan ciri
sebagai bekut :

x Presiden memiliki masa jabatan yang tetap, yaitu selama lima
tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembdtiasal 5.

X Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya
menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Undandang Dasar.

- Pasal 7

x Presiden dipilih dan diangkat oleh MPRdengan demikian juga
dapat diberhentikan oleh MPRPasal 6 Ayat (2).

x Presiden ialah Mandataris MPR. Presiden wajib menjalankan
segala putusan MPR. Kedudukan Presiden tige® H E&k&n|
tetapi X Q W H U J Kképbida MARY Hengan demikian Presiden
ialah penyelenggara Pemerintahan Negara yang tertinggi di bawah
MPR. Jadi,concentration of power and responsibility upon the
President - Penjelasan UUD NRI Tahun 1945.

x Presiden tidalbertanggung jawab kepada DPPRenjelasan UUD
NRI Tahun 1945.

X Presiden mengangkat dan memberhentikan Menteri Negara.
Menteri Negara bertanggung jawab pada Presideasal 17 Ayat
(1) dan (2).

x Presiden memegang kekuasaan membentuk undadang
dengan persetujuan DPRPasal 5 Ayat (1)

x Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan
Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udat@asal 10.

18 |bid. HIm. 222.
9 1bid. HIm. 222.
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x Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan
negara laintPasal 11.

x Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syayarat dan
akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undaiang +
Pasal 12.

x Presiden mengangkat duta dan konsul serta menerima duta Negara
lain +Pasal 13.

x Presiden memberi grasi, amnesty, abolisi dan rehabilit&sisal
14.

x Presiden member gelaran, tanda jasa dan-ld&in tanda
kehormatantPasal 15.

Dengan demikian, sistem pemerintahan Indonesia, khususnya
juga dalam penerapan sistem presidensil, mendudukkan Presiden tidak
hanya sebagai Kepala Pemerintahan, tefapa sebagai Kepala
Negara. Sistem presidensil Indonesia sejak awal ditata dan diwujud
kan atas dasar kekhasan cita moral dan cita hukum bangsa Indonesia
sehingga dapat ditegaskan bahwa sejak awal Negara Indonesia
menjalankan sistem presidensil yang khadonesia, yang oleh Prof.
Padmo Wahyono disebut sebagai sistem séhdiri

Dalam sistem presidensil yang dianut di Indonesia, sebagai
mana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan,
Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana ggrets
kan dalam suatu sistem presidensil, melainkan oleh MPR. Penjelasan
UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa MPR adalah lembaga
Negara tertinggi yang kekuasaannya tidak terbakie @ezamte
Staatgewalt liegt allein bei der Majelislan merupakan penjelmaa
seluruh rakyat Indonesia Dengan demikian pemilihan Presiden oleh
MPR setara atau dapat dianggap sama dengan dipilih oleh seluruh
rakyat Indonesia.

Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden
adalah Mandataris MPR dan adalah penyelenggara pemerintah Negara

2 prof. Padmo Wahyono, S.HL991. MEMBUDAYAKAN UNDANGJNDANG DASAR 1945
Jakarta: IneHill -Co,

2 Catatan : Kehadiran MPR dengan kekuasaannya yang tidak terbatas oleh Prof. Padmo
:DK\RQR GLVHEXW VHEDJDL p6LVWHP 035¢
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yang tertinggi di bawah Majelis. Dalam menyelenggarakan
pemerintahan Negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan
Presiden con-centration of power and responsibility upon the

Presiden). Kedudukan Presiden sebagai penyelenggara pemerintah

Negara yang tertinggi di bawah MPR pada gilirannya telah melahir

kan praktik kekuasaan yang dominatif bahkan hegemonistik. Ketika

Presiden mmpu menguasai MPR maka pada masanya Presiden
6RHNDUQR GLWHWDSNDQ ROHK 035 VHEDJDL p3U
Presiden Soeharto dipilih dan diangkat oleh MPR hingga enam kali

masa jabatan.

Perkembangan kedewasaan rakyat Indonesia dalam ber
demokrasi tela mendoronglahirnya era reformasi. Sehul@an
dengan itu melalui perubahan UUD NRI Tahun 1945 kedaulatan
rakyat dikembalikan kepada si empunya kedaulatan, akan tetapi
dilaksanakan sesuai ketentuan Undéimglang Dasar. Dengan
demikian Negara Indonesia agdhl Negara yang konstitusional,
demokratis dan berdasarkan hukunMPR tidak lagi menjadi
Vetretungsorgan des Willens des StaatsvolkdPR tidak lagi
berwenang memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden
serta tidak lagi berwenang menetapkan ggaiss besar daripada
haluan Negara. MPR adalah lembaga Konstituante yaitu yang
berwenang mengubah dan menetapkan Undimdpng Dasar.
Karena itu MPR juga bukan lagi lembaga tertinggi Negara.

Atas dasar UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana telah diubah
tersebutsistem presidensil dipertegas, dengan ciri sebagai berikut.

x Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara
langsung oleh rakyatPasal 6A Ayat (1).

X Presiden memiliki masa jabatan yang tetfiged tern) yaitu
selama lima tahurtPasal 7.

x Presiden tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh
DPR akan tetapi tetap dapat diberhentikan dalam masa jabatannya
sesuai ketentuan yang diatur dalam Unddngang Dasar-Pasal
TA.

x Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan
Pervakilan Rakyat+Pasal 7C.
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x Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan
Darat, Angkatan Laut dan Angkatan UdatBasal 10.

x Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan
negara laintPasal 11.

x Presiden menyatakan keadaan bahaya. Sygaaat dan
akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undadang +
Pasal 12.

x Presiden mengangkat duta dan konsul serta menerima penempatan
dengan memperhatikan pertimbangan DEfasal B.

x Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan
pertimbangan Mahkamah AgungPasal 14 Ayat (1).

x Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan
pertimbangan DPRtPasal 14 Ayat (2).

x Presiden member gelar, tanda jasa danlé&intanda kehormatan
yang diatur dengan undatgdang +Pasal 15.

Atas dasar ketentuan yang merupakan ciri sistem presidensil
tersebut kewenangan Presiden selaku Kepala Negara tidak merupakan
hak prerogatif atau bersifat istimewa, akan tetapi harus dengan
pertimbangan Mahkamah Agung, atau pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat, ataupun diatur dengan undarang.

SISTEM PEMIL IHAN PRESIDEN MENURUT UUD NRI
TAHUN 1945

Dalam rangka mempertegas sistem presidensil dan sebagai
wujud Cita Negara Kekeluargaan, sistem pemilihan presiden dalam
UUD NRI Tahun 1945 diatur dalam Pasal fetentuan dalam Pasal
6A terdiri atas lima ayat dan memuat ketentuan yang mengatur
mekanisme pmilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagai perubahan
atas ketentuan Pasal 6 Ayat (2) yang terdahulu. Dalam ketentuan
terdahulu tersebut ditetapkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden
dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang
terbanyak.
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Melalui Perubahan Ketiga dan Perubahan Keempat UUD NRI
Tahun 1945 pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diubah menjadi
dilakukan oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum.
Pemilihan umum tersebut adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22E Ayat @), yaitu bahwa Pemilihan umum diselenggarakan untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan perwakilan Rakyat
Daerah.

Ketentuan Pasal 6A Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (5)
merupakan &gian dari Perubahan Ketiga yang ditetapkan dalam
Rapat Paripurna MPR RI pada 9 November 2001. Ketentuan Pasal 6A
Ayat (4) baru ditetapkan pada Perubahan Keempat dalam Rapat
Paripurna MPR RI pada 10 Agustus 2002. Ketentuan Pasal 6A Ayat
(4) ditetapkan setgh diperoleh kesepakatan bulat bahwa pemilihan
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada putaran kedua juga
dilakukan oleh rakyat secara langsung dan bukan dipilih olgjells
Permusyawaratan Rakyaladi, pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiderdipilih oleh rakyat secara langsung, selangslamgsungnya.

Ketentuan dalam Pasal @érdiri atas lima ayatebagai berikut.
Ayat (1) : Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan
secara langsung oleh rakyat.

Ayat (2) : Pasangan cal®residen dan Wakil Presiden diusulkan oleh
partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum
sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Ayat (3) : Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang
mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen jdamlah suara
dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di
sdiap provinsi yang tersebar lgbih dari setengah jumlah proivinsi di
Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Ayat (4) : Dalam hal tidak ada pasangan caloes®en dan Wakil
Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara
terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh
rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat
terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Eezsi
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Ayat (5) : Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden lebih lanjut diatur dalam undamgang.

Pemikiran untuk menata ulang tata cara pemilihan Presiden
dalam Rapat PAH Ill BP MPR, 7 Oktober 1999 dilontarkan oleh dua
fraksi MPR. Pdama, diusulkan agar dalam memilih Presiden dan
Wakil Presiden, MPR memilih atas dasar hasil pemilihan umum,
dalam arti bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh
Fraksi yang partainya merupakan pemenang dalam pemilihan umum.

Kedua, bahwaPresiden dan Wakil Presiden harus dipilih
langsung oleh rakyat melalui pemilihan unfanSelanjutnya dalam
Rapat PAH | BP MPR pada 20 Maret 2001 dihadirkan Tim Ahli
Bidang Politik dan Tim Ahli Bidang Hukum. Tim Ahli Bidang Politik
dan Tim Ahli Bidang Hukunsependapat bahwa Presiden dan Wakil
Presiden dipilih langsung oleh rakyat, jadi melalui popular vote.

Pembahasan Pasal 6A mengenai pemilihan Presiden dalam
Rapat PAH | BP MPR tahun 2001 diakhiri dengan kesepakatan
rumusansebagaimana kemudian disahkanadalRapat Paripurna
MPR RI pada 9 November 2001.

Pasal 6A Ayat (1) tersebut di atas menegaskeberapa hal
sebagai berikut
Pertama,bahwa dengan dikembalikannya kedaulatan rakyat pada si
empunya kedaulatan maka Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi
dipilih oleh MPR sebagai pemegang kedaulatan Negara melainkan
dipilih langsung oleh rakyat.

Kedua,bahwa sebagai wujud prinsip kolektivisme kekerabatan dalam
semangat kekeluargaan dan kegotomgongan maka Presiden dipilih
sebagai satu pasangan dengan Walesiden.

Ketiga, bahwa Presiden dan Wakil Presiden adalah satu pasangan
yang bersifatdwi tunggal dan memiliki tanggung jawab bersama
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena
itu Wakil Presiden mempunyai kedudukan sangat tinggiukekan

nya tidak tergantung dari Presiden. Wakil Presiden wajib membantu

#2gekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MSASKAH KOMPREHENSIF.....BUKU IV. Op.
Cit. HIm. 220.
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Presiden tapi bukan dalam pengertian sebagaimana Menteri Negara
adalah juga Pembantu Presiden. Calon Wakil Presiden dipilih oleh
calon Presiden, akan tetapi tidak diangkat dan diloéiaa oleh
Presiden.

Ketiga, bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebaga
satu pasangan ditetapkan jugangan harapan akan memperkuat
stabilitas pemerintahan.

Keempat,bahwa dengan adanya stabilitas pemerintahan maka
Tugas Pokok Pemerintahan Negi@ebagaimana menjadi Misi Negara
Indonesia, yang ditegaskan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD
NRI Tahun 1945 akan lebih cepat diwujudkan. Tugas Pokok
Pemerintah Negara Indonesia atau Misi Negara Indonesia dimaksud
adalah :

Melindungi segenap bangsadonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia;

Memajukan kesejahteraan umum;
Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan

Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kelima, last but not leastpemilihan Presiden dan Wakil Presiden
secara langsung oleh rakyat mempertegas sigtasidensilyang
dianut Negara Indonesia.

Sebelum rumusan Pasal 6A Ayat (2) disepakati, berkembang
berbagai pendapat fraklsaksi yang kemudiandiusulkan agar
pendapafraksifraksi dikerucutkan menjadi dua, yaitu calon Presiden
diseleksi melalui pemilihan umum dan kemudian dipilih dan
ditetapkan oleh MPR, kedua adalah calon Presiden ditetapkan oleh
MPR dan kemudian dipilih melalui pemilihan umum.

Dalam Rapat k&6 PAH| BP MPR pada 10 September 2001
fraksifraksi kembali menyampaikan pendapat antara lain sebagai
berikut®. Pertama bahwasistem pemilihan Presiden langsung akan

Zbid. HIm. 268290.
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merusak sistem MPRKedua, bahwakonon menurut hasil suatu
survey 82% responden menghendaki fieam Presiden langsung
oleh rakyat sudah dilaksanakan pada tahun 2B@da akhirnya dalam
Rapat Paripurna MPR RI pada 9 November 2001 rumusan Pasal 6A
Ayat (2) disahka sebagaimana tersebut di atas.

Pasal 6A Ayat (2) mempertegas beberapa hal sebagdlaitber
Pertama, bahwa dalam kehidupan demokrasi yang merupakan
pengejawantahan Sila IV Pancasila maka partai politik didudukan
sebagai pilar utama pelaksanaan kehidupan demokrasi, khususnya dan
antara lain dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Kedua, bahwa demi tegaknya demokrasi yang berkeadilan maka
hanya partai politik yang telah dinyatakan sah sebagai peserta
pemilihan umum yang memiliki hak untuk mengusulkan pasangan
calon Presiden dan Wakil Presiden.

Ketiga, bahwa untuk dapat mengusulkan pasanggon Presiden dan
Wakil Presiden partai politik dapat bergabung dengan partai politik
lainnya yang samaama telah dinyatakan sah sebagai peserta
pemilihan umum.

Keempatbahwa pengajuan usul pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden harus dilakukagebelum pemilihan umum dilaksanakan,
dalam arti pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E
Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945yang berbunyi:Pemilihan umum
diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Presiddan Wakil Presiden dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daeralengan demikian yang dimaksud partai
politik peserta pemilihan umum adalah setiap partai politik yang
dinyatakan sah dan karena itu memiliki hak konstitusional untuk
mengikuti pemilihan umum sebagainaadimaksud dalam Pasal 22E
Ayat (2) tersebut, dengan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22E Ayat (4) yang bersifak specialis

Kelima, bahwa atas dasar uraian tersebut di atas maka penetapan
Presidenial Threshold tidak dapat dibnarkan karem serta merta
melahirkan ketidakadilan dengan pengebirian hak konstitusional partai
politik yang secara konstitusional, demokratis dan berdasarkan hukum
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telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum sebagaimana di
maksud dalam Pasal 6A Ayat (2).

Pembahaan rumusan Pasal 6A Ayat (3) tidak dapat dipisahkan
dengan Ayat (4). Blam Rapat k&8 PAH | BP MPR pada 12
September 2001. Pada kesempatan tersebut-fraksi menyampai
kan pendapat antara lain sebagai beffkut
Pertama, nominasi paket calon Presiden dan Wakil Presiden
dilakukan oleh partai politik peserta pemilihan umum untuk memilih
anggota DPR. Bila terdapat partai politik yang memperoleh suara 50%
+ 1 maka paket calon Presiden yang diusung oleh partai tersebut
langsungdinyatakan sebagai Presiden terpilih. Bila tidak ada yang
memperoleh suara 50% + 1 maka dua paket calon Presiden dan Wakil
Presiden yang partainya memperoleh suara terbanyak pertama dan
kedua, dipilih secara langsung oleh rakyat.

Kedua,pemilihan Presiden putaran kedua sebaiknya tidak oleh rakyat
karenaeconomic, politicgldansocial costnya sangat tinggi.

Ketiga, bila konsisten dengan bentuk pemerintahan republik maka
Presiden dan Wakil Bsiden dipilih dalam satu pakstcara langsg
oleh rakyat.

Keempatperlu ada penggabungan partai politik hingga hanya ada dua
partai yang mengusung paket calon Presiden. Dengan demikian
mempermudah untuk memperoleh suara 50% + 1.

Kelima, bila puteran kedua dipilih oleh MPR, ada kemungkinan yang

terpilih justru pemenang kedua sehingga mengkhianati kehendak
rakyat. Oleh karena itu kita rumuskan saja yang telah disepakati
bahwa Presiden dipilih melalui pemilihan umum dan rincian

selanjutnya diserahkan pada undamglang untuk mengaturnya.

Keenam,dengan mempertimbangkan berbagai masalah sosial dan
politik serta beban biaya kampanye mengingat luasnya wilayah
Indonesia maka pemilihan putaran kedua sebaikigh MPR, namun
wakil-wakil rakyat yang duduk dalam MPR haruslah bevemar
memperoleh legitine dari rakyat.

Z1bid. HIm. 292315.
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Pada akhirnya dalanRapat Paripurna MPR RI pada 9
November 2001 rumusan Pasal 6A Ayat (3) disahkan sebagaimana
tersebut di atas.

Pasal 6A Ayat (3) tersebut di atas memuatHal sebagai
berikut.
Pertama,bahwadalam Cita Negara KekeluamaPresiden dan Wakil
Presiden adalah pemimpin yang bagaikan orang tua bagi seluruh
rakyat Indones yang memiliki latar belakanglural (jamak) dan
sekaligus juga heterogen (aneka raganfleh karena itu persyarat
an untuk ditetapkan sebagai Presiden Wdakil Presiden terpilih
melalui pemilihan umum tidak sekedar memperoleh suara lebih dari
lima puluh persen. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden juga
harus membuktikan bahwa mereka juga dikehendaki oleh setidaknya
dua puluh persen rakyat Indonesanyg tersebar minimal di setengah
jumlah provinsi di Indonesia. Dengan dukungan yang merata tersebut
dapat diharapkan bahwa segenap rakyat pada gilirannya akan tumbuh
rasa ikut memiliki ¢ense of belonging kehendak untuk ikut
berpartisipasi 4ense of pdicipation), dan rasa ikut bertanggung
jawab gense of responsibilitydalam pelaksanaan progrgmogram
pembangunan yang dicanangkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Kedua,bahwa pemilihan presiden secara langsung sebagaimana diatur
antara lain dala Pasal 6A Ayat (3) menjelaskan makna Cita Negara
Kekeluargaan yang menurut Drs. Moh. Hatta, sebagaimana telah
diuraikan di atas, adalah perwujudan demokrasi asli ke konteks
modern; Individualisme, yang antara lain mewujud dalam pemilihan
umum, menurut H#d, jangan dibendung dengan kembali ke
kolektivisme tua, melainkan dengan "mendudukkan -aitea
kolektivisme itu pada tingkat yang lebih tinggi dan modern, yang
lebih efektif dari individualisme".

Pasal 6A Ayat (4) mengatur Raal sebagai berikut.
Pertarma, bahwa Cita Negara Kekeluargaan menempatkan norma atau
ketentuan hukum (boleh/tidak boleh) atas dasar logika (benar/salah)
demi terwujudnya etika (baik/buruk). Oleh karena itu norma

% Budiono Kusumohamidjoj@2000 KEBHINNEKAAN MASYARAKAT INDONESIA , Suati
Problematik Filsafat Kebudayaa#tPT. GramediatJakarta. Him. 45.
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konstitusi/UUD NRI Tahun 1945 tidak sekedar bersiathtmatig
akan téapi dan utamanya bersifalbelmatigatau harus bermanfaat
bagi masyarakat, yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.

Kedua, bahwa atas dasar itu, ketentuan Pasal 6A Ayat (4) tersebut
tidak dimaksudkan untuk mengutamakan suaraaterk sebagai
penentu, akan tetapi harus dipahami sebagai jalan kebsaage
clausg demi kemaslahatan bersama.

Ketiga, bahwa sebagaimana dipahami dalam prinsip Demokrasi
Pancasila, musyawarah untuk mencapai mufakat diutamakan dan
ditujukan bagi tercinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Oleh karena itu pada kesempatan terakhir, ketika
musyawarah sudah sampai pada saat tidak dimungkinkannya tercapai
mufakat maka pemungutan suara atas dasar mayoritas suara dapat
dibenarkan sepanjang deterwujudnya keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.

Keempat, bahwa NHWHQWXDQ 9YGHQJDQ VXDUD WHUETL
tentangan dengan Pancasila sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (3)

UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi ~ 6&al putusan Majelis
PermusyawaDb WD Q 5DN\DW GLWHWDSNDQ GHQJDQ VXD

PENUTUP

Pada umumnya diyakini bahvegitimasi dasar kekuasaan yang
sah adalah legitimasi kedaulatan rakyat. Rakyat yang berdaulat
menyerahkan penataan dan nasibnya pada seseorang atau suatu
organisasi Oleh karena itu rakyat berhak dan wajib menyatakan
kehendak dan harapan atau -@i@nya pada yang memimpin. Sang
pemimpin wajib melaksanakan kehendak rakyat tersebut, karena
untuk itulah ia dipilih. Akan tetapi, kedaulatan rakyat tidak tak
terbatas. Kdaulatan rakyat harus diatur karena cenderung melahirkan
anarki. Pada masanya Plato pernah menyatakan bahwa demokrasi
sebetulnya merupakan perwujudan pemerintahan oleh kaum miskin
dan bodoh atas mereka yang terdidik dan berpengetalde@ (
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mengatasphilosophig®®. Pendapat Plato tersebut, besar kemungkin

an, dipicu oleh kekecewaan karena gurunya, Socrates, dihukum mati
atas desakan massa rakyat dan bukan atas putusan peradilan yang fair,
terbuka dan adil.

llusi demokrasi yang melahirkan anarki pada umuanny
disebabkan oleh masih kurangnya kecerdasan masyarakatnya, baik
kecerdasan intelektual maupun dan khususnya kecerdasan emosional.
Selain itu agar demokrasi tidak terjerembab pada praktik anarkistis,
diperlukan batasan dan arah sehingga demokrasi tidakdaek
menjadi sarana tanpa tujuan. Demokrasi atau kedaulatan rakyat
dengan demikian harus terselenggara atas dasar hukum.

Negara Indonesia dibentuk atas dasar Pancasila yang berfungsi
sebagai pandangan hidyph{losofische grondslggdasar negara dan
kemudian juga berfungsi sebagai ideologi nasional. Atas dasar itu,
Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat yang dipimpin
oleh hikmat kehaksanaan dalam permusyawarapeamwakilan. Pada
awal masa kemerdekaan kedaulatan rakyat itu untuk sementara
dilakukansepenuhya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat karena
pada masa itu ditengarai bahwa rakyat belum sepenuhnya dewasa
dalam berdemokrasi. MPR kekuasaannya tidak terbBiasgezamte
Staatgewalt liegt allein bei der Maje)isDalam pelaksanaan seha
hari kedaulatan rakyat tersebut dilakukan oleh Presiden yang
didudukan sebagai Mandataris MPR.

Presiden memiliki masa jabatan selama lima tahun dan sesudah
nya dapat dipilih kembali. Dengan demikian sistem pemerintahan
yang dipilih adalah sistem presidensil yang mendudukkan Presiden
sebagai Kepala Pemerintahan sekaligus juga sebagai Kepala Negara.
Presiden ialah penyelenggara Pemerintahan Negara yanggerding
bawah MPR. Jadioncentrationof power and responsibility upon the
President Meskipun demikian, Presiden memegang kekuasaan
pemerintahan menurut Undakipdang Dasar.

Memasuki era reformasi dilakukan perubahan UUD NRI
Tahun 1945 yang berlangsusglama empat tahapan perubaharkseja

% Budiarto Danujaya2012 DEMOKRASI DISENSUSPolitik Dalam Paradox, PT. Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta.
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tahun 1999 hingga tahun 2002Velalui perubahan tersebut,
kedaulatan diserahkan kembali pada rakyat dengan arahan dan
pembatasan sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.
Pelaksana kedaulatan rakyat tidak terbatag/daleh MPR. Dalam
lingkup supra struktur, UUD NRI Tahun 1945 menetapkan 8
(delapan) lembaga Negara pelaksana kedaulatan rakyat yaitu, Majelis
Permusyawaranh Rakyat, Presiden, Dewan Pakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamatsttasi,
Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Yudisial. Dalam lingkup
infra struktur UUD NRI Tahun 1945 menempatkan Partai Politik
sebagai pilar utama dalam kehidupan demokrasi, meskipun tidak
terbatas pada partai politik saja.

Partai Politik adalah orgdsasi yang bersifat nasional dan
dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela
atas dasar kesamaan kehendak danct#auntuk memperjuangkan
dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan
negara, serta memelihara kein Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (UU No.2 Tahun
2008 tentang Partai Politf) Selain tujuan umum, partai politik juga
memiliki tujuan khusus sebagaiana ditetapkan dalam undang
undang. Salah satu tujuan khususrmdalah terbangunnya etika dan
budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Persoalannya hingga kini belum tampak adanya usaha yang
serius dan bersunggiungguh untuk mewujudkan tujuan tersebut.
Partai politik harus segera ditmeskan dari petualafgetualang politik
yang hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri dan kelempok
nya. Semoga.

% Baca juga http://hitamandbiru.blogspot.com/2012/07/pengertignandanfungsi-

partai.html#ixzz4 WIO5WiY p
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PEMAKZULAN PRESIDEN
SEBAGAI PROSES
PERADILAN TATA NEGARA

Hamdan Zoelva

Abstrak

Persoalan pokok yang dibahas dalam tulisan singkat ini adalah menganalisis
bagaimanakah proses pemakzulan presiden menurut hukum tata negara
Indonesia dan apakah yang menjadi aleslasan pemakzulan dalam
hubungannya dengan sistem pemerintahan Indonesiapdnsip negara
hukum. Dengan menggunakan pendekatan literatur serta perbandingan,
ternyata bagaimana mekanisme pemakzulan presiden Indonesia berkaitan
dengan sistem pemerintahgmesidensilyang dianut. Menurut konstitusi
Indonesia, pemakzulan presideadalah merupakan proses peradilan
tatanegara yang harus memperhatikan pripgipsip hukum, tetapi tidak
dapat maghindar dari pengaruh politiklPR sebagai lembaga politik adalah
peradilan tertinggi dalam proses pemakzulan presiden di Indonesia,
putusang final dan mengikat.

Kata Kunci : permakzulan presiden, peradilan tata negara, konstitusi
Indonesia

Abstract

The main problem discussed in this short article is to analyze how the
process of impeachment of the president according to Indonesian
constitutional law and what are the reasons for impeachment in relation to
the Indonesian government system and the jplim®f the rule of law. By
using the literature approach and comparison, it turns out how the
impeachment mechanism of the Indonesian president relates to the
presidential government system adopted. According to the Indonesian
constitution, the impeachmemf the president is atate administration
tribunal process that must pay attention to legal principles, but cannot avoid
political influence. The MPR as a political institution is the highest court in
the process of impeachment of the president in leslan its final and
binding decision.

Keywords: presidential impeachment,state administration tribunal
Indonesian constitution
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PENDAHULUAN

UUD 1945 menegaskan Indonesia merupakan negara hukum

(rule of law). Dalam negara hukum terkandung mak@dwa semua
lembaganegaratermasuksemua lembagaemerintalan harus bertindak

atau melaksanakarperbuatannya berlandaskan pad&um (UUD,
undangundangdan segala peraturan pelaksanaannya serta putusan
pengadilah Konsep negara hukummeniscayakan adaay i)
pembagian kekuasaan negara; ii) pengakuan dan jaminan hak asasi
manusia dalam konstitusi; iii) pelaksanaan kekuasaan pemerintahan
berdasarkan hukum; iv) peradilan yang bebas serta tidak memihak;
serta v) segala warga negara bersamaan kedudukannyaladn d
hukum dan pemerintahaaduality before the law and govermgent

Konsep negara hukunpada intinya menghendaki adanya
pembatasan kekuasaan untuk menghindari keseweramgngan
penguasa "Power tend to corrupt, absolute power, corrupt
absolutely," demikian katakata Lord Acton yang sangat terkenal
pada tahun 1887 yang telah menjadi adagium dalam penyelenggaraan
kekuasaan negara. Pemikiran ini melandasi pentingnya pembatasan
kekuasaan dan mekanisme kontxtds pelaksanaan kekuasaan negara
oleh orgarorgan negara sehinggaemungkinkan kekuasaan seorang
presiden yang memegang kendali pemerintahan dapat dicabut kembali
melalui mekaréime pemberhentian presiden daal wakil presiden
atau dikenal dengan istilah "pemakzulan presiden".

! Surat yang dikirim Lord Actonkepada Bishop Mandel Creighton pada tahun 1887.
Sebelumnya kalimat yang mirip pernah diucapkan oleh William Pitt (Perdana Menteri Inggris

1766 GL GHSDQ +RXVH RI /RUGV unlimitdd @awd?HaRi\tD ¥oiPutD Q 3
the minds of those who pesst” /LKDW KWWS ZZZ SKUDVH RUJ XN KWP

2 'DODP WXOLVDQ LQL GLJXQDNDQ LVWLODK SHPDN]XODQ WLGDN P|
\DQJ GLNHQDO GDODP 88' impeRihX&X QD QVWEIONDHKQD O GDODP EHUED]
OLWHUDWXBEHWUWHQML.LBYH PHQJIJDQGXQJ PDNQD \DQJ PXOWL WDIVL
SURVHV FDUD SHUEXDWDQ PHPEHUKHi@MacNmegt DAALDXDW SP@DW EHUK
merupakan istilah asing, juga bermakna sempit, yaitu hanya merupakan salah satu bagian dari

SURVHV SHPDN]XODQ \DQJ EHUDGD SDGD WDKDS SHQGDNZDDQ 6H
samping memiliki makna yang lebih tepat, yaitu jugarupakan bahasa Indonesia Baku yang

dimuatnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Istilah “"pemakzalag"” berasatari kata

"makzul, yaitu berhenti memegang jabatan, turun tahta, "memakzulkan”, berarti menurunkan

dari tahta, memberhentikan dari jabatan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga,

Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, himKa@#'makzul sendiri

berasal dari kata bahasa arab, dari akar ke#ald' yang memiliki dua arti, yaitu lisolate set

apart, separate segregate seclude dan 2)dismiss discharge recall, remove (from office.

6 HGDQJN D@k W6 CFDD KX O Xgasthridiplg dari kata azald'. Istilah ini juga
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UUD 1945 mengatur alasan dan mekanismpemakzulan
presiden Pasd 7A mengatur hukum materil pemakzulan, yaitu
lembaga negara yang berwenang mengusulkan dan memutuskan
pemakzulan serta alasan hukum yang menjadi dasar pemakzulan.
Sedangkan Pasal 7B mengatur mekanisme dareprpemakzulan
(hukum formil). Dari pengaturan tersebut menunjukkan bahwa alasan
dan proses politik untuk memakzulkan presiden lebih rumit dan
nampak dipersulit dibanding proses pemakzulan yang dikenal sebelum
Perubahan UUD 1945. Hal itu karena pemakzulselain harus
didasarkan pada alasatasan hukum yang telah ditentukan secara
limitatif, juga harus melalui proses pengambilan keputusan yang
rumit. Untuk dapat mengusulkan pemakzulan harus didukung oleh
mayoritas absolut anggota Dewan Perwakilan Rakyd@R)Ddan
pemakzulannya harus disetujui oleh mayoritas mutlak anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR). Di samping itu, sebelum MPR
memakzulkan presiden, alasalasan dan proses pemakzulan harus
diuji dan diperiksa aspek hukum dan konstitusionalnya oleh
Mahkamah Konstitusi (MK) yang menentukan keabsahan alasan dan
proses pemakzulan apakah sesuai dengan hukum dan konstitusi.
Pengaturan demikian adalah wajar, karena sistem pemerintahaan yang
dianut UUD 1945 adalah sistepmesidensilyang lebih mengutarra
kan stabilitas pemerintahan yanfix'ternt'.

Dalam Pasal 7A UUD 1945 terdapat dua alasan presiden dapat
dimakzulkan dari jabatannya, yaitu: i) melakukan pelanggaran hukum,
dan ii) tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Sebelum MPR
memutuskan untuk mekalkan presiden dan/atau wakil presiden
berdasarkan alasan tersebut, terlebih dahulu harus melalui pembuktian
yang dilaksanakan dalam sebuah proses peradilan, yaitu persidangan
di MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus keabsahan alasan
dan prosedur yan dilakukan di DPR. Bagainanakan proses
pemakzulan itu dilakukan di Indonesia serta bagaimana hubungannya
sistem pemerintahan.

sudah dipergunakan dalam khazanah keilmuan di Indonesia, misalnya dalam buku Raja Ali Haji,
Tsamarat AIMuhimmat(1859), yang memaknai pemakzulan sebagai pemecatan raja/penguasa.

% Pasal 2C ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa MK wajib memberikan putusan atas pendapat
DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD.
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SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

Dalam pemerintahan demokratis modern di dunia terdapat dua
model umum sistem pemerintahan dalam hubungan antara kekuasaan
eksekutif dan kekuasaan legislatif, yang dikenal, yaitu sistem
pemerintaharpresidensildan sistem pemerintahan parlementer. Ada
pun nodel lainnya adalaltampuran atau varian dari kedozodel
tersebut. Para akademisi pada umumnya mengambil dua contoh model
yang dijadikan patron yaitsistem parlementer model Inggsebagai
contoh model sistem pemerintahan parlementer dan sigtsitesil
model Amerika serikat sebagai contoh model sigpeesidensil Dari
kedua model itulah yang memberi pengaruh pada sistereringshan
di berbagai negara, terutama sistem parlementer berpengaruh di
negaranegara bekas jajahan Ingg dan sistem presidasil
berpengaruh di Amerika Latin. Model ketiga varian baru atau
campuran merupakan sistem pemerintahan -peesidensilantara
lain yang dianut oleh Perancis.

Menurut Lijphard, ada tiga ciri pokok pemerintahan sistem
presidensilyang membedakannya dengaarlementer yaitu : 1)
kepala pemerintahan berada di tangan presiden yang pada umumnya
merangkap sebagai kepala negarsedangkan dalam sistem
parlementar kepala negara dengan kepala pemerintahan dipisahkan
kepala pemerintahan memimpin kabinet, 2) ekstkialam sistem
pemerintaharpresidensitterpisah dari legislatif dan tidak merangkap
sebagai anggota legislatif, sedangkan pada sistem parlementer perdana
menteri dan para anggota kabinetnya adalah anggota parlemen. 3)
presiden pada umumnylipilih langaing oleh rakyatiergan berbagai
variasi pemilihandan bertanggung jawab langsung kepada rakyat
dengan masa jabatan yang tetap dalam periode waktu terfientu (
term), sedangkan pada sistem parlementer perdana menteri
bertanggung jawab kepada kepguarlemen dan setiap saat dapat
diberhentikan oleh parlemen dengan mosi tidak percaya dan para
anggota anggota kabinetnya bertanggung jawab secara kolegial
kepada parlemen

Dari gambaran tersebut jelas bahwa pemerintah (eksekutif)
dalam sistem pemerintamaparlementer sangat tergantung pada
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parlemen dan eksekutif dapat diberhentikan oleh parlemen dengan
mekanisme mosi tidak percaya. Sistem ini men@bd&emungkian
penggantian pemerintahan yang lebihrgeterjadi jika partai politik

dan tradisi pemerintahapang tidak mapan. Dgan sistemitulah

yang pernah dialami dalam perjalanan sejarah Indonesia dalam
periode tahun 1950 sampai pada 1959 ketika menerapkan sistem
parlementer. Sedangkan pada sistem pemerintama@sidensil
pemerintahan diharapkan lebih raap karena jabatan yang pasti
dalam kurun waktu tertentu. Presiden hanya dapat dimakzulkan dari
jabatannya dengan alasalasan tertentu yang pada umumnya
merupakan pelanggaran hukum.

Indonesia sebelum perubahan UUD pada 1202,
menganut sistem pemeréfitan sempresidensil Dikatakan demikian
karena banyak memiliki ciripresidensil yaitu kekuasaan yang
terpisah dari parlemen dan masa jabatan yatap tgaitu 5 tahun,
tetapi jugamemiliki ciri parlementer karena menggunakan mekanisme
pertanggungjawabamresiden di hadapan MPR dan MPR dapat
memakzulkan presiden apabila pertanggungjawabannya ditolak. MPR
adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan tertinggi sebagai
penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang anggotanya terdiri dari
anggota Dewan PerwakilaRakyat, Utusan Daerah dan Utusan
Golongan. Presiden diangkat dan diberhentikan oleh MPR dan
merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi di bawah MPR.
Presiden adalah mandataris MPR serta tunduk dan bertanggung jawab
kepada MPR. Dalam menjalankan pemtihan negara, kekuasaan
dan tanggung jawab ada di tangan Presidendentration of power
and responsibility upon the presigesebagimanaenjeleasan UUD
1945 sebelum perubahan. Berdasarkan sistem pemerintahan semi
presidensil tersebut Indonesia mengala dua kali pemakzulan
Presiden yaitu Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wabhid
karena dianggap tidak dapat memberikan pertanggungjawaban yang
dapat diterima oleh MPR.

Dengan sistem itu, Indonesia mengalami masa kekuasaan
seorang presiden yargglana lebih dari 30 tahun (32 tahun) yaitu
Presiden Soeharto, dan masa kekuasaan presiden yang singkat yaitu
tidak sampai dua tahun sebagaimana dialami oleh Presiden
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Abdurrahamn Wahid (menjabat 1 tahun 10 bulan) dan Presiden BJ
Habibie (menjabat 1 tahun 4 laml). Presiden BJ Habibie tidak dapat
melanjutkan jabatannya menggantikan Presiden Soeharto selama 5
tahun karena ditolak pertanggungjawaban oleh MPR.

Perubahan UUD 1945 19902 mengubah pula sistem
pemerintahan Indonesia secara mendasar, yaitu mangkén sifat
parlementer dari sistem pemerintahan Indonesia. Presiden dipilih
langsung oleh rakyat untuk masa jabatan lima tahun dan hanya dapat
diberhentikan dengan alasalasan tertentu vyaitu melakukan
pelanggaran hukum yang berupa pengkhianatan tgrhadgara,
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya serta perbuatan
tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden.

PEMAKZULAN PRESIDEN MENURUT UUD 1945

Pada awal mulanya mekanisme pemakzulan presiden yang
dikenal sekarang ini telakliperkenalkan dalam konstitusi Amerika
Serikat tahun 1787seiring dengan diperkenalkannjabatan presiden
dalam pemerintahan modern, dan mekanisme pertanggungjawaban
politik dalam sistem demokrasi. Alasan pemakzulan presiden dalam
konstitusi berbagai nega berbedéeda. Dari perbedaan tersebut,
paling tidak ada empat kelompok alasan pemakzulan presiden, yaitu
(a) alasan palitik ditolaknya pertanggujagvaban presiden, seperti di
Perancis, (b) pelanggaran hukum tata negara (hukum umum) seperti
di Jerman,yaitu pelanggaran sengaja atas konstitusi dan berbagai
undangundang federalwill full violation of basic law or any other
federal law,’ (c) alasaralasan pidana seperti di Amerika Serikat,
serta (d) gabungan dari alasaiasan tersebdit.

* Lihat, article Il section 4, US Constitution.

® Lihat, Pasal 49 Konstitusi Perancis 1958akéir diamandemen tahun 2005.

® pasal 61 Basic Law for Federal Republic of Germany (Grundge@&&3$zamandemen terakhir
1993. Hal yang samditemukan dalam Konstitusi Rumania, yaitu presiden dimakzulkan karena
pelanggaran konstitusi. Konstitusi Polandia mencantumkan aleisdation of the constitution

or of a statute commited

" Article Il, Section 4, Konstitusi Amerika Serikat menentuk#sanpemakzulan presiden yaitu:
violation of the constitution or of a statute commited.

8 Misalnya Konstitusi Federal Rusia 1993, mengatur alasan pemakzulan pada Pasal 93 dan 125,
yaitu pelanggaran hatak konstitusional rakyat dan kebebasan warga negéotation of
constitutional right and freedom of citizgndan pengkhianatan terhadap negara atau tindak
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Dalam kontekslndonesia, terutama sebelum perubahan UUD
NRI Tahun 1945 tidak ditemukan adanya rumusan yang spesifik
ataupun pembahasan mengenai pemakzulan presiden, baik ketika
UUD NRI Tahun 1945 dirumuskan oleh Badan Penyelidik Usaha
Persiapan Kemerdekaadokuritsu zyunbi tyosakai maupun dalam
rapatrapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indorfeséalaupun
demikian, bukan berarti presiden tidak dapat dimintai pertanggung
jawaban dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara.
Hal itu karena sistem pemerintaharenurut UUDNRI Tahun1945
menganut prinsip kedaulatan rakydengan kkuasaan tertinggi
negaraberada pada MPR. Presiden yang dipilih MPR tunduk dan
bertanggung jawab kepada MPRtas permintaan DPR, MPR dapat
mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta gonggungjawaban
presiden’ Mekanisme pemakzulan presiden melafgrtanggung
jawaban kemudian diatur secara lebih detail baik alasan maupun
mekanismenya dalam Ketetapan MPfang menentukan satu alasan
pemakzulan, yaitu presiden sungeaungguh melanggar aluan
negara.Pelanggaran atas haluan negara ini memiliki makna yang
sangat luas, baik pelanggaran atas haluan negara yang ditetapkan
dalam berbagai ketetapan MPR maupun haluan negara yang
ditentukan dalam UUD, termasuk pelanggaran atas sumpah jabatan
presden yang diatur dalam Pasal 9 UUNRI Tahun 1945.
Pelanggaran atas sumpah jabatan presidexakep pelanggaran atas
UU, undangundang dan segala peraturan pelaksanaannya. Artinya
pelanggaran atas peraturan pemerintah pun, merupakan alasan
pelanggaran hahn negara karena melanggar pamjabatan yang
ditentukan oleh UUD.

pidana berat lainnya. Afrika Selatamserious violation of the constitution, serious missconduct
and inability to perform the function of officéndia, violation of the constitutionFilipina,
treason, bribery, graft, and corruption, other high crimes of betrayal of public tKmtea
Selatanyiolate the constitutionor other axts in the performance of official duties.

° Risalah Rapat BPUPK, Lihat. R.M.A.B. Kusuniahirnya UndangUndang Dasar 1945him.

312.

0| jhat Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan.

" vaitu Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/1973 yang kemudian diubah dengan Ketetapan MPR
No. [II/MPR/1978 tentang Kedudukasen Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara
dengan/antar Lembaga Tinggi Negara dan Ketetapan MPR mengenai Peraturan Tata Tertib
MPR.
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Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, telah terjadi dua kali
pemakzulan presiden. Pada tahun 1967 Presiden Soekarno dimakzul
kan dengan Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 yang pada pokoknya
menyebutkan alasan pemakzulan adalah pelanggaran haluan negara
berupa penolakan presiden oleh MPR atas pertanggungjawaban politik
presiden mengenai peristiwva3® S/PKI, kemerosotan ekonomi dan
akhlak. Pemakzulan Presiden Soekarno mengalir dalam aru polit
yang kuat, tanpa suatu aturan dan desain hukum serta konstitusi yang
jelas.

Pada tahun 2001, Presiden K.H. Abdurrahman Wahid
dimakzulkan karena dianggap telah melakukan tinddikaiakan
yang melanggar haluan negara, Yyaitu menolak memberikan
pertanggugjawaban pada Sidang Istimewa MPR, dan melakukan
pelanggaran berat terhadap konstitusi dengan mengeluarkan
Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001 yang
membekukan DPR, MPR, dan Partai GoléarDalam kasus
pemakzulan Presiden K.H. Abdurratam Wahid tersebut, prosedur
pemakzulan sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR RI Nornor
II/MPR/1978 diikuti secara konsisten oleh DPR. Oleh karena itu,
tahapan dan proses pemakzulan memakan waktu lama, seluruh proses
pemakzulan berlangsung hampir setalyaitu dimulai pada Agustus
2000 dan berakhir dengan pemakzulan presiden pada Juli 2001.

Dari dua kasus pemakzulan Presiden tersebut dapat disimpulkan
bahwa alasan pemakzulan presidiiam kedua kasus itierutama
disebabkan oleh hilangnya kepercayaan M&dtaku wakil rakyat
terhadap presiden, di mana alasan yang bersifat umum selalu dikaitkan
dengan tindakan Presiden yang dianggap telah melanggar UUD serta
haluan negara, serta peraturan perundarangan lainnya.

UUD NRI Tahun 1945 hasil perubahan menekan secara
lebih rinci alasaralasan dan mekanisme pemakzulan presiden. Salah
satu tujuan pengaturan tersebut adalah untuk memperkuat sistem
presidensil yaitu untuk memberikan jaminan konstitusional jabatan

12| jhat, pertimbangan dalam Ketetapan MPR RI No. II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban
Presiden Republik Indonesia K. Abdurrahman Wahid.
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presidenfix term lima tahun®® Jika sebelum pebahan, mekanisme
pemakzulan presiden melalui pertanggungjawaban politik presiden di
hadapan MPR yang berdasarkan alesasan politis. Setelah
perubahan UUDNRI Tahun1945, mekanisme pertanggungjawaban
presiden dilakukan melalui mekanisme pemakzulan yaegipakan
gabungan dari proses politik dan proses hukum. Jika membaca risalah
perubahan UUD, tergambar jelas bahwa rumusan alasan dan
mekanisme pemakzulan presiden mulai diusulkan friaéksi MPR

pada periode pembahasan perubahan ke 2 WGIRD Tahun 1945
ketika membahas usul perubahan mengenai kewenangan MPR. Pada
usulan awal walpun sebagian besar fraksi menganggap
pertanggungjawaban politik presiden di hadapan MPR karena
melanggar haluan negara sebagai alasan pemakZulaamun
beberapa fraksi sudah ngajukan alasaalasan yang lebih spesifik,
antara lain alasan melanggar sumpah/janji, memberi dan menerima
suap, melanggar hukum, serta melakukan kejaHagmtatan moral.
Seteldn usulan awal tersebut dibahaarsama tim ahli yang dibentuk

BP MPR untuk mmbantu perumusan UUD, dicapailah kesepakatan
seperti yang termuat dalam Pasal 7A dan Pasal 7B sekarang ini.
Berikut perbandingan usulan awal PAH | BP MPR, usulan Tim Ahli
dan rumusan hasil perubahan:

Perbandingan Rumusan Alasan Pemakzulan Presiden

RumusanPAH | Usulan Tim Ahli Rumusan Final

Tahun 2000

Melanggar UUD, Pelanggaran sumpal Melakukan perbuatan
melanggar haluan | jabatan, pelanggarar] melanggar hukum

negara, menghianaj hukum berupa yang berupa
negara, melakukan| penghiaatan penghianatan
tindak pidana terhadap negara, terhadap negara,
kejahatan, korupsi, penyapan | korupsi, penyuapan,

melakulan tindak | dan perbuatan tercel| tindak pidana beta

13 Seperti dikemukakan oleh Harjono (FPDIP) pada rapat Pleno PAH | BP MPR tanggal 24 Mei
2000, membahas Bab Il tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara.

4 Seperti disampaikan pada rapat pleno PAH | BP MPR pada hari Senin, 22 Mei 2800, ol
FPG, FPPP, Reformasi, FPBB, FPDU, FPDKB, FUG, FPDIP, dan FKB.
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pidana penyuapan | danatau tidak lagi lainnya perbuatan

danatau melakukan memenuhi syarat tercela dardtau tidak
perbuatan tercela. | sebagai presiden. lagi memenuhi syarat
sebagai presiden.

Paling tidak ada tiga model peradilan pemakzulan presiden
dalam konstitusi berbagai negara, yaitu: (a) proses peradilan dua
tingkat oleh lembaga perwakilan rakygislatif) seperti di Amerika
Serikat, (b) proses peradilan tiga tingkat, yaitu disamping oleh
lembaga perwakilan rakyat, juga harus dengan putusan lembaga
yudikatif (Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung), seperti di
Jerman® Prancis'® juga Korea Selatan, dan (c) model campuran,
yaitu proses peradilan dua tingkat tetapi melibatkan lembaga yudikatif
di tengah proses pemakzulan di Indonesia, juga di Rlsia.

Pada prinsipnya mekanisme pemakzulan presiden menurut
UUD NRI Tahun1945 berkaita dengan tiga lembaga negara, yaitu
DPR yang mengusulkan pemakzulan presiden (penuntut), dalam
bentuk pendapat DPR dengan persetujuan sekdwaaggnya 2/3
anggota DPR dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang
kurangnya 2/3 dari jumlah anggota. Mahk&raonstitusi memeriksa,
mengadili, dan memutuskan apakah secara hukum pendapat DPR
benar dan serta MPR yang memutuskan apakah presiden dimakzulkan
atau tidak dimakzulkan. Putusan MPR harus dengan persetujuan
sekurangkurangnya 2/3 peserta rapat paripurrang dihadiri oleh
sekuranekurangnya 3/4 anggota MPR.

Proses pemakzulan dapat digambarkan sebagai berikut: inisiasi
pemakzulan di DPR dimulai dengan usul anggota DPR, untuk
menggunakan hak menyatakan pendabaika usul penggunaan hak
menyatakan pendapditerima oleh rapat paripurna, DPR membentuk
panitia khusus (pansus) untuk mengkaji usul pernyataan pendapat
tersebut dengan melakukan penyelidikan mencari ki,

5 ihat, Pasal 61 Konstitusi Jerman.

16| jhat, Pasal 7 Konstitusi Prancis.

L ihat, Pasal 93 Konstitusi Federal Rusia, 1993.

18 Usul ini diajukan paling kurang 13 anggota DPR. Lihat, Pas&lR&aturan Tata Tertib DPR
Tahun 2004009.
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meminta keterangan saksi dan pimhkak terkait. Jika rapat
paripurna DPR atas hasilembahasan pansus menerima usul
pernyataan pendapat, dengan pejgatupaling kurang 2/3 anggota
DPR yang hadir dalam rapat paripurna yangdih paling kurang 2/3
anggotaDPR mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi
untuk memeriksa, mengadiliad memutus pendapat DPR tersefut.

Jika putusan Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat
DPR maka DPR mengajukan usulan pemakzulan presiden kepada
MPR. Tidak ada pengaturan yang spesifik sebagaimana mekanisme
dan prosedur pemakzulan di sidang MPR, kecuaékanisme
pengambilan keputusan atas pemakzulan presiden yang harus disetujui
paling kurang 2/3 anggota MPR dalam suatu rapat paripurna yang
dihadiri paling kurang % anggota MPR.

KRITERIA PELANGGARAN HUKUM SEBAGA | ALASAN
PEMAKZULAN PRESIDEN

Ada Dua kelompok alasan pemakzulan presiden, yaitu alasan
pelanggar hukum dan alasan tidak lagi memenuhi syarat sebagai
presiden. Ada lima jenis pelanggaran hukum yang dapat dijadikan
alasan (dasar) untuk memberhentikan presiditengah masa
jabatannya, yitu: (a) penghianatan terhadap negara; dan (b) perbuatan
tercela. Karena terminologi yang digunakan adalah terminologi
pidana, maka persoalan hukum yang muncul adalah apa yang
dimaksud dengan kelima jenis perbuatan melanggar hukum tersebut
dan bagaimana pses pembuktiannya sehingga presiden dapat
dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum dan dapat
diberhentikan dari jabatannya itu. Rumusan pemberhentian presiden
dalam Pasal tersebut sangat ringkas, tanpa penjelasan yang rinci dan
hanya mengat halhal pokok yang tentunya sangathieka untuk
adanya berbagai penafsiran yang bisa berbeda.

19 i
Ibid.
2L jhat, Peraturan Tata Tertib MPR Tahun 26BD9.
2 Hamdan Zoelva2005.Impeachment Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden
Menurut UUD 1945J)akarta: Konstitusi Presisim. 12.
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Tehadap ketentuan di atas, Undamglang tentang
Mahkamé Konstitusi memberikan penjelsan tentang jgaiss
tindak pidana tersebut, yaitff :

x Penghianataterhadap negara adalah tindak pidana tert
keamanan negara sebagaimana diatur dalam unotatagng

x Korupsi dan Penyuapan adalah tindak pidana korupsi
penyuapan sebagaimana diatur dalam undsaagng;

x Tindak pidana lainnya adalah tindak pidana yadighcan
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

x Perbuatan teelah adalah perbuatan yangpdameendahka
martabat Presiden daau Wakil Presiden.

Terhadap pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap
negara, korupsi, penyuapan, tindaklana berat lainnya tidak akan
menimbulkan interprestasi yang rumit karena dapat dirujuk pada
perundangX QGDQJDQ \DQJ DGD 6HGDQJIJNDQ GHIH(
WHUFHOD” WLGDN PHPEHULNDQ VXDWX NHSDVW|
tercela dapat dipidana atau termagétanggaran hukum lainnya.
Sebagaimana yang diatur dalam undandang Mahkanta
Konstitusi, penghianatan terhadap negara adalah tindak pidana
terhadap keamanan negara yang diatur dalam KUHPidana dan
sebagaimana yang diatur di luar KUHPidana, seperti kimpddana
terorisme.

Kejahatarkejahaéin terhadap keamanan negara dapat dibeda
kan dalam dua jenis, meskipun KUHPidana tidak mengenal
pembagian dua jenis tersebut, yaftu:

22 pasall0 ayat (3) Undangndang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

% Hamdan ZoelvaQp. Cit.,him. 53.

24 Moh. Anwar,1982.Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Bukuijil)d I, Bandung: Alumnij
him. 217.
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x Kejahatan terhadap keamanan dalam nedwodverraad
penghianatan dalam negeyng terdiri atas kejahatan ye
ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden, wil
negara, bentuk pemerintahan dan bentuk negara, sebag
ditemukan dalam Titel | Buku Il KUHPidana Pasal
sampai dengan Pasal 110, seperti pembunuhan te
Presden dan Wakil Presiden, memisahkan sebagian wi
negara, menggulingkan pemerintahan (dalam arti menia
atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan n
UUD, pemberontakan);

x Kejahatan terhadap keamanan negara di luar
(landveraad: penghianatan luar negeri) yaitu kejahatan y:
dapat menimbulkan bahaya bagi negara sendiri sehuk
dengan negaraegara asing sebagaimana pendapat diten
dalam Titel | Buku Il Pasal 111 sampai dengan Pasal 12¢

KHUPidana secara khusus tidak mempeedam istilah tindak
S L G Dp@righiénatan terhadap negara QDPXQ GDODP LOPX
Indonesia, tindak pidana terhadap keamanan negara atau yang disebut
dengan pidana makar yang diatur dalam Titel | Buku 2 KUHPidana
yaitu dari Pasal 104 s/d Pasal 129 mekapa tindak pidana
penghiamatan terhadap negafa.

Disamping kejahatan terhadap keamanan negara sebagaimana
yang diatur dalam KUHPidana, kejahatan terorisme dan kejahatan
yang terkait dengan penyebaran ajaran Komunisme/Marxisme
Leninisme serta kejahatan yarterkait dengan keinginan untuk

% Dalam Title | Buku Il KUHPidana ini terkumpualua macam pengkhianatan ini, tidak diadakan
pembedaan antara dua macam tindak pidana ini. Mencakup: 1) makar terhadap kepala negara (
Pasal 104), 2) makar untuk memasukan Indonesia di bawah kekuasaan asing (Pasal 106), 3)
makar untuk menggulingkan pemeeh (Pasal 107); 4) pemberontakapgtand,( Pasal 108);

5) pemufakatan jahat dan/ atau penyertaan untuk melakukan kejahatan yang dimaksud dalam
Pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHPidana; 6) mengadakan hubungan dengan negara asing yang
bermusuhan dengan Indesia (Pasal 111); 7) mengadakan hubungan dengan negara asing
membantu suatu penggulingan terhadap pemerintah di Indonesia (Pasal 111 bis); 8) menyiarkan
suratsurat rahasia (Pasal 1126); 9) kejahatakejahatan mengenai bangursengunan
pertahanan negar(Pasal 11-120); 10) merugikan negara dalam perundinga diplomatik (Pasal
121); 11) kejatan yang biasanya dilakukan oleh madga musuh (Pasal 1225); 12)
membunyikan mataata musuh (Pasal 126); 13) menipu dalam hal menjual bhsagg
keperluan tetara.
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menghilangkan Pancasila sebagai dasar negara adalah termasuk
kejahatan terhadap keamanan negara.

Mengenai korupsi dan penyuapan sebenarnya sudah diatur
dalam satu undangndang tersendiri, yaitu undamgdang No. 20
Tahun2001 tentang Perubahan atas Undaimglang No. 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Radiorupsi yang meng
gabungkan tindak pidana penyuapan ke dalam tindak pidana korupsi.
Dimasukannya secara khusus tindak pidana korupsi dan penyuapan
sebagai alasapemberhentian presiden menunjukan bahwa kejahatan
korupsi ini adalah kejahatan yang membahayakan kepentingan negara
dan masyarakat secara luas bahkan terkait dengan perekonomian
negara dan keberlangsungan pembangunan dan kehidupan berbangsa
dan negara.

Tindak pidana korupsi seperti diatur dalam undandang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di atas mencakup tiga
kelompok tindak pidana yaitu:

Pertamatindak pidana korupsi yang umum sebagaimana diatur
dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 1999 yang itelatir sebagai
berikut:

x Perbuatan yang secara melawan hukum memperkay
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang
merugikan keuangan atau perekonomian negara.

x Perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempate
sarana yang ada padanyardna jabatan atau kedudu
dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lail
korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekor
negara.

Kedua Tindak Pidana Korupsi yang sebelumnya merupakan
tindak pidana suap yang terkait dengmtbatan pegawai negeri,
hakim, advokat sebagaimana diatur dalam KUHP, jabatan
penyelenggaraan negara serta pemborong, ahli bangunan serta
pengawas pembangunan yang terkait dengan kepentingan umum dan
kepentingan Tentara Nasional Indonesia.
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Ketiga, Tindak Rdana lain yang berkaitan dengan tindak pidana
korupsi?® yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mencegah,
merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaaan di pengadilan terhadap
tersangka, telakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi
termasuk juga memberikan keterangan yang tidak benar atau tidak
mau memberikan keterangan oleh tersangka, saksi, saksi ahli, dan
petugas bank terkait dengan proses tindak pidana kdfupsi.

Mengenai tindak pidan beratlainnya dirumuskan dalam UU
Mahkamah Konstitusi sebagai tindak pidana yang diancam dengan
penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Pasal 10 UU Mahkamah Konstitusi
GDODP KDO PHQGHILQLVLNDQ 3SHUEXDWDQ
petunjuk bahwa perbuatan tercetalalah perbuatan yang dapat
merendahkan martabat presid Hal ini memunculkan peritan
mengenai apa saja yang dikategorikan sebagai perbuatan tercela.
Apakah yang merupakan perbuatan tercela itu tersebut perbuatan
melanggar hukum pide yang ancaman kumannya dibaah lima
tahun atau apakah perbuatan tercela itu termasuk pelanggaran hukum
lainnya, seperti pelanggaran sumpah jabatan, pelanggaran UUD,
pelanggaran undangndang lainnya serta pelanggaran norma moral,
norma agama dan lalain?

Menjawab pesoalan ini perlu dicari asal usul dan latar belakang

pengyunan istilah itu dalam pembat@n perubahan UUNRI Tahun
,VWLODK W EH®DN ABIDAQR\D VHUWD SHI

mirip dengan istilah yang digunakan dalam konstitusi Amerika Serikat
mergenai  alasan impechment \D L W Xight 3 crimes and
misdemeanors 3DUD SHUXPXV NRQVWLWXVL $6 PH:
\DQJ OHELK O XDhghGddfdds dnl Wiitderbeldnérs\D Q J
tidak terbatas pada tindak pidana biasa, tapi luas dari itu termasuk
sbauseof power ® 'DODP SUDNWLNQ\D NHRPXGLDQ PI
crimes and misdemeanors GLDUWLNDQ OHELK OXDV G

% Diatur dalam bab IIl, dari Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.
20 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2" Hamdan Zoelva, Op.Cit, him, 62.

% 7KH &RPPLWWHH RQ )HG ke D&y oH presiderBiinpeGhmert
http://www.abcny.org/Publication/report/print_report.php?rid=3@akses tanggal 14 Maret
2011.
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hukum pidana biasa tetapi dengan batasan mempertikdrahgihal

yang terkait dengan kehendak awal perumus konstitusi, pelaksanaan
nya dalam praktik dan logika kebijakan publik. Dengan pengertian
yang lebih luas itu tidak berarti batasan pengertian istilah ini
diserahkan sepenuhnya kepada kemauan mayoritas angguote

dan 2/3 anggotaSenate akan tatap tetap berdasarkan batasan
pergertian hukum dan kehendak konstitusi.

,ZVWLODK 3SHUEXDWDQ WHUMRROTRhuGDODP NH\
1945 ini tidak hanya terbatas pada segala perbuatan pidana yang
ancaman hukumannya di bawah 5 (lima) tahun sebagaimana diatur
dalam hukum pidana. Akan tetapi fadebih luas dari itu, yaitu
termasuk perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma
moral, norma adat serta pelanggaran terhadap konstitusi dan
pelanggaran hukum lainnya yang merendahkan martabat présiden.

KRITERIA PRESIDEN TIDAK LAGI MEMENUHI SY ARAT
SEBAGAI ALASAN PEMAKZULAN

Pasal 10 ayat (3) huruf e Undangdang tentang hkamah
Konstitusi memberikan penjelasan mengenai presidefakti lagi
memenuhi syarat, yaitu*WLGDN ODJL PHPHQXKL VA\DUDW V|
dan/atau wakil presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 6 UUDNRI Tahun " 6HGDQJNDQ 3DVDO D\DW
NRI Tahun 1945 menentukan syarayarat untuk menjadi calon
presiden dan calon wakO SUHVLGHQ DGDODK 3KDUXV RUD
Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarga
negaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati
negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan
tugasdanNHZDMLEDQ VHEDJDL SUHVLGHQ GDQ ZDNLC

Sedangkan Pasal 6 ayat (2) UBIRI Tahun1945 menyebut
kan bahwa syaratyarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden
diatur lebih lanjut dengan undamgdang. Hingga saat ini undang
undang yang mengatuersyaratan presiden dan wakil presiden adalah
UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan

2 Hamdan Zoelva, Op.Cit, hal, 69.
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Wakil Presiden? Persyaratan untuk menjadi calon presiden dan calon
wakil presiden yang diatur oleh UU Nomor 42 Tahun 2008 tersebut
sebanyak 18 syarayaitu tiga syarat yang disebutkan dalam Pasal 6
ayat (1) UUDNRI Tahun 1945, ditambah syarayarat tambahan
lainnya seperti yang berkaitan dengan ketakwaan, tempat tinggal,
tidak memiliki tanggungan utang, tidak dinyatakan pailit dan memiliki
NPWP, hak plitik (tidak sedang dicabut hak pilihnya), dan terdaftar
sebagai pemilih, masa jabatan (belum pernah menjabat sebanyak dua
kali pada jabatan yang sama), syarat administrasi memiliki daftar
(riwatan hidup), idiologi (setia kepada Pancasila), pendidikaia, us
hingga syarasyarat yangberkaitan dengan riwayat pidana (tidak
pernah melakukan tindak pidana makar dan tindak pernah pidana
penjara karena tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih) dan laiain.

Syaratsyarat yang diaturdalam undangindang tersebut
digunakan sebagai syarsyarat calon presiden dan wakil presiden
yang akan mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden, termasuk
persyaratan kelengkapan administrasi. Sysyatat tambahan ter
sebut merupakan pilihan dapengambil kebijakan dengan tujuan
mendapatkan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tepat dan dapat

% vaitu; a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. warga negara Indonesia sejak
kelahirannya da tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri; c.
Tidak pernah menghianati negara, serta tidak pernah melakuka tindakan pidan korupsi da
tindak pidana berat lainnya; d. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan
kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden; e.Bertempat tinggal di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia; f. Telah melaporkan kekayaannya kepada ingteusi
berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara; g. Tidak sedang memiliki
tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung
jawabnya yang merugikan keuangan negara; h. Tidak sedang dinyatakan pa#&abead
pengadilan; i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela; j. Terdaptar sebagai pemilih; k.
Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar
pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat pembentdahunan

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi; |. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau
Wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; m. Setia kepada
Pancasila sebagai dasar negara, Unddmdang Dasar Negara Répik Indonesia Tahun 1945,

dan citacita Proklamasi 17 Agustus 1945; n. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (liata)n atau lebih; o. Berusia sekurang
kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun; p. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah
atas (SMA), Madrasah Aliah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliah
Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sedatag. Bukan bekas anggota organisasi terlarang
Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat
langsung dalam G.30.S/PKI; dan r. Memiliki visi dan misi, dan program dalam melaksanakan
pemerintahan negara Republildbmesia.
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mengemban amanah untuk memimpin negara. Sggeaht dapat
berubah, apalagi dengan kecenderungan disusunnya uunddagg
pemilu presiden baru pada setiaperiode pemilu presiden.
Persoalannya apakah dengan hanya menggunakan salah satu syarat
yang disebutkan dalam undangdang dapat menjadi alasan
pemakzulan? Jika membaca kembali risalah perubahan UUD 1945,
sebenarnya ada dua alasan pemakzulan presidem gasulkan,
seperti yang disampaikan oleh Jimly Asshidiggie pada saat perumusan
perubahan UUD 1945, bahwa alasan pemakzulan presiden adalah
pelanggaran hukum daimcapacity atau berhalangan tetap. Dalam
pembahasan ini, Jimly berpendapat balweapacitymencakup sakit
permanen atau hilang ingatan dand@iim atau lebih umum tidak lagi
memenuhi syarat sebagai presiden dan hal itu terkait dengan- syarat
syarat untuk menjadi presiden, misalnya syarat warga negara
Indonesia, mampu secara fisik dan mental ldamlain. Kalau pada
suatu saat, ketika menjadi presiden kualifikasi sysyatat tersebut
berubah, yang sebelumnya mampu secara fisik dan mental kemudian
menjadi tidak mampu, dapat dikualifikasi sebagai tidak lagi
memenuhi syarat sebagai presiden sghandapat dijadikan alasan
untuk menuntut pemakzulan presiden.

Syarat mampu secara rohani maupun jasmani yang disebutkan
pada Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 tersebut merupakan syarat yang
terkait denganincapacity seorang presiden yang mengakibatkan ia
tidak dapat melaksanakan tugasnya. Hal ini sesuai juga dengan
pendapat AMawardi dalam bukunya "ARhkam Al-Sulthaniyyah"
yang merumuskan syarayarat pemimpin menurut ajaran Islam, yang
mengemukakan bahwa: orang yang layak menyandang kepemimpin
an, harus memei tujuh syarat, antara lain: 1) adil dengan
keseluruhan persyaratannya; 2) berilmu, pengetahuan sehingga
mampu berijtihad dalam kas#étasus yang dihadapi dan ketetapan
ketetapan hukum; 3) memiliki kesempurnaan indra seperti
pendengaran, penglihatan, daembicaraan agar dengannya ia bisa

%1 Disampaikan pada rapat pleno PAH 1 tanggal 29 Maret 2001, Lihat Majelis Permusyawaratan
Rakyat Indonesia, Buku Kedua Jilid 3, Rislah Rapat PAH | BP MPR, Sekretariat Jenderal
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, him.77.
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melaksanakan tugasnya sendiri; 4) tak memiliki cacat tubuh yang bisa
menghalangi dinamika kerja dan tindakan sedera.

Dikaitkan dengan uraian di atas, presiden yang mengalami
incapacitytidak memenuhi syarat kesempurndagira dan mengalami
kekurangan fisik yang dapat menghalangi dinamika kerja dan tindakan
segera. Mampu secara jasmani dan rohani, selain terkait dengan
kekurangan fisik yang dapat menghalangi dinamika kerja, juga terkait
dengan kesehatan dan keseimbangantaheresiden tersebut yang
merupakan syarat pokok bagi kemampuan seorang presiden dalam
melaksanakan tugasnya. Pembuktian terhadap korndisehatan
jasmani dan rohani ini tentunya melalui metode yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dilakkan oleh para ahli
terkait yang independen.

Sedangkan syarat tidak pernah mengkhianati negara, apabila
seorang presiden terbukti pernah melakukan perbuatan yang
mengkhianati negara sebelum menduduki jabatan sebagai presiden,
maka alasan tidak lagi memdnusyarat ini dapat dijadikan alasan
pemakzulan. Apabila seorang presiden melakukan perbuatan yang
mengkhianati negara selama menduduki jabatan sebagai presiden,
maka alasan yang digunakan adalah alasan pelanggaran hukum seperti
yang diatur pada Pasal 7AJD NRI Tahun1945.

Syaratsyarat calon presiden sebagaimana diatur Undang
undang 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden merupakan syarat kumulatif untuk mengajukan diri sebagai
calon presiden dan wakil presiden, sebagian persyarathkaiba
merupakan syarat kelengkapan administrasi untuk mencalonkan diri
sebagai peserta pemilu presiden. Syayatat yang diatur oleh
undangundang tersebut bukanlah syasghrat presiden yang diatur
dalam konstitusi dan tidak dapat dijadikan alasan peolak secara
tersendiri, tanpa dikaitkan dengan syarat yang ditentukan oleh UUD
NRI Tahun1945.

%2 Lihat pemikiran AFMawardi dalam bukunya Ahhkam al6 X O W D Q L-WiRyaZ &b O
Diniyya (The Ordinance of Governance).
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PROSES PERADILAN DALAM PEMAKZULAN PRESIDEN

Pemakzulan presiden menurut UWNIRI Tahun 1945 harus
melewati 3 (tiga) lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR), Mahkamah Konstitusi (MK) serta Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR). Ketiga lembaga negara ini memiliki kewenangan
berbeda. DPR melakukan penyelidikan dan mencari “bwktii dan
fakta yang mengukuhkan dugaan adanya pelanggaran pasal
pemakzulan presiden oleh presiden (yaitu pelanggaran Pasal 7A UUD
NRI Tahun 1945) serta meminta pendapat dalam bentuk putusan
Mahkamah Konstitusi atas pendapat DPR yang jika dikabulkan
dilanjutkan dengan usul pemakzulan kepada MPR. Mahkamah
Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutus dari segi hukum atas
landasan yuridis alasan dan proses pemakzulan presiden dan MPR
menjatuhkan putusan akhir apakah presiden diberhentikan atau tetap
memangku jabataya.

Hukum acara perkara pemakzulan presiden di Mahkamah
Konstitusi mengikuti hukum acara yang berlaku pada umumnya di
Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur dengan undang
undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi
hanya dapat meméwa dan mengadili perkara pemakzulan presiden
apabila ada permohonan dari DPR yang menguraikan secara jelas
mengenai dugaan bahwa presiden telah melakukan pelanggaran
hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,
tindak pidana berat laiga, atau perbuatan tercela; dan/atau tidak lagi
memenuhi syarat sebagai presiden berdasarkan BIRD Tahun
1945. Di samping itu, permohonan juga harus menyertakan keputusan
DPR dan proses pengambilan keputusan mengenai pendapat DPR,
risalah dan/atau beritacara rapat DPR disertai bukiikti yang
memperkuat dugaan terseBii.

Dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, posisi DPR
adalah sebagai pemohon yang dapat maju sendiri melalui pimpinan
DPR atau kuasanyA.Pada sisi lain, posisi presiden adalah selaku
termohon yang juga dapat diwakili oleh kuasanya. Dalam hal ini

% Lihat ketentuan UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 80.
34 Kuasa ini dimungkinkan sesuai Pasal 29 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi
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Mahkamah Konstitusi tidak memeriksa presiden dalam posisi sebagai
terdakwa seperti dalam perkara pidana, karena yang diperiksa, diadili
dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi adalah pendapRt*DP
Dalam posisi yang demikian menurut ketentuan berperkara di
Mahkamah Konstitusi, sidang Mahkamah Konstitusi mendengarkan
penjelasan para pihak, baik DPR selaku pemohon maupun presiden
selaku termohon. Baik DPR maupun presiden dapat mengajukan
bukti-bukt tertulis maupun saksi yang mendukung alasannya masing
masing.

UUD NRI Tahun 1945 tidak menentukan bagaimana bentuk
dan isi permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi. Secara umum
hal in diatur dalam undangndang Mahkamah Konstitd&iyang
menentukan beuok surat DPR itu adalah permohonan dimana DPR
bertindak sebagai Pemohon. Permohonan DPR (dapat melalui kuasa
atau wakil) yang wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonan
nya mengenai dugaan: a) presiden telah melakukan pelanggaran
hukum berupa perngldmatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,
tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau b)
presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden berdasarkan
UUD NRI Tahun 1945. Di samping itu, DPR wajib menyertakan
keputusan dan proses gambilan keputusan mengenai pendapat
DPR, risalah dan atau berita acara rapat DPR disertai fowikii yang
terkait.

Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan permohonan DPR
tidak dapat diterima, jika permohonan DPR tidak memenuhi syarat
syarat formal tersebutketentuan ini, memiliki kesamaan dengan
dakwaan pidana yangaris memenuhi syaratyarat dan formalitas
tertentu dengan ancaman dakwaan itu dinyatakan tidak diterima oleh
pengadilan jika tidak memenuhi syarat dan formalitas suatu surat
dakwaan.

% Lihat Pasal 7B UUD 1945 yang secara tegas menentukan bahwa lingkup kewenangan
Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memeutus pendapat DPR bahwa
Preside dan/ atau Wakil Presiden telah melakakukan perbuatan melanggar hukum dstmya.

% Lihat bagian keduabelas, Pasal 80 s/d Pasal 85 Undzang No.24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi.
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MahkamahKonstitusi berkewajiban untuk menyampaikan surat
permohonan DPR kepada presiden. Tidak ada kewajiban presiden
untuk menghadiri sidang Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan
mengadili permohonan DPRtetapi berdasarkan prinsip hukum acara
yaitu prinsip medengarkan para pihalafdi et alteram partein
presiden baik secara langunign (person maupun melalui kuasa
hukum untuk mewakilinya berhak hadir dalamrgidangan untuk
membela dirinyd®

Mahkamah tidak hanya menggunakan keterangan saksi serta
bukti-bukti yang telah diajukan DPR, walaupun makna yang
terkandung dalam UUDNRI Tahun 1945 maupun undangndang,
Mahkamah Konstitusi harus menjadikan seluruh berkas perkara dari
DPR sebagai rujukan pokok untuk memeriksa dan mengadili perkara
pemakzulan di Mahkamahdfstitusi. presiden dapat meminta untuk
melakukan pemeriksaan kembali terhadap ssd&ks$i yang telah
didengar keterangannya serta bdtdkti dari DPR, dan tidak ada
alasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak permintaan
presiden memeriksa kembadaksisaksi tersebut atau mengajukan
saksi dan bukibukti lain yang baru.

Persidangan di Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan
untuk menjawab dua pertanyaan paling mendasar tentang fakta dan
hukum yaitu apakah benar presiden telah melakukan tindedkag y
menjadi alasan pemakzulan oleh DPR, jugaapakah proses
pengambilan keputusadi DPR sesuai dengan Konstitusébagai
sebuah lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi harus memeriksa,
mengadili serta memutuskan pendapat DPR mengikuti phmgigip
peradian dan pembuktian yang berlaku di lingkungan Mahkamah
Konstitusi. Artinya, Mahkamah Konstitusi melakukan penilaian
kembali atas terbukti tidaknya alasalasan pemakzulan presiden dari
sisi hukum yang disampaikan DPR.

%" pasal 12 Peratura Mahkamah Konstitusi No. 12 Tahun 2009 mewajibisiden untuk hadir
menurut penulis tidak merupakan kewajiban presiden untuk menghadiri sidang, karena jika
menjadi kewajiban presiden, maka apabila presiden tidak hadir, apabila dipanggil paksa harus
ada bentuk sanksinya bagi penulis hal ini sangatarugg pada presiden merasa
berkepentingan untuk menyampaikan pembelaan dirinya atau tidak. Jadi kehadiran
dipersidangan merupakan hak presiden bukan kewajiban.

% pasal 81 UU Mahkamah Konstitusi.
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Mahkamah Konstitusi wajib memutus pehonan tersebut
dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak
permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.
Selanjutnya putusan tersebut wajib disampaike&pada DPR dan
Presiden daatau Wakil Presiden. Ada tiga kemgkiran putusan
yang dapat dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini,
yaitu permohonan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan
membenarkan pendapat DPR, serta putusan menyatakan permohonan
ditolak.

Lebih lanjut mengenai pedoman beracara dalam memut
proses pemakzulan ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi
(PMK) No. 21 Tahun 2009 tentang Peduom Beracara Dalam
Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan
Pelanggaran oleh Presiden adal Wakil Presiden.Peraturan
Mahkamah Konstiisi ini dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi
berdasarkan atribusi Pasal 86 UMahkamah Konstitusiyang
menyatakan bahwasODKNDPDK .RQVWLWXVL GDSDW
lanjut hathal yang diperlukan bagi kelancaran pkémnaan tugas
dan wewenangnyaenurutundang XQGDQJ”

Sidang pemakzulan dlahkamah Konstitusbukanlah sidang
peradilan pidana walaupun alasan pemakzulan adalah alasan tindak
pidana 6ffensg¢. Walaupun demikian, ukuran petggaran hukum
yang dilakukan hasgi mempergunakan norma hukum pidanauat
ukuran tindak pidana, kecuali alasan perbuatan tercela yang dapat saja
diperluas pada pelanggaran lainnya serta alasan tidak memenuhi
syarat yang tidak terkait dengan pelaagm hukum. Oleh karenitu
pendekatan hukum pidana yaitu pemenuhan unsur gidamg
dituduhkan terhadap presiden adalah tidak dapat diabaikan.

Pembuktian dalam perkara pemakzulan tidak persis sama
dengan pembuktian dalam perkara pidana berdasaran ptiesiprit
the reasonable doubtdan tidak pula seperti pembuktian dalam
perkara perdata yang menganut prinsip pembuktian formnilete
prepondance of the evidencé Tepat seperti yang dikemukakan oleh

% Lihat Michael J. Gerhar®000.the federal impechmentgses (a constitutional and historical
analysis) theunivercity of cicago presélm. 112113.
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Charles L Black bahwa satu pihak memuaskan atau sesuatu yang
mendekati memuaskan dengan hanya mempergunakan fiimsp
pembuktiandalam perkara perdata dan akan lebih memuaskan lagi
bila standar pembuktian dalam perkara perdata pada umdfhnya.
Dengan demikian proses peradilan pemakzulan adalah suatu proses
peradilan yang spesifik yang berbeda dengan peradilan pidana
maupun peradilan grdata. Dalam memutuskan pendapat DPR,
Mahkamah Konstitusi tidak memutuskan presiden bersalah atau tidak
bersalah, tetapi hanya membuktikan apakah tindakan presiden sudah
memenuhi unsur perbuatan pidana dalam actus reusdan tidak
mengenai unsur kes&lan (nens rey yang dinilai dan dilakukan oleh
MPR.

PENUTUP

Pengaturan pemakzulan presiden pada perubahan UUD
Mahkamah Konstitusi945 dilatarbelakangi maksud untuk mermper
kuat sistem pemerintahgpresidensil\D QJ E H Uiy tei@'WGD Q
menghindariproses pemakzulan yang hanya dilatarbelakangi alasan
alasan politik. Pemakzulan presiden di Indonesia merupakstiywar
hukum yang secara konseptual dapat disimpulkan sebagai peristiwa
hukum tata negara, yaitu suatu peristiwva hukum yang penyelesaiannya
melibatkan proses peradilan tata negara, yaitu suatu mekanisme
peradilan yang spesifik yang harus tunduk pada proSisip
peradilan yang independen dan imparsial.

UUD 1945 dan undangndang Mahkamah Konstitusi sudah
mengatur dan memberikan limitasecara jelas mengenai alasan
alasan beserta mekanisme penyelesaian pemakzulan presiden. Hal itu
demi menghindari pemakzulan presiden dilakukan atas atdasan
politik dan kebijakan yang sangat dipengaruhi oleh pandangan politik
parlemen, oleh karena itsemua dugaan bahwa presiden dan/atau
wakil presiden melakukan pelanggaran hukum harus terlebih dahulu
dibuktikan kebenarannya dalararpidangan Mahkamah Konstitusi.

40 Charles L Black,1998. Impechment, a hand booKale Universly Press, new Heaven
London him. 1617.
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Proses persidangan Mahkamah Konstitusi, tidak berarti
mengadili presiden dan wakil presidenenempatkannya sebagai
terdakwa, namun hanya menilai benar atau tidaknya pendapat DPR
mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden
dan tidak berujung langsung pada pemakzulan presiden dan/atau wakil
presiden. Keputusan untuk memalkar atau tidak memakzulkan
presiden dan/atau wakil presiden, tetap merupakan wewenang MPR.
Walaupun pada kenyataannya variabel politik dan pertimbangan
pertimbangan politik tidak bisa dihindari dalam pemakzulan presiden
dan/atau wakil presiden. Hal ini tgak, misalnya, pada mekanisme
pengambilan keputusan pemakzulan presiden yang berdasarkan
prinsip mayoritas mutlaknfajority rulé sebagai prinsip demokrasi.
Walaupun demikian aspek hukum tetap menjadi ddsgal(ground
pemakzulan yang tidak dapat didtzi. Kedua unsur ininherent
pada seluruh proses pemakzulan. Oleh karena itu, suatu proses
pemakzulan harus memenuhi dua prinsip yaitu pringigality
(terpenuhinya prinsiprinsip  hukum) dan prinsip legitimacy
(terpenuhinya nilanilai demdrasi) sebagaprinsip yang dipegang
oleh negaraegara yang menganut prinsip negara hukum demokratis.
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HUBUNGAN PRESIDEN
DENGAN LEMBAGA NEGARA LAINNYA
MENURUT UUD NRI TAHUN 1945

Baharuddin Aritonang

Abstrak

Tulisan ini merupakan kajian tentatgibungan Presiden dengan lembaga
negara lainnygang kewenangannya diatur langsumdpch UndangUndang

Dasar Negra Republik IndonesigUUD NRI) Tahun 1945, yaitu MPR,
DPR, DPD, MA, MK, KY dan BPK. Hubungamerekaterkait langsung di
dalam penyelenggaraan negara. Semua lembaga negara memiliki hubungan
kerja, baik yang bersifat politik maupun administratif fungsipteimasuk
dengan lembagkembaga pemangku kekuasaan kehakiman, yang dalam
menjalankan tugasnya dilakukan secara merdeka. Dalam kajian ini terlihat
bila hubungan Presiden dengan Lembaga Lembaga Negara ini belum berjalan
secara baik. Terutama dalam prakpdnyelenggaraan negara secara ideal
sebagaimana yang dirumuskanUiD NRI Tahun1945 Beberapa lembaga
negara belum menunjukkan kinerja yang optimal.

Kata kunci : Presiden, lembaga negara, d#oD NRI Tahun 1945

Abstract

This paper is a study of the atlonship between the President and other
state institutions whose authority is regulated directly in the 1945
Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI), namely the MPR,
DPR, DPD, MA, MK, KY and BPK. Their relationship is directly related to
the administration of the country. All state institutions have work relations,
both political and administrative functional, including with institutions of
judicial authorities, who carry out their duties independently. In this study it
can be seen that thelationship between the President and the Institution of
State Institutions has not gone well. Especially in the practice of
administering the state ideally as formulated in the 1945 Constitution. Some
state institutions have not shown optimal performance.

Keywords:President, state institutions, attUD NRI Tahun 1945
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PENDAHULUAN

Menilik pada Trias Politika teori Montesquieu, maka
penyelenggaraan negara diatur melalui tigaacg kekuasaan. Yakni
Eksekutifatau yang menjalankan pemerintahan, Legiséai#iti cabang
kekuasaan yang membuat dan menyusun undang undang, serta
Judikatif atau cabang kekuasaan kehakiman. Ketiga cabang kekuasaan
ini dijalankan secara terpisah.

Didalam pelaksanaannya, teori ini sesungguhnya tidak dijalan
kan secara tegas. Walaermpbagian kekuasaan di berbagai negara
masih bersandar pada teori ini. Diantaranya bidang pemerintahan atau
eksekutif juga diberkekuasaan dalam menyusun undangang atau
peraturan perundangndangan lainnya. Bahkan juga diberi kekuasaan
judikatif, dalam ukuran yang terbatas. Misalnya pemberian grasi,
amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

Dalam praktek pelaksaan kehidupan kenegaraan aldkhir
ini, cabang kekuasaan lain juga terjadi mengalami perkembangan atau
pergeseran, seperti cabang kekuasaan #ifjiSDPR) cenderung
memasuki cabang keuasaan eksekutif, seperti realisasi penggunaan
anggaran dan lailain serta terjadinya kecenderungan intervensi
kekuasaan kehakiman dengan mencampuri teknis perkeentt,
misalnya didalam rapabpat kerja DPR. Saliknya dalam
pelaksanaan kekuasaan kehakiman yaddgkthanya memutuskan
sengketaakan tetapi sering mengeluarkan peraturan yang seharusnya
hanya mengatur teknis kerja intaf sering melebar mengatur el
yang seharusnya diatur undamgdang.

Aturan penyelenggaraan negara yang disepakati sebagai
pegangan adalah konstitusi atau hukum dasar yang disepakati bangsa
itu. Penyelenggaraan negara didasarkataplkonstitusi, khususnya
UndangUndang Dasar yang tertulis. Konstitusilah yang menjadi
kesepakatadasar. Yang menjadi hukum dasar. Yang menjadi rujukan
didalam penyelenggaraan negara. Segala undadang dan
peraturan perundangndangan dnegeri itu tidak boleh bertemtgan
dengan konstitusi (lihat antara lain Strong, 2004, Wheare, 2003,
Asshidiqqge, 2006. Dicey AV, 2007).
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Dengan kata lain, konstitusi atau UUD menjadi rujukammial
menyusun peraturan perundamgdangan di setiap negara. Demikian
halnya yang berlaku di Indonesia. Sedang Konstitusi yang berlaku
adalah UndangJndang Dasar Negara RepibIndonesia Tahun
1945 (dalam tulisan ini disingk&tUD NRI Tahun 194h

Di ainea keempat PembukaatlUD NRI Tahun 1945
GLUXPXVNDQ 3 HPXGLDQ GDULSDGD LWX X
Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan
kebangsaamdonesia it dalam suatu Undarigndang Dasar Negara
Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia dan Kerakyatgeng dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam PermusyawaratBerwakilan, serta dengan
PHZXMXGNDQ VXDWX .HDGLODQ 6RVLDO EDJL

Sebelum PerubahddUD NRI Tahun1945 MPR mengeluar
kan TAP MPR No.llIIMPR/1978 tentang Kedudukan dédubungan
TataKerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga
Lembaga Tinggi Negara. Yang dimaksud dengan lembaga tertinggi
negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sedang Lembaga
Lembaga Tinggi Negara adalah Presiden, Dewan Pertimbangan
Agung (DPA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) dan Mahkamah Agung (MA). Akan tetapi, sejalan
dengan PerubaharJUD NRI Tahun 1945 Ketetapan MPR
No.llI/MPR/1978 ini tidak berlaku lagi.

Secara tidak khusus melalui Pasal 20@D NRI Tahun1945
dijelaskan tentang lembagembaga negara, yaitu lembdgmbaga
yang nama sertkewenangnnya diatur langsung di Undakpdang
Dasar 1945. Brdasar rumus ini, maka lembdganbaga dimaksud
adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Réama
Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden,
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Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK). Komisi
Yudisial (KY) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). FrofyJ
Asshiddigie (dan beberagali lain) menjelaskan bila KY merupakan
lembaga yangnendukung fungsi MA dan MK. Jadi posisinya tidak
sama dengan lembaga negara lain. Akan tetapi dalam praktek
pelaksanaannya sekarang, KY menjadi sebuah lembaga negara yang
berdiri sendiri, khususnya didalam pemberlakuannya dalam
penyelenggaraan negara. Setaea itu, komisi pemilihan umum
sebagaimana yang dijelaskan di Pasal 22 E ayai¢d) NRI Tahun
1945dibentuk melalui undangndang.

PRESIDEN

Kekuasaan Pemerintahan Negara diatur secara lengkap di Bab
lll, terutama di Pasal 4 s/d Pasal 16. Kekuasaandpintahan Negara
berada di tangan Presiden. Di Pasal 4 ditegaskan bila Presiden dibantu
oleh seorang Wakil Presiden. Sementara melalui Bab V Kementerian
Negara ditegaskan bila Presiden juga dibantu oleh menteri menteri
negara. Dalam prakteknya, melaluerBturan Presiden (Perpres),
dibentuk pula Lembaga Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
Sementara Pemerintahan Daerah diatur melalui Bab VI, Pasal 18,
Pasal 18A, dan Pasal 18 B.

Sebelum diuraikan hubungan Presiden dengan Lembaga
Lembaga Negara lainnya, k& perlu diuraikan posisi Presiden (dan
Wakil Presiden) dalam sistem ketatanegaraan sesuai deésigBn
NRI Tahun1945 Setelah Pembukaan, mak&D NRI Tahun1945
merumuskan Bentuk dan Kedaulatan (Bab | yang terdiri dari Pasal 1)
serta Majelis PermusyawaratRakyat (Bab Il, Pasal 2 dan Pasal 3).

BerdasarUUD NRI Tahun1945 Presiden Republik Indonesia
memegang kekuasaan pemerintahan negara. Presiden menjadi
pemegang kekuasaan pemerintahan negara yang memiliki hubungan
langsung dengalembagalembaga negarainnyadalam penyeleng
garaan negara. Presiden mengendalikan penyelenggaraan negara
seharhari (pratidinya).
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Disamping Kepala Pemerintahan, Presiden juga menjadi Kepala
Negara. Melalui PenjelasatyUD NRI Tahun 1945 sebelum
mengalami perubahan, posisi §iden sebagai Kepala Negara ini
diuraikan secara jelas. Melalui PerubaHabD NRI Tahun 1945
posisi Presiden sebagai Kepala Negara dipertegas dengan kekuasaan
Presiden sebagaimana yang diuraikan di Pasal B&aINRI Tahun
1945 Lihatlah uraian dibawami.

Pasal 5 ayat (1JUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa
Presiden bédrak mengajukan rancangan undamglang kepada
Dewan Perwakilan Rakyat. Pada ayat (2) dijelaskan Presiden
menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang undang
sebagaimana estinya. Pasal ini enegaskan peranan Presiden yang
menyangkut bidang dgslative atau pembuatan undamgdang serta
peraturan perundangndangan.

Pasal 6, Pasal 6A. Pasal 7, Pasal 7 A, Pasal 7 B, Pasal 7 C,
Pasal 8, dan Pasal 9 mengatur proses pemilttagiden dan Wakil
Presiden, keadaan Presiden berhalangan, serta sumpah dan janiji
Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 10 menjelaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan
yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan
Udara. Pasal 11 mengatbahwa Presiden dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat menyatakan Perang, membuat perdamaian dan
perjanjian dengan negara lain. Pasal 12 memuat Presiden menyataka
keadaan bahaya yang syasgarat dan akibatnya keadadahaya
ditetapkan dengan undangdang. Pasal 13 menjelaskan Presiden
mengangkat duta dan konsul. Pasal 14 Presiden memberi grasi dan
rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
(ayat 1) dan memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilanal®at. Selanjutnya Pasal 15
memuat Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain lain tanda
kehomatan yang diatur dengan undanggdang.

Kekuasaan Presiden sebagaimana diatur di Pasal 5, Pasal 10.
Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pas&lDDBNRI Tahun
1945ini menunjukkan kekuasaan Presiden tidak hanya sebagai Kepala
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Pemerintahan, akan tetapi juga sebagai Kepala Negara. Khususnya
dilihat dari fungsi, walau dUUD NRI Tahun1945tidak dipertegas
posisi Presiden sebagai Kepala Negara, sebagaitdiemmauskan di
PenjelasatyUD NRI Tahun1945sebelum mengalami Perubahan.

Tentang hubungan Presiden dengan lembagaradganya
sesuai dengan Undaiyndang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dapat dilihat dari uraian dibawah ini.

HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)

Melalui PerubahanUUD NRI Tahun 1945 tidak ada lagi
Presiden sebagai Mandataris (pemegang mandat) MPR, sebagaimana
diuraikan di PenjelasabdUD NRI Tahun 1945 sebelum mengalami
Perubahan. Walau demikian, dalapelaksanaan tugasgasnya,
lembaga MPR juga memiliki keterkaitan lansung dengan Presiden RI.

Melalui Pasal 3 ayat (2) MPR melantik Presiden dan/atau Wakil
Presiden, hasil pemilihan langsung oleh rakyat (Pasal 6A ayat 1).
Dalam keadaan tertentu, MPR @ugapat membeémtikan Presiden/
Wakil Presiden(lihat Pasal 3 ayat (3). Mekanisme Pemberhentian
Presiden/Wakil Presiden diatur di Pasal 7A dan Pasal 7B, sedang
keadaan terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden
diatur di Pasal 8UUD NRI Tahun 1945 Bunyi Sumpah(Janiji)
Presiden dan Wakil Presiden dimuat di Pasdll@D NRI Tahun
1945

Sebagaimana bunyi Pasal 3 ayat (1I)D NRI Tahun 1945
MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD. Tentang
Perubahan UUD diatur di Bab XVI Pasal 37. Dalam kaitammaka
MPR memiliki tugas untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan
UUD NRI Tahun1945 Termasuk yang dilaksanakan oleh lembaga
lembaga negara serta didalam kehidupan masyarakat, bangsa dan
negara. Bersama MPR, Presiden memeskatkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT (DPR)

Diatas telah dijelaskan bahwa PasdUBD NRI Tahun1945
Presiden memiliki wewenang wk mengajukan rancangan undang
undang kepada Dewan Perwaki Rakyat. Selanjutnya di Pasal 20
ayat (2) druPXVNDQ 36HWLDS U-Drigand Qlieba3 o GD QJ
Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan
bersama. Pasal 20 ayat (4) menjelaskan Ryesithengesahkan
rancangan undangndang yang teh disetujui berama untuk menjadi
undangundang. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa,
Presiden berhak menetapkan peraturan patab sebagai pengganti
undangundang (Pasal 23 ayat 1). Dari uraian singkat ini menunjukkan
bahwa Presiden RI memilikiekvenangan dibidang undang undang
dan peraturan perundang undangan lainnya. Dalam praktek
pelaksanaannya kewenangan ini dilaksanakan oleh para pembantu
Presiden, khususnya Menteri yang diberi kewenangan untuk hal itu.

Catatan ini tidak hanya membuktikan eblUUD NRI Tahun
1945 tidak mengenal adanya pemisahan kekuasaepatation of
powel) sebagaimana yang diteorikan trias politika. Akan tetapi
mengenal adanya pembagian kekuasadéstripution of power yang
selanjutnya dirumuskan tiUD NRI Tahun1945

Presiden RI tidak hanya memiliki kekuasaan dibidang legislasi,
akan tetapi juga dibidang penganggaran negara. Walau persetujuan
akhir penetapannya berada di tangan DPR (hak anggaran atau hak
budget). Rancangan anggaran itu disusun oleh Presiden (melalui para
pembantunya, seperti Menteri Keuangan dan jajarannya) untuk
selanjutnya di bahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dan
selanjubya disusun dalam bentuk Undadgdang APBN atau
APBN-P. Perencanaannya sejak di daerah dilaksanakan oleh
Bappenas sesuai dengaitJ No. 25 Tahun 2003 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, dan selanjutnya dianggarkan
oleh Kementerian Keuangan untuk dibahas di Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) sesuai dengan UU N&7 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara.
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Hubungan kerja Presidedengan DPR, bahkan berlangsung
setiap saat. Walau langkah ini dilakukan oleh perangkat pemerintahan
negara seperti Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non
Kementerian. Langkah ini dilakukan antara lain melalui Rapat Kerja
antara Pemantah dengan DPR (mdla Komisi-Komisi dan alat
kelengkapan DPR lainnya). Rapat kerja tidak hanya berlangsung di
Ruang Kerja, juga melalui kunjungan kerja ke berbagdang
kegiatan pemerintahaklubungan kerja seperti itu akan terkait dengan
fungsi pengawasan (kontrol) Dewdterwakilan Rakyat (DPR) dan
kedua fungsi DPR lainnya (pg@nggaran dan penyusunan undang
undang).

HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN DEWAN PERWAKILAN
DAERAH (DPD)

Hubungan Presiden dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
mirip hubungan antara Presiden dengan DeWarwakilan Rakyat
(DPR). Karena DPD juga memiliki ketiga fungsi yang dimiliki oleh
DPR, yakni legislasi, budget, dan pengawasan. Akapitktagsi ini
terbatas pada hahl yang diatur oletJUD NRI Tahun1945 Secara
umum dpat dikatakan terbatas pada -hal yang terkait dengan
daerah.

Dalam pelaksanaantugasnya, DPD meitiki perangkat
pendukung (sekretariat, alat kelengkapan dIl) serta mengikuti
mekanisme kerja seperti DPR. Jika di DPR dikenal adanya Komisi,
maka di DPD dibentuk Komite dan alat penduddainnnya. DPD
berkantor pusat di Jakarta (bahkan menyatu dengan gedung MPR dan
DPR). Pada waktu tertentu melakukan kunjungan kerja (kunker) ke
daerah. Jika seperti ini kenyataannya, maka sesungguhnya hubungan
Presiden dengan DPD, akan lebih mudah merkemrsya sebagai
mana dengan hubungan Presiden dengan DPR diatas.

Dalam pemikiran saya, DPD itu berkantor di daerahnya masing
masing. Pada waktu tertentu saja DPD melakukapatraatau
pertemuan di Jakartalika langkah ini yang ditempuh, maka setiap
anggoa DPD akan lebih banyak berinteraksi dengan Pemerintah
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Daerah (baik perangkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan
Propinsi). Anggota DPD lebih banyak memfokuskan perhatiannya
terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk
hubungan pemerintah patsdengan pemerintah daerah.

$QJIJRWD '3'" ELVD PHQMDGL 3SHQJKXEXC
pemerintah pusat di Jakarta dengan pelaksanaannya di daerah. Lebih
lebih perhatian ke daerah sekarang semakin meningkat. Lihatlah
antara lain pembangunan infrastruktur, pamgunan bidang
pendidikan, pariwisata, pemasyarakatan Pancasila Wdb NRI
Tahun 1945 serta berbagai bidang kehidupan lainnya. Bersamaan
dengan itu juga menyangkut anggaran dan keuangan negara. Anggota
DPD dapat mengawal penyaluran (transfenpggaran da pusat ke
daerah,misalnya dana pendidikan, dana desa, dan berbagai hal lain
yang terkait langsung dengan daerah (lihat kajian tentang Dewan
Perwakilan Daerah). Dalam hal ini, lihat Pasal 22 D, khususnya ayat
(1), ayat (2) dan ayat (3).

Dalam prakteknyahubungan Presiden dengan DPD lebih
banyak dilakukan oleh para pembantu Presiden, khususnya Menteri
menteri serta Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)
serta Kepala Daerah (Bupati, Walikota, dan Gubernur). Hubungan
kerja ini dapat dilengkapi dgan DPRD di masingnasing daerah.

HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN KEKUASAAN
KEHAKIMAN (MA, MK, DAN KY).

Sebagaimana bunyi Pasal 24 ayat 1)D NRI Tahun1945
\DQJ EHUEXQ\L 3.HNXDVDDQ NHKDNLPDQ PHU
merdeka untuk menyelenggarakan peradilamagmenegakkan hukum
GDQ NHDGLODQ " PDND ELGDQJ SHUDGLODQ
lain, termasuk Presiden.

Akan tetapi dalam hal hal tertentu Presiden memiliki kekuasaan
yang terkait dengan kekuasaan kehakiman ini. Seperti halnya yang
telah di kutip @ri Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2). Bahwa Presiden
memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan
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Mahkamah Agung. Presiden juga memberi amnesti dan abolisi dengan
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

'LOXDU 3NHNX\DLWDNQ MHKWD SHQJHFXDOLDQ
bunyi Pasal 14JUD NRI Tahun 1945 tersebut, Presiden memiliki
hubungan yang nyata dengan kekuasaan kehakiman. Sebagaimana
diketahui, seluruh perangkat (pelaksana dan pendukung, antara lain
tenaga kesekretariatan dan p&aeiteraan) berada didalam ruang
lingkup pemerintahan. Pada umumnya unsur pelaksana dan
pendukung itu adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di
pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Pelaksanaan tugas dibidang
peradilan (menjalankan kekuasaan kehakinakan tergantung pada
para pelaksana dan pendukung yang berupa ASN tersebut.

Termasuk diantaranya penyediaan anggaran, yang terangkum di
dalam APBN, serta penyediaan sarana dan prasarana didalam
menjalankan kekuasaan kehakiman. Semua anggaran Makhamah
Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) serta Komisi Yudisial
(KY) berada didalam pos anggaran di APBN dan APBBN_aporan
nya berada dalam pos tersendiri di Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat (LKPP) yang selalu diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK).

Sebagaimana diketahui, pelaksana dan pendukung pelaksanaan
tugas kekuasaan kehakiman berada dibawah lingkup pemerintahan
negara yang dipimpin oleh Presiden. Dalam hubungan ini, maka
Presiden memiliki hubungan kerja langsung dengan kekuasaan
kehakiman, baiklibidang politik maupun administratif fungsional.

HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN (BPK)

UndangUndang Dasar NRI Tahun 1945 tidak mengatur
hubungan Presiden dengan lembaga negara Badan Pemeriksa
Keuangan secara tegas. Di Bab XA Badamé&iksa Keuangan, baik
Pasal 23 E, Pasal 23 F, maupun Pasal 23 G lebih mengkaitkan BPK
dengan lembaga perwakilan, baik DPR maupun DPD. Di Pasal 23 E
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D\DW GLMHODVNDQ 3+DVLO 3HPHULNVDDAQ
kepada Dewan Perwakilan Rakyat, DewanwRéilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

Dalam praktek penyelenggaraan negara, hasil pemeriksaan BPK
ini belum banyak ditundaklanjuti oleh lembaga lembaga perwakilan
(DPR,DPD dan MPR). Tindaklanjut hasil pemeriks&PK belum
berjalan secara efektif. Tidak banyak pengaruhnya didalam
penganggaran negara maupun didalam penegakan hukum, khususnya
yang menyangkut penyimbangan dalam pengelolaan keuangan negara.
Dalam hal ini tampaknya perlu penyempurnaan menyeluruh didala
pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK.

'"HPLNLDQ SXOD GL 3DVDO ) D\DW \D(
Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat
dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan
diresmikan oleh Presiden. PeresmRiresiden ini lebih terkait pada
Penetapan Presiden (Keppres) nya, yang selanjutnya akan terkait
dengan gaji dan hal hal lainnya.

Hubungan Presiden dengan Badan Pemeriksa Keuangan baru
terlihat di Undang Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengeltaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Melalui Pasal 17
ayat (3) UU No.15 Tahun 2004 ditegaskan bahwa Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) juga diserahkan kepada Presiden. Itulah
sebabnya penyerahan hasil pemeriksaan atas LKPP menjadi agenda
tersendir. Tujuan penyerahan hasil pemeriksaan BPK ini kepada
Presiden sebagai bahan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan
dimaksud.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK ini dilakukan oleh
pembantu Presiden, baik Menteri maupun Lembaga Pemerintah Non
Kementerian Juga oleh daksana dan pendukung di masimgsing
lembaga negara. Termasuk pernegbukum. Didalam Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat, juga mencakup seluruh anggaran yang
digunakan oleh lembaga negara, yakni MPR, DPR, DPD, MA, MK,
KY dan BPK.
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KESIMPULA N

Dari uraian tersebut tergambar hubungan Presiden dengan
lembaga lembaga negaraakhi lembagdembaga yang fungsi dan
kewenangnnya diatur langsung di Undakfndang Dasar Negara
Republk Indonesia Tahun 1945. Lembalgsnbaga dimaksud adalah
Majelis Pernusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA),
Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY) dan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam praktek pelaksanaannyaybbingan Presiden dengan
Lembagalembaga Negara ini masih memerlukan penyemgurna
Agar penyelenggaraan negasasuai dengan yang dirumuskan di
UUD NRI Tahun 194%lapat berlangsung dengan baik. Kajian tentang
hal ini perlu dilakukan secara berkala.
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KARAKTER KOALISI DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN PRESIDENSIL DI INDONESIA

Fitra Arsil

Abstrak

Realitas multiprtai dan kepartaian yang tegmentasi di parlemen
merupakan sebab penting terbentuknya pemerintahan koalisi di hampir setiap
pemerintahan yang terbentuk di Indonesia. Realitas ini dipahami oleh para
pembentuk koalisi sehingga dapat dilihat UNBI Tahun 1945 memberikan
landasan konstisional bagi praktek koalisi di Indonesia. Namun pengaturan
koalisi yang terdapat di konstitusi tersebut menyimpan masalah. Pengaturan
tersebut nampak tidak sesuai dengan lazimnya praktek koalisi yang terdapat
dalam sistenpresidensil

Kata kunci: Koalisi, sistempresidensil sistem pemerintahan

Abstract

The reality of multiparty and fragmented party in parliament is an important
cause of the formation of coalition governments in almost every government
formed in Indonesia. This reality is understoodcbglition builders so that it

can be seen that the UUD NRI 1945 provides a constitutional basis for
coalition practice in Indonesia. However, the coalition arrangements
contained in the constitution appear to save problems. This arrangement
does not appeato be in accordance with the usual coalition practices
contained in presidential systems.

Keyword coalition, presidential system, system of government

PENDAHULUAN

Sepanjang era multipartai yang hidup dalam suasana demokratis
di Indonesia, pembentukan dan pengelolaan dilakukan dengan
mekanisme koalisi. Koalisi bukan saja terjadi dalam sistem
pemerintahan parlementer yang memang mendasari legitimasi
kekuasaannya dakoalisi di parlemen, namun juga terjadi di dalam
pemerintahan yang terbentuk di dalam sispeasidensil
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Kepartaian Indonesia tidak selalu hidup dalam masa yang
demokratis, relatif dapat dikatakan masa demokratis terjadi pada
kurun waktu 1948 959 dan 198-hingga kini. Pada masa 194959
sistem kepartaian yang demokratis hidup berdasarkan WIRD
Tahun1945, Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950. Masa kepartaian
yang majemuk dalam suasana yang demokratis dimulai ketika
pemerintah setelah mendapat usulan #&iP," mengubah sistem
partai tungg&lmenjadi multipartdidengan dikeluarkannya Maklumat
Tanggal 3 November 1945Melalui Maklumat tersebut pemerintah
mempebolehkan berdirinya partapartai politik dan ditanggapi
dengan sangat antusias oleh tokokoh Indonesia saat itu dengan
mendirikan sekitar 40 partai politik yang siap bersaing dalam
pemilihan umuny.

Fenomena serupa terjadi pasca jatuhnya kekuasaan Orde Baru.
Represi terhadap multipartai yang terjadi sejak 1959 hingga 1998
terbukti tidak membuat kingnya realitas multipartai dalam
kehidupan politik Indonesia. Ketika kembali memasuki era
demokratisasi yang membuka kesempatan bagi pendirian dan peran

! Pada tanggal 30 Oktober 1945 KNIP menyarankan kepada pemerintah untuk merubah sistem
partai tunggal dengan sistem multipartai agar semua aliran politik yang penting punya
perwakilan. Lihat, George McTurnan Kahidationalism and Revolution in Indonegiseventh
printing), (Ithaca and London: Cornell University Press, 1969), him. 154.

2 Awalnya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengambil putusan untuk hanya
mendirikan satu partai yang dinamakan Partai Nasional Indonesia (yang kemudian populer
dengan sebutan PNbtaatparti). Partai ini direncanakan akan dipimpin oleh Sukéafiadta,

dengan melibatkan toketokoh pergerakan kemerdekaan dari paptaiai pada zaman
penjajahan. Lihat, Yusril Ihza Mahendrajnamika Tatanegara Indonesia: Kompilasktdal
Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartdilkarta: Gema Insani Press,
1996), him. 180.

® Menurut Yusril Ihza Mahendra, ada dua alasan utama mengapa gagasan membentuk PNI
Staatpartij sebagai partai tunggal ditentan@ertama, kelompdk penentang menganggap
pembentukan partai tunggal negara adalah gagasan yang hanya dikenal di negara yang menganut
fasisme atau komunisme sedangkan Republik Indonesia menurut UUD 1945 adalah negara
demokrasi yang menjamin kebebasan rakyatnya berkumpube@erikat.Kedua, kelompok
penentang merasa curiga bahwa penggunaan istilah PNI hanyalah taktik pendukung
nasionalisme untuk mendominasi gelanggang politik Indonesia pascakemerdekaaribidhat,

4 Maklumat Tanggal 3 November 1945 menyatakan bahwsame; Pemerintah menyukai
timbulnya partaipartai politik, karena dengan adanya papaitai itulah segala aliran paham
yang ada dalam masyarakat dapat dipimpin ke jalan yang.b€edua, Pemerintah berharap
suypaya partapartai itu telah tersusun sebeluilangsungkan pemilihan anggota Badauan
Perwakilan Rakyat dalam bulan Januari 1946. Lihat, P.K. PoerwanRartai Politik di
Indonesia(Jakarta: Rineka Cipta, 1994), him. 33.

® Lihat Jimly Asshiddigie,2005. Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran BarPolitik dan
Mahkamah Konstitusdakarta: Konstitusi Pregsim. 174.
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partai politik yang besar, maka dapat disaksikan ppegai tumbuh
dengan sangat banyak dan beraga

Menjelang Pemilu 1999%emilihan umum pertama reformas
terdapat 141 partai politik yang mendaftarkan diri ke Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan 48 partai dinyatakan
memenuhi syarat untuk bersaing sebagai peserta pemilu yang
diselenggarakapada 3 Juni 1999 Pemilu 2004 juga menampilkan
realitas yang serupa, ketika 24 partai politik ikut sebagai peserta
pemilu setelah melalui berbagai seleksi berdasarkan Undang Undang
Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai polititan UndangJndang
Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD
dan DPRIF Pemilu 2009 juga diikuti oleh banyak partai, setelah
melalui seleksi berdasar Undablpdang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik dan UndangJndang Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pemilihan Unm anggota DPR, DPD dan DPR%kemudian
berbagai proses peradilan di Mahkamah Konstitusi. KPU meresmikan
44 partai politik berhak mengikuti pemilihan umum tahun 2809.

Realitasbanyaknya partai politik di Indonesia telah menjadi
salah satu sebab pentingatidterdapatnya partai dominan sehingga
pemerintahan yang terbentuk dalam masa multipartai selalu bercorak

® Lihat, http:/kpu.go.id/iindex.php?option=com_content&task=view&id=4dlakses 13 Mei

2012 pukul 20.34VIB.

" Republik IndonesiaUndangUndang Tentang Partai PolitikUndangUndang Nomor 31
Tahun 2002 Lembaran Negara Republikndonesia Tahun 2002 Nomor 138ambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341.

8 Peserta Pemilu sebanyak 24 partai politierupakan hasil seleksi depkumham dan KPU.
Dalam seleksi terdapat 26 partai yang tidak lolos verifikasi KPU, 58 partai politik yang tidak
memenuhi syarat sebagai badan hukum partai, dan 153 partai politik yang dibatalkan status
badan hukmnya.

° RepublikindonesialUndangUndang Tentang Partai PolitikndangUndang Nomor 2 Tahun
2008,Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4801.

1% Republik IndonesiayndangUndangTentang Pemilihan Umurnggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Dagratang Nomor 10
Tahun 2008lL.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NomoF&hbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4836

1 pada awalnya jumlah partai politik peserta Pemilu 2009 yang diumumkan oleh KPU pada 7
Juli 2008 adalah sebanyak 34 partai politik dan ditambah 6 partai politik lokal di Aceh sehingga
keseluruhannya adalah 40 partai politik. Berdasarkan putusan Mahkamalitkedn4 partai

politik mengajukan gugatan terhadap keputusan KPU ke PTUN Jakarta untuk dapat mengikuti
pemilu. Gugatan tersebut dikabulkan dan dilaksanakan oleh KPU sehingga peserta pemilihan
umum bertambah 4 partai politik sehingga keseluruhannya die#fha partai politik. Lihat,
OXFKDPDG $ORensiDbh&dnDPertai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai
Politik dalam Pergulatan RepublikJakarta: Rajawali Press, 2011), him. 2.
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koalisi, baik pada masa multipartai Orde Lama maupun Pasca
Reformasi. Menurut Ismail Sunny, mengamati sistem ketatanegaraan
sejak awal kemerdekaan pga demokrasi terpimpin, sistem multi
partai di Indonesia selamanya memerlukan suatu pemerintahan yang
terbentuk melalui koalis® Begitu juga melihat pemerintahan yang
terbentuk hasil pemilu pasca reformasi, pemerintahan melalui koalisi
selalu menjadi pihan.

Para pembentuk konstitusi perubahan UUD 1945, nampak
memahami realitas kepartaian dan pembentukan pemerintahan di
Indonesia yang selalu membutuhkan koalisi partai politik. UUD NRI
Tahun 1945 sebagai hasil dari empat kali rangkaian perubahan
konstituisi, memberi tempat bagi koalisi partai politik. Sesuai dengan
komitmen reformasi, Perubahan UUD 1945 memberi tempat bagi
banyak proseduprosedur demokrasi dan infrastrukur pendukungnya
bahkan Indonesia melakukan perubahan konstitusi secara- besar
besaral dalam rangka mengakomodasi prosegiasedur demokrasi
dan infrastruktur pendukungnya terseBuiktivitas partai politik
dalam membentuk koalisi juga mendapat pengakuan dalam Perubahan
UUD 1945. Perubahan UUD 1945 yang dirancang menganut sistem
presidens secara lebih tegas terselSuhenyebutkan gabungan partai
politik secara eksplisit sebagai pihak yang mengusulkan pencalonan
presiden dan wakil presiden dalam Pasal 6A ayat (2) dan disebutkan
sebagai pihak yang mencalonkan presiden dan wakil presidam dal
hal presiden dan wakil presiden berhalangan tetap secara bersamaan
dalam Pasal 8 ayat (3).

2 1smail Sumy, 1986. Pergeseran Kekuasaan Eksekutif: Suaenyelidikan dalam Hukum
TatanegaraJalarta: Pustaka Aksara Barim. 49

13 Setelah 4 kali perubahan, UUD 1945 yang tadinya hanya terdiri dari 16 Bab, 37 Pagal dan
Pasal aturameralihanserta2 ayataturan tambahan diubah bessmsaran menjadi 21 bab, 73
pasal, 170 ayat ditambah 3 pasal Aturan Peralihan dg@tAturan Tambahan. Lihat, Lukman
+DNLP 6DLIXGGLQ 3/DWDU %HODNDQJ 3URVHV GDQ +DVLO 3HUXED
Wicara Hukum Acaa Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan DPP Partai Keadilan
Sejahtera dengan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia di Jakarta, 911 Maret 2007, him. 9.

4 Analisis Denny Indrayana dalam disertasinya menyatéisdmva hasil Perubahan UUD 1945
jelas lebih demokratis dibanding sebelumnya dalam kerangka kontrol terhadap kekuasaan politik
yang lebih efektif dan hakak individu dan masyarakat lebih terlindungi. Lihat Denny
Indrayana)ndonesian Constitutional Reforn49-2002: An Evaluation Of Constitutieklaking

In Transition,(Jakarta: Kompas Book Pusblishing, 2008), him.-360 .

1% Sebelum dimulainya Perubahan UUD 1945, frefkaksi di MPR bersepakat agar Perubahan
UUD 1945 diarahkan untuk menganut sistgmesidesil secara lebih tegas dibanding
sel®lumnya. Lukman Hakim, Saifuddihpc. Cit.,
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Ketentuan dalam Pasal 6 A ayat (2) UUNRI Tahun 1945
\DQJ EHURHBPHELRndan éalon Presiden dan Wakil Presiden
diusulkan oleh partai politik atau gabungaartai politik peserta
SHPLOLKDQ XPXP VHEHOXP SHODNVDQDDQ St
kan bahwa UUD NRI Tahun 1945 memberi landasan bagi lahirnya
pre-electoral coalitionyang merupakan jenis koalisi yang lazim dalam
sistem presidensil® Koalisi jenis ini diakukan oleh partgiartai
politik terutama bertujuan untuk memenangkan pemilihan. Jika
pemilihan berhasil dimenangkan, koalisi ini dapat berlanjut untuk
membentuk pemerintahafgovernment coalition)di mana setiap
partai politik yang berkoalisi ingin men@atkan wakilnya dalam
pemerintaharfportfolio coalition).

Ketentuan lain yang secara eksplisit mengatur koalisi patda
dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NR&fun 1945 yang berbunyi:

"-LND 3UHVLGHQ GDQ :DNLO 3UHVLGHQ
diberhentikan, atau tik dapat melakukan kewajibannya dalam
masa jabatannya secara bersamaan, Pelaksana Tugas
Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam
Negeri, Menteri Pertahanan secara bersaama. Selambat
lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyatan
Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan
Wakil Presiden dari dua paket calon Presiden dan Wakil
Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai
politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya
rneraih suaraerbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan
VHEHOXPQ\D VDPSDL KDELV PDVD MDEDWD((

Jika melihat ketentuan di atas, konstitusi nampaknya
menghendaki koalisi partai politik yang terjadi sebelum pemilihan
(pre-electoral coalition)seperti yang terdapat dah Pasal 6A ayat (2)
UUD NRI Tahun 1945 berlangsung secara permanen sepanjang
jalannya pemerintahan hasil pemilihan umum. Alasannya, kondisi
yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), kekosongan jabatan presiden

6 Lihat Scott Mainwaring dafimothy R. Scully,1995.3, QWURGXFWLRQ 3DUW\ 6\VWH
$PHULFD °~ GDODP 6FRWW O0DLQZDULQJ EBubRg DemdRMtiK\ 5 6FX
Institutions: Party Systems in Latin Americ8fanford, CA:Stanford University Preshjm. 33
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dan wakil presiden secara bersamaan, dapat terjadi kapan saja
sepanjang berjalannya pemerintahan hasil pemilihan umum.

Jika melihat karakter sistem pemerintahgoresidensil
ketentuan dalam konstitusi tersebut nampak memiliki masalah.
Koalisi pemerintaha (government coalitionflalam sistenpresidensil
memiliki potensi perubahan cukup tinggi dan perubahan dalam koalisi
bukan berarti pergantian kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif di
sistem presidensilsumber legitimasinya bukan dari parlemen tetapi
memiliki legitimasi langsung dari rakyat. Oleh karena itu, koalisi yang
terbentuk sebelum pemilihan presidgpre-electoral coalition)
sebagaimana dimaksud Pasal 6A ayat (2) bisa berubah sehingga
berbeda dengan komposisi koalisi yang memerinigdvernment
coalition). Dalam perjalanan pemerintahan komposisi koalisi dapat
terus berubah sehingga jika terjadi kondisi sebagaimana dimaksud
Pasal 8 ayat (3) maka koalisi yang yang terjadi berdasar Pasal 6A ayat
(2) bisa jadi sudah bendenar berbeda. Dalam kondidemikian
maka akan sulit melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) UUD
NRI Tahun 1945.

Nampak ketentuaketentuan mengenai koalisi dalam UUD
NRI Tahun 1945 tidak semuanya kompatibel dengan karaldtem
pemerintahan presidehsKoalisi memang awala merupakan fitur
yang lazimnya terdapat dalam sistem pemerintahan parlementer.
Dalam perkembangannya koalisi semakin populer dalam praktek
sistem pemerintahapresidensil namun perlu dipahami bahwa tetap
terdapat perbedagerbedaan mendasar. Tulisani imembahas
karakter koalisi yang terdapat dalam sisfmsidensisehingga dapat
menyajikan analisis terhadap pengaturan yang dilakukan oleh UUD
NRI Tahun 1945.

KOALISI PRESIDENSIL BUKAN KOALISI PARLEMENTER

Koalisi awalnya memang fitur dalam sistem parlementer yang
terjadi ketika hasil pemilihan umum menunjukkan tidak ada satupun
partai politik mendapatkan suara mayoritas mutlak sehingga dapat
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membentuk pemerintahannya sendisingle party government}.
Dalam kondisi tersebut partpartai politik saling bernegoisasi untuk
mendapatkan kursi parlemen mayoritas agar dapat memimpin
pemerintahan. Neg@si yang dilakukan biasanya bertukar kursi
kabinet dengan dukungan di parlemen. Koalisi yang berhasil
mendgatkan mayoritas dukungan parlemen maka mereka memimpin
pemerintahan. Basis negoisasi prioritas adalah preferensi kebijakan
sehingga terbentuk koalisi yang berbasis kebijakamlicy based
coalition). Kesamaan kebijakan menjadi prioritas membangun koalisi
karena stabilitas pemerintahan di sistem parlementer bergantung
kepada daya tahan koalisi.

Di Sistem parlemener jika koalisi bubar dapat berakibat
jatuhnya pemerintahan, sementara awet tidaknya koalisi banyak
bergantung dari sikap parpartai koalisi tehadap setiap kebijakan
yang dihasilkan pemerintah. Perbedaan sikap partai koalisi terhadap
suatu kebijakan dapat membuat koalisi pecah dan kabinet jatuh.
Koalisi yang solid dijamin akan selalu mulus dalam membentuk
kebijakan yang memerlukan dukungan pade karena pemerintah
memang memiliki pendukung mayoritas di parlemen. Pemerintah
yang gagal meloloskan kebijakannya di parlemen dapat berhadapan
dengan mosi tidak percaya karena berarti pemerintah tidak memiliki
dukungan mayoritas di parlemen.

Walaupun &zimnya merupakan fitur yang terdapat dalam
pemerintahan yang dibangun dengan sistem parlemeBéebagai
negara bersisterpresidensiljuga menggunakan koalisi sebagai cara
pengelolaan pemerintahan mereka. Bahkan terdapat kecenderungan
popularitas pengg@an koalisi di sistenpresidensilsemakin hari
semalin tinggi. Menurut Jose Antoni€heibub, Adam Przeworski
dan Sebastian Saiegh koalisi pemerintahan terjadi di lebih dari
setengah pemerintahan yang ada dalam sigtersidensil Mereka
berkesimpulan walaqaun frekuensinya tidak lebih besar dibandingkan
dengan yang terjadi dalam sistem parlementer namun koalisi dalam

¥ Koalisi saat ini sudah menjadi aturan baku sistem parlementer bukan sekadar sebuah kondisi
khusus atau pengecualian karena frekeuensi pemerintahan koalisitefn grlementer
meningkat terus dan menjadi sangat tinggi. Lihat Fitra A26iL7.Teori Sistem Pemerintahan:
Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar SistemePintahan di Berbagai Negara
Jakarta: Rajawali Perbim. 3844
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sistempresidensitidak dapat dianggap sebagai luar biasa atau kondisi
pengecualian. Di Brazil, menurut Abrahanches, Deheza dan
Meneguello semm presiden mebangunkoalisi dalam membentuk
pemerintahanny®. Payne secara lebih tegas menyebutkan bahwa
kelangsungan pemerintahan di Bolivia, Brazil, Chile dan Ekuador
tergantung kepada koaliSi. Sementara, di negaregara seperti
Argentina, Kolombia,Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Mexico,
Peru dan Kosta Rika menunjukkan semakin meningkatnya
fragmentasi sistem kepartaian yang berkonsekuensi koalisi menjadi
jalan pembentukan dan pengelolaan pemerintahan.

Dalam koalisipresidensilterdapat beberapa pedaan aturan
main dengan koalisi yang terdapat dalam sistem parlementer seperti
yang telah disampaikan sebelumnya. Perbegadmedaan tersebut
antara lain disampaikan oleh Jose Antonio Cheibub khususnya
mengenaproses pembentukan koalisi. Perbedaan &ioatitara kedua
sistem perarintahan tersebut antara lain:

Pertama kedudukan presiden yang tidak bergantung pada
mayoritas legislatif(legislative majority) membuat presiden bebas
membentuk dan mengganti koalisi sekehendaknya dan perubahan
tersebut tanpa adanya perubahan kekua8aan.

Kedua Partai pembentuk koalisi di sistem parlementer belum
dapat segera dipastikan dengan melihat hasil pemilihan umum
sedangka di sistem presidensil partai presiden dapat dipastikan
sebagai pembentuk koalisi. Dalam sistem parlementer, partai politik
pemenang pemilihan umum memang lazimnya bertindak sebagai

¥ JLKDW 6pUJLR + +XGVRQ GH$EUDQFKHV 33UHVLGHQFLDOLV
,QVWLWXFLRQD&a0o31UD VLOWHLBHR ,YDQD 'HKH]D 3S*RELHUQRYV GH &
HQ HO 6LVWHPD 3UHVL GHQ FEL Pr&ideh BiglishioFRe @ vaiBi Qituedngsy , Q

Cambio Politico en América Latinads. Dieter Nohlen and Mario Fernandez B. Caracas: Nueva

Sociedad, daMeneguello, Rachel. 199®artidos e Governos no Brasil Contemporaneo (3985

1997) S&o Paulo: Paz e Terszbagaimana dikutip oleh @¢DYLR $PRULP 1HWR 33UHVLGHQ
&DELQHWV (OHFWRUDO &\FOHV DQG &RDOLWLRQ 'LVFLSOLQH ,Q 9
Benito Nacif, ed.,Legislative Politics in Latin Americ§Cambridge: Cambridge University

Press, 2002), him. 48.

1 3. Mark Payne2007. 3% DODQFLQJ ([HFXWLYH DQG /HJLVODWLYH 3UHURJ
Constitutional and Parifo D VH G ) D FW R Watk Payrie (Darkel Zovatto G., and Mercedes

Mateo Diaz Democracies in Development : Politics and Reform in Latin America
Washington:IntetAmerican Development Bank]m. 106

20 José Antonio Cheibul2007.Presidentialism, Parliamentarism, and Democrabiew York:

Cambridge University Preshim. 53
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formatur pembentuk kabinet namun tetap memiliki potensi gagal
sehingga wantikan partai terbanyak berikutnya dan begitu
seterusnya. Dengan kontruksi seperti itu maka ada kemungkinan
partai terbesar malah bukanlah peserta koalisi pemerintahan yang
akhirnya terbentuk karena formatur pembentuk kabinet dapat
mengecualikan partananapun termasuk partai terbesar. Sedangkan di
dalam sistenmpresidensil partai presiden selalu ikut dalam koalisi
pemerintahai®

Ketiga, di sistem parlementer, jika koalisi pemerintahan gagal
terbentuk maka akan terjadi krisis pemerintahan yang dapeakilbetr
terjadinya percepatan pemilihan umum atau dalam situasi tertentu
sistem ini dapat menerima pemerintahan yang terdiri dari para-orang
orang non partisan yang bertindak sebagaetakergovernmentDi
sistem presidensiltidak dikenal percepatan pem#én umum baik
untuk pemilihan anggota legislatif maupun untuk pemilihan presiden.
Jika tidak ada koalisi yang terbentuk maka partai presiden akan
mengambil semua jabatan dalam kabinet atau mendistribusikan
sekehendakny#.

Senada dengan CheibubJohannes feudenreich juga
menyampaikan perbedaperbedaan koalisi presidensil dan
parlementelyaitu: Pertama,dalam sistenpresidensil sejak presiden
terpilih melalui sebuah pemilihan langsung, maka sudah jelaslah siapa
yang akan membentukoalisi kabinet. Dalam sistem ini tidak
diperlukan pembentukan formatur atau dewan formatur karena hanya
presiden terpilih yang memainkan peran sebagai form&tedug
konsekuensi dari aturan main yang pertama maka partai presiden akan
selalu menjadi bagian dakbalisi. Ketiga kedudukan presiden yang
tidak tergantung kepada dukungan dari legislatif, menyebabkan jika
tidak atau gagal membentuk koalisi, presiden dapat membentuk
pemerintahan hanya dengan satu partai yaitu partainya S&r@iiri.
ketiga ini memilik konsekuensi bahwa presiden dapat kapan saja
mengeluarkan salah satu partai. Jika partai politik presiden-meng

2 |bid, him. 54.

22 |bid, him. 55.

ZYUHXGHQUHLFK -RKDQQHV 3&RDOLWLRQ %XLOGLQJ LQ 3UHVL(
http://www.academia.edu/461874/Coalition Building_In_Presideriadtems diakses 20

Desember 201AhIm. 5.
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inginkan semua kursi di kabinet maka papartai lain tidak memiliki

cara yang dapat menghalanginya. Namun demikian, jika presiden
mendapat dkungan yang minim di parlemen tentu ia akan sulit
memenangkan agenda kebijakanfiya.

Pendapat Octavio Amorim Netberikut ini dapat dikatakan
menambahkan perbedaparbedaan yang telah disampaikan oleh
Cheibub dan Freudenrich. Netonenyebutkan bahwa koalisi
pemerintahan di sistem parlementer berisi membemteri yang
berasal dari partgiartai politik yang bergabung dengan koalisi. Dasar
perolehan jabatan menteri bagi pagartai politik tersebut
pembagiannya disesuaikan dengan perolehan kursi-partai politik
tersebut di parlemen. Di sisterpresidensil ketentuarketentuan
tersebut tidak berlakukarena presiden secara konstitusional bebas
menentukan desain kabinet, presiden dapat membentuk kabinet
multipartai tanpa harus memperhatikan komposisi rietbisecara
proporsionaf® Kabinet presidensildapat terdiri dari mentermenteri
dari kalangan profesional yang bukan anggota partai politik dan
pembagian jabatan menteri bisa jadi tidak proporsional dengan
perolehan kursi dintara partapartai pesertadalisi®®

Berikutnya, Neto juga memberikan perbedaan penting mekanis
me koalisi di sistempresidensil dengan yang terjadi di sistem
parlementer dalam aspek perjanjian koalisi. Neto menyebutkan bahwa
ikatan perjanjian koalisi dalam sist@residensitidak kekerja seperti
perjanjian koalisi dalam sistem parlementer. lkatan perjanjian dalam
sistem presidensil lebih longgar, pelanggaran terhadap perjanjian

*bid.,

Z2FWDYLR $PRULP 1HWR 33UHVLGHQWLDO &DELQHWY (OHFWRUDO
% U D J@pO Cit., Untuk melihat bukti tentang krieria ini dapat juga dilihat hasil riset terhadap
perbandingarantara perolehan kursi parlemen papaitai di Brazil dengan jabatan menteri

yang mereka dapatkan karena menjadi anggota koalisi pemerintah dalam renta/2) D07

yang dilakukan oleh Pracga, Sérgio, Andréa Freitas, dan Bruno Hoepers. Lihat Praga, Sérgi

$QGUpD )UHLWDV DQG %UXQR +RHSHUV 33ROLWLFDO $SSRLQWPH
Brazil, 2007 " G DXkl of Politics in Latin Americe3, 2, 2011, him. 14172

% Neto, Ibid., him.49. menurut Neto, walaupun sering terjadi perbedaan komposisi koalisi yang

terjadi eksekutifdan di legislatif dalam sisterpresidensilnamun tetap berlaku asumsi bahwa

semakin tinggi propwionalitas antara pembagian kursi kepada padtakabinet dengan

preentase kursi di parlemen, maka kabinet akan semakin terpadu.
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koalisi lebih sering terjadi dan mekanisme penegakkannya
(enforcement)ebih sulit dilakukart.

Perbedaan berikutnya adalah meng@aaéa pihak yang terlibat
dalam perjanjian koalisi. Menurut Neto, perjanjian koalisi dalam
sistempresidensildilakukan dengan masingasing pihak yang akan
terlibat dalam koalisi, tidak dilakukan secara bersaama. Akbat
nya masingmasing pihak tersebut hanya terikat kepada presiden
sebagai pemimpin koalisi tidak kepada piHmtkak lain walaupun
mereka bersarmsama dalam sebuah pemerintahan ko#lisi.

Dari segi waktu terbentuknya koalisi, menurut Scott
Mainwaring, pross dalam koaligpresidensilazimnya sudah dimulai
sebelum pemilihan presiden dilangsungkan atau yang dikenal dengan
pre-electoral coalitior?® Koalisi sebelum pemilihan presiden ini
memiliki tujuan utama untuk memenangkan pemilihan daripada
membangun pemiatahan secara bersafiakoalisi yang terbentuk
sebelum pemilihan umum in{pre-electoral coalition) memang
menjadi dasar koalisi pemerintahggovernment coalition)tetapi
dalam prakteknya sering kali presiden menggunakan kekuasaannya
dalam mengangkat meeri sebagai jalan untuk memperluas koalisi
nya yang bisa jadi mengajak lawan politik di pemilihan presiden untuk
membangun pemerintahan bersasaaa.

INSTITUSIONALISASI KOALISI DI SISTEM PRESIDENSIL
INDONESIA DAN PERMASALAHANNYA

Dalam sistenpresidensil koalisi sebagai cara pembentukan dan
pengelolaan pemerintahan lazimnya tidak terinstitusionalisasi dalam
kerangka hukum. Koalisi dianggap sebagai mekanisme politik yang
terjadi sebagai akibat dari proses tawar menawar atau negosiasi dalam
rangka upaya mmenangkan pemilihan umum(pre-electoral
coalition) dan dalam rangka pengelolaan pemerintahan yang stabil
terutama ketika pemerintah berhadapan dengan lembaga legislatif

27 |bid.

8 Neto,Ibid., him. 50

29 Mainwaring and Scullp. Cit.,him. 33
% Ibid.,
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(government coalition)Namun, sistenpresidensillndonesia nampak
memberi tempat koai dalam aturan konstitusinya. Pemilihan
presiden langsung yang menjadi salah satu ciri penting sistem
presidensil yang dianut Indonesia menyatakan bahwa proses
pencalonannya dapat dilakukan oleh koalisi partai politik. Ketentuan
mengenai hal ini terdapaalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun

\DQJ OHQJNDSQ\D EHUEXQ\L 33DVDQJDQ FDOI
Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik
SHVHUWD SHPLOLKDQ XPXP VHEHOXP SHODNVDAQL

Desain sistenpresidengi Indonesia nampaknya juga meng
hendaki bahwa koalisi yang terbentuk dalam pemilihan presiden
tersebut berlangsung jangka panjang dan tetap stabil selama presiden
pemenang pemilihan berada dalam kekuasaannya. Desain seperti ini
terlihat dari ketentuan laidalam UUD NRI Tahun 1945 yang juga
menyebutkan mengenai koalisi atau gabungan partai politik. Dalam
Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa jika
presiden dan wakil presiden berhalangan tetap secara bersamaan maka
pelaksana tugas kepresidensementara dipegang secara bersama
sama oleh menteri dalam negeri, menteri luar negeri dan menteri
pertahanan. Sedangkan pengganti yang akan menduduki jabatan
presiden dan wakil presiden sampai akhir masa jabatan adalah
pasangan calon presiden dan wakilsjden yang berasal dari partai
politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih
suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya.
Ketentuan ini membawa pesan bahwa koalisi atau gabungan partai
politik yang terbentuk ketika pealonan presiden dan wakil presiden
dalam pemilihan presiden tetap eksis dan masih belum mengalami
perubahan selama pemerintahan berlangsung.

Kehendak konstitusi agar koalisi atau gabungan partai politik
yang terbentuk pada pemilihan umum berjangka pangkarg stabil
juga diamini oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi terhadap perkarblomor 14/PUUXI/2013, Mahkamah
Konstitusi menyebutkan bahwa desain UUD NRI Tahun 1945
menghendaki sistem pemilihan presiden harus mendukung penguatan
sisem pemerintahapresidensil oleh karena itu koalisi yang tercipta
dalam pemilihan presiden seharusnya stabil dan berjangka panjang.
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Kondisi yang terjadi saat ini dalam praktek menurut Mahkamah
Konstitusi belum seperti yang dikehendaki konstitisDalam
pertimbangan hukumnya di putusan tersebut Mahkamah Konstitusi
berpendapat bahwiA:

3«'DODP SUDNWLNQ\D PRGHO NRDOLVL
partai politik dan/atau dengan pasangan calon Presiden/Wakil
Presiden justru tidak memperkuat sistem pemerintgirasicensil
Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh
gabungan partai politik tidak lantas membentuk koalisi permanen dari
partai politik atau gabungan partai politik yang kemudian akan
PHQ\HGHUKDQDNDQ VLVWHP NHSDUWDLDQ °

Dengan demikian dapaliketahui bahwa secara konstitusional
koalisi memang diakui keberadaannya dalam sistem ketatanegaraan
Republik Indonesia dan para pembentuk hukum menginginkan
stabilitas dalam koalisi yang terbentuk. Koalisi sebelum pemilihan
(pre-electoral coalition) diharapkan merupakan koalisi yang
menjalankan pemerintahégovernment coalition).

Namun kehendak membentuk koalisi yang stabil dengan aturan
yang tersedia dalam UUD NRI Tahun 1945 nampak menyimpan
masalah. Knstitusi menghendaki koalisi partai politik yaterjadi
sebelum pemilihapresiden putaran pertanfare-electoral coalition)
seperti yang terdapat dalam Pasal 6A ayat (2) W Tahun1945
berlangsung secara permanen sepanjang jalannya pemerintahan hasil
pemilihan umum. Hal ini terlihat dari ketentuRasal 8 ayat (3) yang
masih menganggap koalisi yang yang terbentuk dalam Pasal 6A ayat
(2) masih terus berlangsundan tidak mengalami perubahan.
Keinginan konstitusi ini nampak tidak sesuai dengan karakter koalisi
sistempresidensilseperti yang telah disnpaikan di atas. Konstitusi
nampak menyamakan koalisi yang dibentuk sebelum pemilihan umum
(pre-electoral coalition)dengan koalisi pemerintaharfgovernment
coalition). Padahal Koalisi yang dibentuk sebelum pemilihan umum
tersebut, di sisterpresidensijl lazimnya ditujukan untuk memenang
kan pemilihan umum daripada membentuk pemerinté@pavernment

%1 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap perkara nomor 14/PUU
XI/2013 him. 7882.
%2 |bid, him. 81-82
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formation). Oleh karena itu, ketika pemerintahan dibentuk dan
berjalan, koalisi jenis ini kemungkinan akan berubah dengan berbagai
alasan. Presiden denganrginan mendapat dukungan politik yang
lebih besar di parlemen, misalnya, akan memperluas koalisinya atau
bahkan presiden dapat memperkecil koalisinya sebagai hukuman
kepada partgpartai yang tidak loyal dengan kebijakan presiden.

Cheibub menyebutkan bahwadudukan presiden yang tidak
bergantung pada mayoritas legislgtiégislative majority)di sistem
presidensil membuat presiden bebas membentuk dan mengganti
koalisi sekehendaknya dan perubahan tersebut tanpa adanya
perubahan kekuasaan. Perubahan kodiissistem presidensilatau
bahkan koalisi bubarpun tidak berhubungan langsung dengan
legitimasi kekuasaan eksekutif karena sumber legitimasi kekuasaan
eksekutif terdapat pada rakyat bukan pada koalisi di parlemen. Oleh
karena itu, presiden dapat mengubadalisi kapan saja di tengah
jalannya pemerintahan. Dengan demikian kemungkinan komposisi
koalisi berubah di tengah pemerintahan dalam sispeesidensil
cukup tinggi. Bahkan presiden atau calon presiden dapat mengubah
komposisi koalisinya pada momen sah@wal yaitu pada putaran
kedua pemilihan presiden atau sesaat setelah memenangkan pemilihan
presiden. Dengan kondisi tersebut, koalisi yang dimaksud oleh Pasal
6A ayat (2) dapat berbeda ketika pemilihan presiden memasuki
putaran kedua sebagaimana diammlam Pasal 6A ayat (4.
Selanjutnya dapat berubah ketika menyusun kabinet untuk pertama
kalinya dan memiliki kemungkinan berubah bertali di tengah
jalannya pemerintahan terutama ketika presiden melakokbmet
reshuffle Artinya, ketika situasi kekosongan jabatan presiden dan
wakil presiden sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) terjadi, koalisi
pre-electoral coalitionsebagaimana dimaksud oleh Pasal 6A ayat (2)
kemungkinan sudah berubah atau bahkan sudah tidak ada. Perlu
diingat balwva kondisi kekosogan jabatan presiden dan wakil
presiden secara bersamaan dapat terjadi kapan saja sepanjang
berjalannya pemerintahan hasil pemilihan umum.

% Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon
yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih okeh rakya
secara langsung dan pasanggang memperoleh suaraksat terbanyak dilantik sebagai
BUHVLGHQ GDQ :DNLO 3UHVLGHQ’
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Pengaturan mengenai koalisi partai politik dalam kedua pasal
dalam konstitusi tersebiika diuraikan lebih rinci dapat ditampilkan
masalabhmasalahyang antara lain:Pertamga UUD NRI Tahun 1945
tidak secara jelasmengatur hubungan koalisi sebagaimana dimaksud
Pasal 8 ayat (3) merupakan kelanjutan dari koalisi yang dimaksud
dalam Pasal 6A ayat (2)idak ada pengaturan lain selain kedua
pengaturan tersebut tentang koalisi atau gabungan partai politik dalam
UUD NRI Tahun 1945Dengan kata lain, konstitusi hanya mengatur
mengenai koalisi pemilihan presiden dan tidak mengatur kelanjutan
dari koalisi terskbut, misalnyakedudukan koalisi pemilihan presiden
tersebut dalam pembentukan pemerintahan. Namun il jika
terjadi kondisi seperti dalam Pasal 8 ayat (3), koalisi seperti yang
terdapat dalam Pasal 6A ayat (2) kembali memiliki legitimasi dan
peran kostitusional. Kondisi minimnya pengaturan ini membuat
undangundang atau aturan lainnya kesulitan melakukan pengaturan
lebih lanjut.

Kedua jika melihat sistem pemilihan presiden yang memakai
two round systematau majority runoff maka jika terjadi putaran
kedua dalam pemilihan presiden kemungkinan besar terjadi perubahan
dalam koalisi pre-electoral coalition yang telah terbentuk dalam
putaran pertamaBiasanyadua koalisi yang tersisa di putaran kedua
berusaha memperbes&oalisinya dengan mengajak parpairtai
politik yang koalisinya tidak masuk putaran kedua. Dengan semakin
besar koalisi diharapkan kemungkinan untagmenangkan pemilihan
juga lebih besarNamun, koalisi dalam pemilihan presiden putaran
kedua ini tidak dijelaskan kedudukannya dalam UUD NRhun
1945 dan jika terjadi kondisi seperti dalam Pasal 8 ayat (3) koalisi
jenis ini juga tidak jelas kedudukan dan perannya.

Ketiga secara teori dan praktébkalisi dalam sisterpresidensil
dapat mudah berubah dan perubahan terhadap koalisi tidak berarti
perubahan pemerintahan karena legitimasi pemerintahan bukan
terdapat pada parlemen tempat terbentuknya koalisi. Seperti telah
disebut di atgsmomen perubahan bisa terjadi pada pemilihasigea
kedua, pembentukan kabinet dan ketika tergadiinet reshuffleatau
pergantian menterDengan demikian jika Pasal 8 ayat (3) memberi
kan legitimasi dan peran pada koalisi yang terjadi sebelum pemilihan
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presiden sesuai Pasal 6A ayat (2) maka ko#disebut memiliki
kemungkinan sudah terjadi perubahan sehingga akan sulit melaksana
kan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3).

Keempat UUD NRI Tahun 1945 tidak menyediakan jalan
keluar jika ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) tidak dapat dilaksanakan,
padahal dngan melihat beberapa poin di atas ketentuan tersebut
memiliki kemungkinan besar tidak dapat dilaksanakaadaan tidak
dapat dilaksanakannya ketentuan konstitagabilaketentuartersebut
tidak dapat dilaksanakan

PENUTUP

Pemerintahan yang terbentukidonesia sejak awal berdirinya
bangsa, jika dibentuk dalam situasi yang demokratis selalu bercorak
koalisi. Koalisi terjadi baik dalam berlakunya sistem parlementer
maupun sistenpresidensil Koalisi walaupun awalnya merupakan
fitur dalam sistem parleméer namun kini semakin populer di sistem
presidensil Meningkatnya popularitas koalisi di sistepnesidensil
sdring dengan meningkatnya multipartai dan terfragmentasinya
kepartaian di parlemen. Namun demikian walaupun diambil dari
sistem parlementekoalisi di kedua sistem tersebut memiliki karakter
yang berbeda.

Memahami realitas ini para pembentuk UUD NRI Tahun 1945
memberi landasan konstitusional bagi koalisi. Pasal 6A ayat (2) dan
Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan gabungan partai
politik atau koalisi dalam pengaturannya. Namun pengaturan dalam
kedua ketentuan tersebut nampak menyimpan masalah. Pengaturannya
tidak sesuai dengan karakter koalisi dalam sigiezaidensil
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KOMPLEKSITAS PRESIDENSIALISME
DALAM MULTIPARTAI INDONESIA

Valina Singka Subekti

Abstrak

Mempertegas sistem pemerintalpmasidensibdalahsalah satu hasil penting
Perubahan UUD 1945. Tujuannya membentuk pemerintahan stabil supaya
dapat bekerja efeittmembangun kemakmuran ekonomi dan keadilan sosial.
Namun pada pihak lain upaya ini berhadapan dengan empirik politik sistem
kepartaian multipartai yang secdearitis merupakan sebuah kombinasi sulit
(difficult combination karena dapat menghasilkan p@intahan terbelah
(divided governmept dan bahkan dapat menimbulkan jalan buntu dalam
relasi presiden dan parlemen. Tulisan di bawah ini hendak melihat
kompeksitas praktefpresidensialisméndonesia era reformasi dalam sistem
multipartai dan berbagai uge solusi.

Kata kunci: amandemen, sistem pemerintahgmesidensjl sistem
multipartai

Abstract

Strengthening the presidential government system is afneamportant
outcome of the Amendment to the 1945 ConstittitiD 1945) The goal is

to establish astable government so that it can work effectively to build
economic prosperity and social justice. However, on the other hand, this
effort is faced with empirical political multiparty party systems which
theoretically are a difficult combinatiorbecause itcan create divided
govermentand can even lead to deadlocks in presidential and parliamentary
relations. The article below wants to see the complexity of the Indonesian
era's reformist presidential practices in myparty systems and various
solutions.

Keywords : amendments, presidential government systems, multiparty
systems
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PENDAHULUAN

Indonesiamengamandemen UUD 194&mpat tahap oleh MPR
RI (19992002) dengan tujuammembentuksistem politik yang lebih
demokratis sesuai amanat reformasi yaipgnlandgan masyarakat
sipil. UUD 1945dipandng sebagai penyebab lahirnya otoriterianisme
mass Soé&arno maupun Sdmrto, oleh karenanya perlu
diamandemen Masih terdapatcelah dalam pasapasal UUD 1945
yang dapatdimanfaatkanrezim berkuasa untuk melggengkan
kekuasaannyg&soekarno mengangkat dirinya sebagai presiden seumur
hidup melaluiketetaparMPRS dan Soeharterpilih sebagai presiden
tujuh kali berturutturut sehingga menjadi salah satumpapin Asia
terlama berkuasg82 tahun), selain juga Maos di Filipina (20 tahun)

Selain kesepakatan mempertahankan bagian Pembukaaan UUD
1945 dan bentuk Negar&esatuan RRpublik Indonesia(NKRI),
memasukkarbagian Penjelasan UUD 1945 kialam pasapasal,
perubahan dilakukan dengan cara ademduga keseplkatan untuk
mempertegas sistem pemerintahanesidensif Pilihan tehadap
penegasan sistem pemerintaharesidensildidasarkan antara lain
pengalamanempirik era parlementer dimana sulit menghasilkan
stabilitas pemerintahan bahkan ada satu masa peaharintyang
hanya mampu bertahan tujuh bulan, yadabinet Natsif Pada aat
itu politik aliran memberi kotnibusi pada lahirnya fakdaksi politik
sehingga mempertajam konflik antar partai.

Konteks ekonomi dan politikasca krisis ekonomi 1997 dan
pascajatuhnya Soeharto 1998melahirkan dinaika politik baru
dalam masyarakat yang menuntut pemerirttekerja secara cepat
membangun keadilan ekonomi khususnya pembagian kue ekonomi
yang lebih adil dan merata antara Pusat dan Daéntihya ada
kehendak kuatmembangun pemerintahan yang kuat dan stabil
sehingga dapat bekerja efektif selama 5 tam@mbangun kesejah
teraarrakyat

Namun demikian pilihan mempertegasesidensialismeitu
berhadapan dengan empirsistem kepartaian multipartai, ditandai
ratusan prtai politik yang lahir di awal era refmasi serta pemilu
1999 yang dhkuti oleh 48 partai politik serta 16 partai yang
memperoleh kursi di parlemen. Pembahasan di RakiltHoc Badhn

! valina Singka Subekti. 2008. Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan
Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

2 Herbeth Feith 1962. The Decline of Constitutional Democracy in Indonesidew York
Cornell University Presdal. 128.
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Pekerja MPR diwarnai oleh realitas politultipartai hasil Pemilu
1999 itu. Parlemen dengamultipartai telahmenghasilkan dinamika
politik yang lebih tefragmentasidan juga dalam relasi politik
ekesekutif dan legislatifDalam pandangan anggota PAHasalah
sistem kepartaian selanjutnyakan diatur dalam sebuah produk
undangundangentangsistem pemilihan umum.

Meskipun pasca amandemen Kkonstitusiah mergadopsi
sistem pemilu proprosional daftar calon terddikngan ukuran @dsah
pemilihan yang lebih kecil dan alokasi kursi yang terbatas di setiap
daerah pemilihan serta mengadopsi electoral threshold dan
presidential thresholdebagai alat untuk membatgsimlah partai di
parlemen, namun hasil pemilu di era reformasi yaitu pemilu 2004,
2009 dan 2014 tetap mergglirkan banyak partaKeadaan ini pada
kondisi tertentutelah menengaruhi kompleksitas hubungaksekutif
(presiden dan DPR khuswsnya pembatan undang undang serta
kebijakan publik non legislasi lainnya. Shingga pilihan disain
institusional mempertegaspresidensialismaampaknyabelum dapat
mendukungsecara malkmal pemeritahan yang efektif. Berbagai
koalisi yangdibentuk juga belunmanpu menghdirkan koalisi yang
disiplin dan permanerPertanyaanyadalah,apakahtidak efektifnya
pemerintahanpresidensilitu disebabkansematamata oleh sistem
multipartai atauyga disebabka olehfaktor lainnya sepertkapasitas
partai politik dan kapasitas ataleadesrshipdari kepalaeksekutif
(presidendalam mengelola kewenangannya masiraging.

PERSPEKTIF TEORI PRESIDENSIALISME DAN
MULTIPARTAI

Fred W Riggs mengatakanalh satu ciri pembeda utama
presidensialismedan parlementarianisme terletak pada prinsip
pembahan kekuasaansd€paration of powels dan penggabungan
kekuasaan djffusion of powers® Secara konseptuaeparation of
powers berlaku untulpresidensialismesedangkaliffusion of powers
bekerja dalam sistem parlementer. Shugart dan Carey juga menekan
kan mengenai prinsip pemisahan kekuasaan sebagai ciri utama
presidensialismé Dikatakan bahwa prinsip pemisahakan kekuasaan

® YJUHG 5LJJV 33UHVLGHQWLDOLVP YHUVXV 3DUOLDPHQWDULV]I
O HJLW LIRterfrational Political Science Reviewol. 18, No. 3, Catrasting Political

Institutions. Institutions politiques constrastees (July, 1997), hai2Z83

* ODWWHZ 6KXJDUW DQG -RKQ &DUH\TV 3UHVLGHQW DQG $VVF
Marijke Breuning (ed)21 Century Politial Science: A Refrence Handhdaks Angeles: Sage

Publication
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itu memberikan tanggung jawab yangas di antara setiap cabang
kekuasaan.Cabang kkuasaan eksekutimempunyai kewenangan
menjalankan odangundang #&dministers the layy kekuasaan
legiskatif membentuk undangundang dan kekuasaan yudikatif
menafsir dan menguji undanmdang. Padaigem penerintahan
parlementer kekuasaaneksekutif dan legislatifbiasanya melebur
bersamadiffusion of powersseperti dikatakan Riggs.

Pandangn sama disampaikafirend Lijphart bahwa ciri utama
sistem presidensil adalah pmisahan kekuasaan cabargabang
kekuasaneksekutif, legisktif dan yudikatif> Menurut Lijphart dalam
presidensialismé&edudukan lembga parlemen sama sekali teghis
dan independerierhadap ksekutif, serta measgri-meneri diangkat
dan bertanggung jawab kepada presid@etrlainan denga sigem
palementeryang menempatkan cabang kekuaskgslatif sebagai
penyusun undag-undangdan sekaligus bdéindak sebagai kekuasaan
eksekutif melalupembentukartkekuatarmayoritas partai di parlemen
dalam membentuk pemerintahd&andangarsama dikatakarMiriam
Budiardjo bahwa dalam presidensialisme lembaga ekdautif
independen dan tidak tergtung kepada lembaga legislatian mem
punyai masa jabatan tertentselain itu menterimenteri dipilih oleh
presiden tapa menghiraukan tuntutan dapartaiparta politik,
sehingga presiden dapat secara independen menentukan menteri
berdasarkan keahlialan dapat membentukaken cabinetyaitu
kabinetyang berdas&an keahlian mentefiMenurut Budiarjo dalam
sistem parlementereinbaga eksekutif dan legislatif bargung satu
sama lain dan kabinsebagai bagian dadembaga eksekutif dibentuk
berdasarkan dukungan dari pajaitai politik Pandangan Budiardjo
ini sama dengan pandangdiggs maupun Lijphart.

Pada pihak lain Scott Mainwaring mengemukalkekhawat
annya mengenai adgakombinasiyangsulit apabilapresidensialisme
itu diterapkan dalam sistem pifi multi partai’ Mainwaring
menyelitnya sebagai sebuah kombinasulit (difficult combination
karena dapat menghasilkgtivided governmerfi{pemerinahan yang
terbelah)dan dapat menyebabkan terjading@adlock{(jalan buntu)
dalam relasi eksekutif dategislatif. Potensi konflik dalam relasi
eksekutiflegislatif menjadi semakin besar kemungkinannya dalam

° Arend Lijphart 1995. Sistem Pemerintahan Parlementer d&mesidensil Jakata: Raja

Grafindo Persada

© Miriam Budiardjo. 2008Dasar-Dasar llmu Politik Jakarta: Gramedia.

"6FRWW 0DLQZDULQJ u3UHMVPGBQW L BIP\RFF UD¥O WAKSH UWILFXOW &RPEL
dalam Comparative Political Studiegp.26.No. 2, 1993, hal. 19830.
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sistem kepartaian dengan tingkat fragmentagigi dan terpolarisasi
tajam secara ideologisApalagi bila tidak satupun partai yang
menguasai mayoritas kursi di parlemen maka keadaanya akan
bertambahsulit. Partaipartai menjadi sebuah kerumunan yang tidak
tertata dalam kafigurasi ideologis yangidak stabil. Partaipartai
bergerak secara bebas menyesuaikan dengan kepentiegeka dan
mengambil posisi politik paling menguntungkan.Mainwaring
mengatakamerdapat tiga alasan mengapa kombinasi itu menimbulkan
persoalan secara institutionalaity: (1) cenderung menghasilkan
kelumpuhan politik akit kebuntuan dalam relasksekutiflegislatif,

dan kebuntuan itu dapat berujung pada instabilitas politik (2) sistem
multipartai menghasilkan polarisasi ideologis ketimbang sistem dua
partai sehingga sering enimbulkan komplikasi ketika dipadukan
dengamnpresidensialismedan (3) kesulitan dalam membangun koalisi
antar partai sehingga dapat merusak stabilitas politik demokrasi.

Keadaannyabertambah sulit apabila tidak satupun partai
menguasai kursi mayoritas garlemen. Semakin bertambah sulit
apabila presiden terpilih berasal dgrartai minoritas dan wakil
presiden berasal dari partai mayoritas seperti yang terjadi pada waktu
masa pemerintahan Yudhoyono JilideRama pasca pemilu 2004.
Yudhoyono yang memengkan pilpres 2004 berasal dari partai
minoritas. Tarik menarik kepentingarantar partai dan kekuasaan
politik biasanya cenderung sekn tinggi dahm komposisi dan
konfigurasikekuatan politik yang demikian.

Realitas sistem politik Indonesia pasca amanéenkonstitusi
yang memilih penegasarpresidensialismedibarangi sistem multi-
partai dapat digunakan untuk mengbjirbagai asumsi hipotesipara
ahli mengenaiefektivitas pemerintaan berjalan khususnyadalam
relasi eksekutif dan legislatifSalah satuyang ditawarkanArend
Lijphat XQW XN PHQJKLQ G D Udeadd¢kiP X\QHNH QW Q
khawatirkan Mainwaring adalah membangursebuah demokaisi
konsensualKoalisi antar partai perlu dibangwsupayapemerintdan
memperoleh dukungan politieukup dari partapartai di parlemae.
Dengan koalisi diharapkan memudahkan pembuatan proses kebijakan
publik yang diusulkan pemerintah baik dalam bentuk RUU maupun
non RUU.

Secara teoritik ko#i dapat dibedakan kategorinyatas
minimal winning coalition minority coaliton dan oversized
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coalition® Koalisi pemenang minimal adalakoalisi pemerintahan
yang didukung mayoritas sederhana di parleni@alisi minoiitas
adalahkoalisi pemerintahan yang memperoleh dukungan partai
partai kecil minoritas di parlemen dan kosili besar adalah
pemerintaharyang didukung oleh koaligartatpartaidengan jumlah
kursi besa di parlemen.Format koabki yang terbentuk biasanya
berpengaruh terhadap relasi kekuasaan eksekutif ldgislatif.
Pemerintahaipresidensilakan lebih efektifoekerja dan memperoleh
dukungan ekfektif di grlemenapabila didukung ote sebuah koalisi
besamtaupRYHUVL]HG FRDOLWLRQTY

Pemerintahan efektif disifgengertiannyadalah pemeriahan
yang dpat efektif bekerjastabil selamaperiode 5 tahun tanpa
ganggan politik yang bendi dari kalangan oposissehingga dapat
secara efektif mewujudkan berbagai kakan pulik yang berpihak
pada kepentingarakyat. Oposisi adalah sebuah keniscayaan dalam
sistem demokrasi perwakilan dengan banyak partai. Robert Dahl
mergatakan tidak ada satupun pemerintahan yang tanpa oposisi dan
oposisi diartikan sebagai tindakasikap dan pendapaberbeda atau
berlawanan dengan garis pemegang kendali pemerintabarsisi
itu sendiri dalam sistem demokradiperlukan kehdirannya untk
menghasilkankeseimbangan dalam pertarungade dan gagasan
supaya dihasilkan sintegmgasarerbaik dalamupayamembangun
kelembagaanang berpihak padkepentingan rakyat.

DISAIN PRESIDENSIALISME HASIL PERUBAHAN UUD 1945

Indonesia sebenarnysudahmenerapkarsistem pemerintahan
presidensikejak lamadalam UUD 1945 sebelum diubah. UUD 1945
itu mengatur prinsippresidensialismedenga ciri-ciri antara lain:
Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negamgbat
selama 5 tahun dan dapat itiip kembdi; presiden mengangkat dan
menberhentikan para menteri dan menteri bertanggung jawab pada
presiden; presiden tidak dapat mémbarkan DPR atau sebaliknya.
Namun pada pihak lain MPR sebagai lembaga tertinggi aegar
memiliki kewenangankonstitusioml sangat besa salah satunya
memiih dan memberhentikan presidenSehingga dikatakan
presidensialismelndonesia sebelunPerubahanUUD 1945 sarat

8 Arend Lijphart 1999.Patterns of Democracy: Government Forms and Performances in Thirty
Six CountriesNew Haven and London: Yale Urrsity Presshal 134138.

° Robert Dah|1973.Regimes and Oppositiorldew haven and Laion: Yale University Press
hal. 1-30
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dengn nuansa parlementer di dalamnya sehimlijgatakan sebagai
sistempresidensilyang tidak murni.

Mengacu kepada prinsip geparation of power§yang pada
awalnya digagaslohn Locke (1632704) dn disempurnakan oleh
Montesquie (16824755) bahwa tigacabang kekuasaan itu harus
berdiri sendiri dn independen satu samainl Tujuannyasupaya
kekuasaan politik tidak dijalankan secara sememena oleh
penguasa Sesuaiadagium dari Lord Aton bahwa fower tend to
corrupt and absolute peer corrupts absolutely maka prinsip
mengenai perlia pembatasan kekuasaanenjadi dasar filosofis
memajukan gagasameparationof powers] Prinsip konstitusioa-
isme kemudian menjadi dasar untuk menyusun sebuah kongéhggi
melindungi kepentingan dakedaulatan rakyatDalam perkem
bangannya diera modern muncul prinsip givision of powergdan
apabila melihat kepada sistepembagian kekuasaan dalam UUD
1945 sebelum diubaimakakonstitusi kitadapat dikatakamengguna
kan prinsip division of powerd Meskipun demikian setelah diubah
konstitusi kita pun juga masih dapat dimasukkan dalam kategori
division of powerq Q D Ba&n@akin mendekatpada konsep
geparation of power§

Salah satu keleahandalampresidensialismadalah kekuasaan
presiden yang amat besar karena presiden adalah kepala eksekutif
sekaligus kepala negaditambah lagi dengan berbagai kewenangan
lain yang méekat kepadanya Oleh karenaitu konstitusi harus
membatasinyadengan mempkuat aspek perlindungallAM dan
mekanisme sistenghecks and balancégang kuatUntuk membatasi
kekuasaan presiden dan mempertegas mengenai masa jabataan yang
fixed termfmaka Rsal 7 UUD 1945 disempurnakasubstansinya
dengan memberi penegasan bahwa gessidan wakil presiden
menjabat selama 5 tahun ddapat dipilih kembali untuk satu masa
jabatan berikutny® Dengan ketentuan baru jrpresiden dan wakil
presiden dibatasi Inga untuk dua kali masa jabatan saja, tidak boleh
lebih. Ketentuan ini untuk menghindari kemungkinan presiden
berkuasa terus menertsnpa batasseperti yang terjadi pada masa
Soeharto.

Kekuasaan membentuk undamgdang yang tadinya di tangan
presiden ydau Pasal 5 (1) diubah menjadi Pasal 20 (1) bahwa
kekuasaan membentuk undamgdang ada diangan DPR (lembaga
legidlatif). Ketentuanbaru ini semakin mendekatkan padansep

9 jhat Pasal 7 hasil Perubahan Pertama UUD 1945
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geparation of power§ meletakkan cadng kekuasaan pada locusnya
masingmasing.Meski demikian presidemasihtetap diberikarhak
mengajukanrancangan undangndang danmengeluarkan Perpu
(peraturan pemerintahepgganti undargndang). Presih bersama
samadengan DPR melakukgrembahasan rancangan amgiundang

dari tahap awalkampaiakhir. Apabila salah satu pihak tidak setuju
dalamsalah satdahapan pembahasamaka rancangandangundang
tidak dapat diteruskan pembahasanniecuali Pasal 20 (5) yang
mengatakan bahwa apabila dalam 30 hari presiden tidak menanda
tangani sebuah undgtindang yang sudah disepakati bersama maka
undangundang itu berlaku dengan sendirinya.

Upaya ke aralpresidensialismegrang lebih murnjuga dilaku
kan pada Perubahan Ketiga UUD 194Bahwa MPR tidak lagi
sebagai lembaga tertinggi negaran gresidendipilih langsung oleh
rakyat sertaproses pemakzulan presiden harus melalui Mahkamah
Konstitusi. Kekuasaan kehakiman adalah independiglakt capat
diintervensi oleh kekuasaan yang ldilahkamah Konstitusi berperan
sebagaithe guardianof the corstitution § ebMagailembagabaru yang
dihadirkan untuk membangun sistemghecks and balancds
Konstitusi hasil perubahan berupaya untmempertegas sistem
pemerinthan presidensilmeskipun presidenselain sebgai kepala
eksekutif dan kepala negara jugaash diberikan kewenangan
legislati. Disain kelembagaan hasil Perubahan riremperlihatkan
sistempemerintahampresidensilyang hendak dibangun adalah sistem
presidensikhas Indonesi Berlainandengn yang berlaku di negara
negara lairseperti Amerika Latin ataupunnderika Serikat Amerika
Serikat misalnya menerapkan sistempresidensilyang lebih murni
dengan membagi secara tegas kekuasaan di aritgracabang
kekuasaan diimbangsistem phecks and balancékserta praktek
politik sistem dua partai, sehinggaringdikatakan Amerika sebagai
contoh ideal praktefresidensialismé&

" Sistem pemerintahapresidensildalam sejarah pertama kali muncul di éika sebagai

penolakan bangsa Amerika atas Inggris sehingga mengambil bersteknpemerintahan yang

berlainan dengan Inggris yang parlementer. Jabatan presiden sebagai kepala negara dan kepala

eksekutif pertama kali muncul di Amerika pada abad ké”a8al 11 ayat (1) Konstitusi Amerika

6HULNDW PHQJDWXU EDKZD 3WKH H[HFXWLYH SRZHUV VKDOO EH YH
DPHULFD”
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UPAYA PENYEDERHANAAN KEPARTAIAN

Sejak diberlakukan MaklumatWakil Presiden tanggal 3
November1945 sejak saat itu Indonsia menganut sistem kepartaian
multipartai. Pemilu pertamaahun1955 menggunakan sism pemilu
proporsiongl mempertmbangkan  kemajemukan  masyarakat
Indonesia dan banyaka partai yang hadir saat ittPemilu tahun
1955 menghasilkanbanyak partai untuk duduk diparlemen dan di
Badan Konstituante. Sistem pemilu ini terus digkan pada era orde
baru, meskipun pada seminar Angkatan Darat ke Il di bandung
kalargan ABRI sudah mengusulkasistem pemilu distrik tetapi
ditolak oleh kalangan aktivis partdi. Keinginan kuat untuk
mengurangi jumlah partéemudiandirealisasikarmelalu kebijakan
fusi partai politik tahun 1973Sebanyak 9 partai difusikan menjadi
hanyadua partai yaitu PPBebagai gabungan parrtai Islamdan
PDI sebagai gabungan parartai nasionalisertaPartai Kristen dan
Katolik dan satu golongan fungsionghitu Golkar.Kepditikan rezim
orde baru yang otiter berhasil rerekayasa pemilu sehinggsampu
P H Q J K D \bhehRgdn@nip party systefSejak Pemiluahun1971
dan pemilu orde baru selanjutnya, Golksglalu muncul sebagai
pemenang pemilu dan mendkdlursi mayoritas di parlemen. Sistem
yang demikian dipadukan dengan MPR sebagai lembaga tertinggi
negara yang mempunyai ottas memilih dan memberhentikan
presiden dan wakil prigen dan presiden adalah mandiaMPR
membuka peluang hadiga kepemimpian yang otoriter. gden
dapat dipilih berkalkali asalkan mampu menguasai parlemen MPR.
Model praktek kepolitikan inilah yang berlangsung selama 32 tahun
orde baru.

Upaya mengurangi jumlah partai pirlemendi era reformasi
dilakukan dengan mengadipketentuanelectoral treshold pada
pemilu 1999 Partai politik yang suaranya tidak mencamdéctoral
thresholdtidak diperkenankan mengikuti pemilu berikutnya (pemilu
2004). Namunpartaipartai tidak konsisten melaksanakan ketentuan
ini. Partai yangerolehan suaranya tidak mencaglaictoral hreshold
menolakdanterdapat pula partggngmengubah bajunydengan cara
membentuk partai baru dengan nama basalah satunyaPartai
Keadilanmenjadi Partai Keadilan Sdjeera

2 /LKDW 9DOLQD 6LQJND 6XE Hiémilihan3URUtH BistenVKepsrtalvdd P
PresidensialisméndoneV L Durnal Ketatanegaranditerbitkan oleh Lembaga pengkajitiPR
RI, Vol 005/2017.
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Pasca amandemen konstitusiay@ mengurangi jumlah partai
terus dilakukammeldui rekayasa sistempemilu dengammengsdopsi
sistem pemilu proporsional daftar calon terbuka dengan ukuran derah
pemilihan (dapil) yang lebih kecildan jumlah alkasi kursi yang
terbatas di setiap daerahnui#han yaitu antara 32 kursi Hipotesis
nya semakin kecil ukuran dapil dan semakin sedikit kursi yang
dialokasikan dsetiap dapil maka semakin ke&emungkinan paat
menengafkecil memperoleh kursi

Tabel Perbandingan Jumlah Partai Politik, Perolehan Suara serta Partai Politik
Peserta Pemilu 1999, 2004, 2009 dan 2014

Tahun | Syarat Kepesertaan | Jumlah Partai Jumlah Jumlah
Partai Politik dalam | Politik Terdaftar | Partai Politik | Partai
Pemilu Kemenkumham | Peserta Politik

Pemilu lolos PT

1999 Pasal 83 UU N 2 148 partai 48 partai 21 partai
Tahun 1999 Tentang (memiliki
Pemilu mengatur kursi
EDKZD 33DK\ DPR)

peserta pemilu cukup
memiliki kepengurus
an pada sepertiga
provinsi dan memiliki
pengurus di setengah
jumlah kabupaten/
kota di Provinsi
EHUVDQJNXW,

2004 xPasal 143 UU No | 112 Partai 24 Partai 16 partai
12 Tahun 2003 (memiliki
mengatur bahwa: kursi
Partai Politik DPR)
peserta Pemilu 7 partai
tahun 1999 yang (lolos
memperoleh Electoral
kurang dari 2% Threshold
jumlah kursi DPR 2%)

atau kurang dari
3%jumlah kursi
DPRD yang
tersebasekurang
kurangnya setenga
jumlah Provinsi dan
kabupaten/kota di
seluruh Indonesia
tidak boleh ikut
dalam Pemilu
berikutnya. Kecuali
bergabung dengan
partai politik
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Tahun

Syarat Kepesertaan
Partai Politik dalam
Pemilu

Jumlah Partai
Politik Terdaftar
Kemenkumham

Jumlah
Partai Politik
Peserta
Pemilu

Jumlah
Partai
Politik
lolos PT

lainnya.

xSetiap partai yang
telah lolowerifikasi
Kemenkumham
harus memiliki
kepengurusan
lengkapsekurang
nyapadadua
pertigaprovinsidan
duapertigadari
jumlahkabupaten/
kotadi provinsi
bersangkutan.
Selan itu, partai
politik juga
harusmemiliki
anggotasekurang
kurangnyaseribu
orangatauseper
seribudarijumlah
pendudukpada
setiapke-
pengurusaipartai
di kabupaten/kota
yangdiajukan,
dengan bukti kartu
tanda anggota
(KTA) partai yang
masih berlaku, dan
partaiharusmempu
nyai kantor
pengurugetap

2009

xUntuk menjadi
partai politik
peserta Pailu
2009, partai politik
harusolos electoral
threshold sebesar
2% kursi DPR. 7
dari 16 partai
lolos electoral
threshold Namun,
dalam perkembang
annya, Mahkamah
Konstitusi (MK)
memutuskan bahw
seluruh partai

79 Partai

38 Partai
Nasional, 6
Partai lokal
Aceh

9 Partai
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Tahun

Syarat Kepesertaan
Partai Politik dalam
Pemilu

Jumlah Partai
Politik Terdaftar
Kemenkumham

Jumlah
Partai Politik
Peserta
Pemilu

Jumlah
Partai
Politik
lolos PT

politik peserta
Pemilu 2004 berhal
menjadi pserta
Pemilu 2009

xBagi partai baru
harus memiliki
kepengurusan di
dua pertiga provins
dan dua pertiga
jumlahkabupaten/
kota di provinsi
yang bersangkutan
memiliki anggota
sekurangkurang
nya seribu orang
atausatu per seribu
dari jumlah pe-
duduk padaetiap
kepengurusan
partai,menyertakan
sekurangkurang
nya30% keter
wakilanperempuan
padakepengurusan
partaipolitik
tingkatpusat dan
mempunyai kantor
tetap untuk setiap
level kepengurusan

2014

xUU No.2/2011
mengharuskan
partai poltik untuk
memiliki
kepengurusan
di 100% provinsi,
75% kabupaten/
kota, darb0%
kecamatardi
kabupaten/kota
padaprovinsi
bersangkutan

xSemua partai calon
peserta Pemilu
2014 wajib melalui
tahap verifikasi
oleh KPU.

73 Partai

12 Partai
Nasional,3
Partai Lokal
Aceh

10 Partai

Sumber : Rumah Pemilu, 2018
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Melalui tabé di atas memperlihatkapemilu 2004, 2009 dan
2014 masih belum mampuengurangi jumlah partaSistem pailu
yang digunakan 2004 sebenarnya sudah mam@oguwangi jumlah
partai. Dari 24 partai peserta pemilu hanya 7 partai menebgzaoral
thresholdyaitu PDIP, Partai Golkar, PKB, PPP, Partai Demokrat, PKS
dan PAN.

Upaya penyederhanaan partai terus dilakukan dengan memper
ketat persyaratan partai pesepemilu dan mengadopsi ketuan
presidential thresholanenggantikarelectoral hreshold Padapemilu
2009 presidential threshold2,5% sebagai persyaratan partai untuk
disertakan dalam penghitungan perolehan suara dan penetapan kursi.
Namun ketentuanaru itu kurang efektif, kareneenjelang pemil
2009 bermunculan partpartai baru dan partai pesertgpemilu
meningkat dari 24 menjad38 partai. Hasilnya® partai mencapai
presidential thresholdKetentuarpresidential thresholéhi meningkat
lagi menjad3,5% pada pemilu 201dan dari 12 partai pegarpemilu
sebanyak 10 partaberhasil mencapapresidential thresholddan
menempatkan wakilnya di DPRemilu 2004, 2009 dan 2014 tetap
menghasilka banyak partai di parlemen. Semakin tinggisidentia
threshold maka semakin sulit partpiartai kecil menengah mem
peroleh kursi. Ketentuamresidential thresholdini sangat meng
untungkan partaparai besar seperti Partai Golkdain PDIP

Meskipun sudah merekayasa berbagai ketentuan dalam sistem
pemily namun belum mampmenghaitkan sistem keartaan yang
kompatibel dengamsistem pemerintahapresidensil Sepertidikata
kan GiovanniSator, bahwayang terpenting dari sistem kepartaian
adalah hubungannnya dengan pembentukan sistem pemerititahan,
yaitu gakah sistem kepartaiayang ada dari segi jumlah maupun
jarak ideologis memiliki koherensi dengan sistem pemerintahan.
MengacupengalamamegaranegaraAmerika Latin dan Erop&imur
makasistem multipartai tidak kompatibel dengamesidensialisme

3 valina Singka Subekti, Ibid., Jurnal Ketatanegaraa MPR
4 Giovanni Sartori (1994parties and Party Systems: A Framework for Analygisiume I.
Cambridge: Cambridge Uversity Press.
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KOMPLEKSITAS MULTIPARTAI DALAM RELASI
ESEKUTIF DAN LEGISLATIF

Dengan modelpresidensialismekhas Indonesiadipadukan
sistem mulgpartaj menurut $ott Mainwaring berpotensnenimbul-
kan persoalan dalam relasi eksekutif dan legisl@#ngan sistem
kepartaan yang mulpartai maka selalu terbuka kemungkinan
presiden terpilih bukan berasal dari partai politik yang menguasai
mayoritas di parlemen dan kondisi idapat menuu munculnya
ketegangan polii dansituai konflik. Mainwaringmenyebutkeadaan
seperti ni sebagaipGLYLGHG J EanidrdsiénHdalavfposisi
SROLWLN \DQJ G HameSIXTFQ \B K ESilERiAy@ Wish
bertambah bruk apabila terjadi perbedaan pandangan antara presiden
dengan parlemen dalam igu terentu. Kepentingan partisgrartat
partai politik yang bukan masuk dalam kelompok partai yang
mencalonkan presidetialam pemiluatau tidak masuk dalatrarisan
partai koalisi berpotensi mengganggu stabilitas kepemimpinan
presiden.

Situasi konflik dan keégangan politik ini ampak @lamrelasi
presiden dan DPR pada masa pemerintahan presiddvoyab Jilid
Pertamgpasca pemilu 200Lerbedaan pandangan antara presiden dan
partaipartai di DPR dalanmembahagkebijakan pemerintah tertentu
mendorong munculnya usulan penggunaan hakpel&si dan hak
angket*® Menurut Sjamsuddin Harimengacu kepada tulisan Matthew
Shugart dan John M. Carey, bahwa kewenangan presiden dalam disain
presidensialismanempunyai dua dimensi, yaitdimensi kekuasaan
legislaif (legislative pavers) dan dimensi kekuasaan noelegislatif
(non legislative powey.” Pada konteks Indonesidimensi kekuasaan
legislasi yang didisairkonstitusi hasil Perubahadimiliki bersama
antara presiden dan DPdn dalam prakteknya tidak menimbulkan
masalah Pembahasan Imama sebah rancangan undgiundang
telahmengurangi kemungkinan munculnjgdan buntuPada dimensi
yang kedua ya&i kekuasaan nelegislatf biasanya ketegangan politik

1% stilah lameduck presidentpertama kali digunakan di Amerika pada abad ke 18 menunjuk
pada perilaku presiden yang dipandang sebagai kegagalan politik yang tidak dapat diterima.
Dalam perkembangannya istilah ini digunakan Mainwaringukumienunjukkan posisi presiden
yang lemah secara politik ketika berhadapan dengan parlemen.

!¢ sjamsuddin HarisFormat baru Relasi PresideBPR dalam Demokrasi Presidensil Indonesia
Pasca Amandemen Konstitusi (262d08). Disertasi llmu Politik. Jakast Departemen limu
Politik, FISIP-Universitas Indonesia, 2008, hal. 1222.

YSeperti dikutip Sjamsuddin Haris dalam Matthew S. Shugart dan John M. C£@§,
President and Asemblies: Constitutional Design and Electoral DynamBznbridge:
Cambridge Uiversity Presshal. 148149.
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itu muncul’® Kekuasaamontlegislati presidensialismelisini adalah
terkait kebipkan preside di luar legislasi sepertiantara lain,
kebijakan menaikkan harga BBM atau kebijakan pendatgn
pejabat pubk tertentu. Apabila DPR tidak sependapatengan
presiderdan DPRkemudianmenggunakahakhaknya dalankonteks
pelaksanaafungsi pengawasan sapi hak angket atalakinterpelasi
maka situasi konflik kemungkinan dapatincul.

Selama 4 tahun masa pemerintahan Yudhoyblith Pertama,
terdapat 14 kali penggunaan usulan hak interpelasi di DPR dan 4 di
antaranya yang kemudian menjadi hak interpelB$tR yaitu
interpelasi busung lapaian poliq interpdasi atas penyelesaian kasus
KLB/BLBI, interpelasi atas kebijakan kenaikan harga BBM dan
interpelasi atas kebijakapemerintah mendukung resolusi Dewan
keamanan PBB tentang kasus nuklir Irfetegangarpolitik muncul
dipicu oleh ketidakhadiran presiden di DPR untuk memberi
keterangan kepada DPR dan hanya diwakilkan kepada menteri
terkait!® Ketidakhadiran presiden dinilai sebagai tidak menghormati
institusi DPR sehingga menjadi enengntuk memperluas ktikan
terhadagsuw-isu lain diluar konteks masdlayang menjadi bagian hak
interpelasi tersebut

Usulanpenggunaarhak angket dari DPR juga menjadaag
ketegangan politik lainnyantara presiden dan DPR. Usulan hak
angket mengenai kebijakan impor betabun 2005ditandatangani
114 anggota DPR kecuali fraksi Partai Demokrat dan fraksi Partai
Golkar. Demikian pula dengan usulan hak angket &tdsjakan
pengelolaan ok Cepu oleh 60 orang anggota DPR fraksi PIRRN,

PKB, dan PPP, tetagiandas di terah jalan karena yang bertahan
hanya PDIPBelakangan PAN, PKB dan PPP merapat kepada barisan
partai mendukung pemerintah.

Tabel Konfigurasi Peta Kekuatan Politik Partai Oposisi dan Koalisi
Pasca Pemilu 1999.

Tahun Pemilu Pemilu Presiden | Partai Koalisi Partai Oposisi
Legislatif
2004 | Lima Besar SBY-JK (diusung | Demokrat, PDI P, PDS,
Perolehan Partai Demokrat Golkar, PPP, | PBR, PNI
kursiPileg dan beberapa part§ PAN PKB, Marhaenisme,
1. Partai koalisi seperti PKS, PBB PKPB
Golkar: PBB, PKS, PKPI) dan PKPI.
8 bid.,

' Op.cit., Disertasi Sjamsuddin Haris.
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23,2P%6
(Memenuh
i Ambang
Batag

2. PDIP:
19,82%

3. PKB:
9,4%%

4. PPP:
10,5%%

5. Partai
Demokrat:
10,00%

2009

Lima Besar

Perolehan

Kursi Pileg

1. Partai
Demokrat:
26,79%
(Memenuh
i Ambang
Batas)

2. Partai
Golkar:
19,11%

3. PDIP:
16,96%

4, PKS:
10,18%

5. PAN:
7,68%

SBY-Budiono
(diusungPartai
Demokrat dan
beberapa partai
koalisi seperti
PKS, PPP, PKB,
PAN,PBB,PPRN,
PKPI, PDP, PPPI,
Republikan, PPD,
Partai Patriot,
PNBK, PMB,
Partai Pelopor,
PKDI, PIS, PNI)

Partai

Demokrat,
PKS, PPP,
PKB, PAN

PDI P, Partai
Gerindra, Partai
Hanura

2014

Lima Besar

Perolehan

Kursi Pileg

1. PDIP:
19,%%

2. Partai
Golkar:
16,2%

3. Partai
Gerindra:
11, 81%

4., Partai
Demokrat
10,9%

5. PKB: 84%

JokowiJK
(diusung PDIP dan
beberapa partai
koalisi seperti
PKB, Nasdem,
PartaiHanura)

Koalisi
Indonesia
Hebat (KIH):
PDIP, Partai
Hanura, PKB,
Partai
Nasional
Demokrat
(PPP, Golkar
dan PAN
menyatakan
mendukung
pemerintah
kemudian)

Koalisi Merah
Putih (KMPY
Partai Gerindra,

Partai Demokrat,

PKS, PAN,
Golkar, PPP
# Belakangan
Golkar,PPRlan
PAN
menyatakan
mendukung
Pemerinta
*Demokrat
sebagai Partai
Netral /
Penyeimbang

Sumber:

Diolah dari berbagai sumber.
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Situasi ketegangan polit&kemacam iniantaralain disebabkan
presiden berasal dari partai minoritas yaRartai Demokrat yang
hanya memperolef7,45% kursidi DPR Itu sebabnyayudhoyono
mendorong Jusuf Kalla maju sebagdetua Umum Partai Golkar
supayapresidenmemperoleh tambahan dukungdari Partai Golkar
di DPR, meskipurbaru mampu mengumpulkdri3 kursi atau 20,5%
dari keseluruhan 558ursi DPR.Keaadan ini jugaelah mendorong
Yudhoyono membangun koalisi besapversized coalitiopn Dalam
prakteknyakoalisi besar itutidak solid karenakepentingan partai
sangat beragafi

Pasca Pemilu 2@0SBY kembali membentuk Koalishdonesia
Bersatu, namun tidak pula efektiKoalisi ini juga oversized sangat
cair dan tidak kohesif. Partgpartai yang tergabung dalam koalisi
partai pemerintah tidak disiplin dan dapat menarik dukungannya
setiap saatPKS misalnya tidaknendukung kebijakakenaikan harga
BBM tahun 2011.PKS uga menjadi salah satu pengusupgm
bentukan Pansus Hak Angket Dana Century di DPR. Perpecahan
dalam partai koalisi pemerintah telah menyebabkan kekalahan dipihak
pemerinah dengan diputuskannya Opsi Opsi ini menyatakan
bahwa pemerintah telah membuatbjakan yang salahdalam Bail-
Out Bank Century?*

Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH)
yang terbentuk pada pemilu 2014 juga sangat longgar dan tidak
kohesif dan tidak efektif. Beberapa partai pendukung KMP seperti
PAN, Partai Golkadan PPP pascalpies kemudian keluar dari KMP
dan memindahkan dukungannya pada pemerintahan Jdkowi

Selain ketegangan politik dalam relasi eksekutif bayislatf,
tuntuan partaiparai poitik yang meminta bagian kursiakinet juga
menjadi fenomea yang perlu diermati. Munculnya tuntutan
semacam ini akibat dari adanya ketentuan 2f)éttoral threshold
sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil preSiéamtai politik
pendukungpencapresan Yudhoyor(@004,2009)dan Jokowi(2014)
menuntutbagian kursi dalam pembentukaralkinet. Mereka merass
telah berkontribusi untuk kerpilihan presiden sehingga amat wajar
bila disertakan dalanpembentukankabinet. Menarknya adalah

2 Op. cit., Valina

2 Tuswoyo, Admojo. Peran Partai Oposisi di Parlemen Pasca Pemilu Presideniaoid.

Politik. Vol. 1. No. 2. Februari 2016 diterbitkan oleh Departemen Ralitik FISIP Ul.

22 Ketentuan ET 20% sebagai syarat pencalonan presiden sebenarnya bertentangan dengan
konstitusi karena konstitusi tidak mengatur syarat seperti ini. Pasal 6A(2) mengatakan: Pasangan
calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partditik atau gabungan partai politik
peserta pemilihan umum sebedpelaksanaan pemilihan umum.
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pasca dipublikasikannya hakitung cepatduick count) pilpres tahun
2009 kepada media assa Yudhoyono mengatakan segera akan
berkonsultasi dengan pardgaartai politik pendukung untuk pemben
tukan labinet.

Meskipun konstitusi sudah mendisginesidensialismeetapi
partai politik dan para elitenya masih berpikir dalam paradigma
parlementer. Ada semacamkekhawatiran besar bahwa eadgila
tuntutandari partai politik pendukung tidak direspon secara propor
sional akan menimbulkan instabilitas dalagtasipresiden dampartai
politik (DPR) melihat kepada besarnya fungsi yang diberikéeh
konditusi hasil Perubahan UUD 1945 kepada DPRRIini menimbw
kan pertanyaan, emgapa presiden mesti berkurang rasecgya
dirinya, padahal presidememiliki legitimasi sangat tinggi karena
dipilih langsung oleh rakyat. Di sampintu konstitusi menjamin
bahwa DPR dan Presidetidak dapatsaling menjatuhkanPresiden
hanya dapat dijatuhkan oleh alasan tertentu (pidana) dan mesti melalui
proses pengadilan di &hkamah Konstitusi dan kemudian memerlu
kan persetujuan dari MPR Ketentuan untuk memailkan presiden
dalam sistempresidensil umumnya didisainsedemikian sulitnya
sehingga hampir tidaknungkin menjatuhkan presiden oleh karena
alasan yang bersifat politis.

Tekanan politik dari partai pendukungpleela presiden dalam
pembentkan kabinet menpdikan presiden dalam posisi seperti
ferarderafoleh partai dan menjadiepertiterikat kakinya. Padahal
salah satu cinpresidensialismadalah independensi presidenhadap
legislatfi dan memiliki otoritas penuhmengangkat dan member
hentikanpara materi. Oleh kaena partai yang memberi dukungan
dalam pencalonan presideneminta jatah ksi di kabinet,akibatnya
bahkan sbagian menteri ditunjubukan karena keahliapa tetapi
mewakili partai politik pendukung Keadaan politik semacam ini
menjadikanpresiderkesultanPHPEHQW XN VHEXDK pu]DNHQ ND

Tekanan partaipartai politik pendukung kepada presiden
Jokowi juga terjadi di luar DPR seperti nampakasat mata dalam
proses politik presidenJokowi memilih calon wakil presiden pemilu
2019. Perubam mendadalbakal calon wapreslari nama Mhfud
MD kepada KH 0D fUXI| $BRdaQsaasaat terakhir sebelum
pengumuman mempéenktkan besarnya pengaruh papartai politik
pendukung yang tergabung dalam partai koalisi pemeridedam
menentukan calonVapes pemilu 2019.Jokowi tdak memiliki

% |ihat Pasal 7B, Ayat 1,2,3,4,5,6,7 UUD 1945 hasil Perubahan
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otoritas tunggal dam memilih dan menentukan calon wapres yang
mendampinginya tapi lebih ditentukan oleh partgatai politik.

PENUTUP DAN REKOMENDASI

Sistem kepartaian multipartai telah menyumbang pada
komplekstas elasi presiden dan DPR. Disadistem pemerintahan
presidensil yang dihasilkan oleh Perubahan UUD 1945 dalam
empiriknya menjadi kurang efektif oleh karena tidak didukung oleh
sistem kepartaian yang sederhana dari segi jumlah. Situasi yang
mendekati knflik dan ketegangan politik kerap muncul dalam relasi
presiden dan DPR khususnya ketika presiden berhadapan dengan DPR
dalam Ingkup penggunaan kekuasaan segislati. Paradigma
berpikir partai dan elite tidak dalam paradapresidensialisméurut
menyumbang pada kompleksitas ini.

Meski sudah diupayakan rekayasa sistem pemilihan umum
dengan mengadopsi ukuran dapil dan alokasi kyaei lebih kecil
dan sedikit namuniggem kepartaiasederhanatlje simple multiparty
systen) masih sulit terwujud Setigp menjelang pemilu selalu
bermunalan partai baru yang diinisiasikaum pemilik modalf
(oligarki), dan dengan kekuatan ekonomi mereka menjadiikt
terlampau sulitmemenuhi ketentuan persyaratan administratif untuk
terdaftar sebagai partai politik di Depamen Hukum dan HAM.
Dengan sumber daya ekonomi yang dimilikelompok oligarki
ekonomimemasuki wilayalkekuasaanpolitik melalui partai sebagai
media paling strategis untuk meraih kekuasaan politik.

Sistem pemilu yang berpusat padaD OR Q cbndbdBcy W
centered] EXNDQ NHSDGD S®PDUWNDEH@EWMBEXNHQ@Y
menyumbangpada semangat untuk mendirikan partai baru sebagai
ajang untuk berburu kurslan kekuasaan polititi parlemen. Padahal
apabila melihat kepada ketentuan dalam konstitusi, sebenarny
GLGLVDLgartys Ee@@®@edqu 3DVDO ( PHQJDWDNL
peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR adalah partai
politik. Oleh karena itu ke depan perlu direkayasa kembali sistem
pemilu agar sesuai dengan kehendak karsstiUUD 1945 hasil
Perubahan.

Sistem pemilu karenanyaelain digunakan untuk menyeder
hanakan jmlah partai jugauntuk memperaiki kualitas sistem
demokesi, antara lain untuk memutus mata rantaimpak negadfti
yang ditimbulkan daribersatunyaoligark ekonomi dan oligank
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politik. Selain itu leberapa langkamenyederhanan jumlah partai
melalui rekayasa sistem pemjlisebagai berikut(l) memperketat
ketentuan persyaratgartai politik pesera pemilu (2) memperkecil
besaran darah pemilihandari 312 menjadi 3-8, sehinggadengan
semakin kecil ukuna dapil maka akan semakin sedikit alokasi kursi
yang diperebutkan di setiap dapil dan akan semakin sulit partai
memenangkan kursi. (3neningkatkanambang batas keterwakilan
partai di parlemeryaitu presidential thresholdnenjadi5%. Hanya
partai yang mampu memeroleh suara 5% secara nasiogahg
disertakan dalam proses penghitungan kursi.

Pada pihak lain pemilu serentak 2019 diharapkan mampu
menghasilkan koherensi antara partainya presiden terpilih dengan
partai pemenang pemifd. Mengacu pengalaman negaregara
Amerika Latin seperti Mexico, Brazil dan Argentina, pemilu serentak
dengan sistem pemilu yang mengadopsi ukuran besaran diapilc(
magnitudg dan alokaskursi yang lebih sedikit mampomengurangi
jumlah partai di pdemen® Pemiluserentak juga diharapkan mampu
menghasilkan barisan koalisi partai yang lebih disiplgnih solid
secara ideologisApakah harapan ini akan terwujud?
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KABINET PRESIDENSIL
TERUJI DALAM SEJARAH PERJUANGAN
BANGSA INDONESIA

A.T. Soegito

Abstrak

Sistem Kabinet secara yuridis konstitusional ditentukan oleh Konsgtusi
(UndangUndang Dasar). Undardndang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD NRITahun1945) juga telah menetapkan sistem Kabinet.
Sistem Kainet yang dianut oleh UUD NRTahun 1945 adalah Sistem
Kabinet Presidensil Oleh karena itu, Sistem Kabin®residensilsering
GLVHEXW VHEDJDL .DELQHW 3DPDQDW SHPEHQW X
karena termuat di dalam UUD NRIlahun 1945 yang disusun oleh Badan
Penyelidik UsahaUsaha Persiapan Kemerdakaan Indonesia (BPUPKI)
disahkan oleh Panitia Persiaparemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18
Agustus 1945; dan masih banyak lagi identitasngecara yuridis
konstitusional, sistem dbinet Presidensiimemiliki landasan hukum yang
kuat. Namun secara fitual, dalam implementasinya masih ditemui
kerawanan, karenaehkdala politis, maupun keinginan atau kepentingan
subyektf lainnya. Implementasi sisterkabinet Presidensilsangat terikat
dengan UUD mana yang dipakai. Pergantian UUD akan memberi corak
kabinet. Sejarah ktatanegaraan Republik Indonesia tercatat beberapa kali
pergantian UUD, ialalJUD NRI Tahun 194519451949), Konstitusi RIS
(1949), UUDS (195a959), danUUD NRI Tahun 1945(1959sekarang
yaitu Masa Orde Lama, Masa Orde Baru, dan Era Reforrrasiini berarti
sistem khinetnya juga mengikuti, walaupun sistem KabiRetsidensitetap
eksis dalam berbagai perubahan.

Kata kunci: UUD NRI Tahun1945 Sistem KabinePresidensil

Abstract

A constitutional juridical Cabinet System Determined by @uanstitution
(UUD). The 1945 Constitution of the Republic of Indone&i& NRI
Tahun 1945 and has established a Cabinet system. The Cabinet System
adopted by the NRI 1845 Constitution is fPkesidetial Cabinet System.
Therefore, théresidetial Cabinet System is often referred to as the Cabinet
"mandate of the State of the Republic of Indonesia", because it is contained
in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which was compiled by
Thelnvestigating Committee for Preparatory Worker fiIndependence
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(BPUPKI), efforts were ratified byThePreparatory Committee for
Indonesian Independenc@PKI) on August 18, 1945; and many more
identities Juridically constitutional, thePresidemial cabinet system has a
strong legal basis. However, in factual terms, the implementation of
vulnerability is still encountered, due to political constraints, or other
subjective interests or desires. The implementation dPtésidetial cabinet
system isvery much tied to which constitution is used. Substitution of the
Constitution will give a style of cabinethe constitutional history of the
Republic of Indonesia was recorded several times the turn of the
Constitution, the 1945 Constitution of the Rdjmubf Indonesia (1948.949),

the RIS Constitution (1949), the UUDS (198859), and the 1945
Constitution of the Republic of Indonesia (19&@sent), the Old Order
Period, the New Order Period and Reformation Era. This means that the
kebinet system aldollows, even though tHeresiderial Cabinet system still
exists in various changes.

Keywords:UUD NRITahun1945 Presidetial Cabinet System.

PENDAHULUAN

Konstitusi UndangJndang Dasar (UUD) dalam kajian ketata
negaraan tidak dapat dipisahkan dengan sistem pemerintahan yang
dianutnya.Perubahan UUD akan berdampak pada perubahan sistem
pemerintahannyaJUD NRI Tahun 1945 menganut atau menetapkan
sistem Kabinet Presidensjl berbeda dengan UUDS 1950 yang
menganut sitem Kabinet Parlementer. Namun demikian, dalam
implementasinya tidak selalu, termasuk dalam sistem politiknya, juga
terjadi toraktarik antara langgam derk@si dan langgam otoriter
ismé', sehingga menjadi suatu kajian yang tidak pernah kering.

Tulisan in hanya mengkaji sistem Kabin€tresidensildalam
gelaombang perubahan konstitughususnya silih bergantinya sistem
kabinet dalam sejarah Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia, dan
lebih khusus lagi bagaimana eksistensi sistem kalimesidensil
dalamperjalanan sejarah Ketatanegar&yara Republik Indonegia
Dengan harapan sistem kabifatesidensiltidak ada keraguan lagi
untuk mengimplementasikannya, karena dalam sejarah Ketata
negaraan Republik Indonesia menunjukkan lebih efektif, efisien, dan
menjamin kestabilan politik nasional.

! Mahfud MD, 2003
2 AT. Soegito, 2011
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SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA

Pemerintahan sebagai terminologukum mengandung dua
pengertian, ialah pengertian secara luas dan secarngit.s&®ecara
luas, pemerintahan dapat diartikan sebagai pengumesgara oleh
segda alatalat perlengkapanegara. Pemerintahan arti sempit, berasal
GDUL NDWD 3SHPHULQWDK” \DQJ VHFDUD SRO
sering disebugovernmentialah alatalat perlengkapanegara beserta
departemen dan jawatgawatannya. Jadi tugasemerintahan itu
dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintahan adalah tugas, sedang
pemerintah adalah alatatnya. Alatalat perlengkapannegara,
menurut UndangJndang Dasar yang pernah berlaku di Negara
Indonesia berbeda satu sama lain.

Alat-alat perlengkapanegarapadalUUD NRI Tahun 1945 adalah:

1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2) Presiden

3) Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

4) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

5) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

6) Mahkamah Agung (MA)

Alat-alat perlengkapan federal RIS menurut konstitusi RIS

1) Presiden

2) Menterimenteri

3) Senat

4) Dewan Perwakilan Rakyat
5) Mahkamah Agung Indonesia
6) Dewan Pengawas Keuangan

Alat-alat perlengkapanegarapadalUUD Sementara Tahun 1950:

1) Presiden dan Wakil Presiden
2) Menterimenteri

3) Dewan Perwakilan Rakyat
4) Mahkamah Agung

5) DewanPengawas Keuangan
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Kelembagaan Negara menurut UUD NRI Tahun 194Bsudah
amandemen)

1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2) Presiden dan Wakil Presiden

3) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

4) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

5) Komisi Pemilihan Umum (KPU)

6) Bank Sentral

7) BadanPameriksaKeuangan (BPK)

8) Mahkamah Agung (MA)

9) Komisi Yudisial (KY)

10) Mahkamah Konstitusi (MK)

Alat-alat perlengkapanegara, dilihat jenisnya berbeda dalam
ketiga UUD tersebut, tetapi bagaimanapun jenisnya berbeda tugasnya
tetap ialah melaksanakan pengurusagara atau melaksanakagas
tugas pemerintahan. Di sampijenis alat perlengkapamegara yang
berbeda dari kegg UUD di atas, juga cara pengurusan negaranya
berbedaatau dengan kata laisjstem pemerintahan negar&nurut
UUD 1945, berbeda dengasistem pemerintahan negamaenurut
konstitusi RIS, begitu pula berbeda dengan sistem pemerintahan
menurut UUDS (1956)

Menurut Sri Soemantri, mengenai sistem pemerintahan dikenal
adawya sistem pemerintahaPRresidensijl sistem pemerintahan yang
mengandung ségegi parlementeRresidensitian sistem diktator.

Sistem pemerintahan parlementer adasuatu pemerintahan,
Pemerintah/Kabinet/Presiden harus bertanggung jawab kepada
Parlemen/Badan Legislatif. Sistem Pemerintahan Parlementer disebut
juga dengan istilahThe Parliamentary Executive Systefistem
Pemerintahan Presidensil adalah suatu sistem pemerintahan,
Pemerinta tidak bertanggung jawab kepada Parlemen/Badan
Legislatif. Sistem PemerintahaRresidensil juga disebut dengan
istilah The nonParliamantary SystemtauFixed Executive System

3 Jimly Asshiddije, 2006
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Sistem parlementer atau juga disebut sistemisteiriil badan
eksekutif dan bden legislatif bergantung satu sama lain. kabinet
VHEDJDL EDJLDQ GDUL EDGDQ HNVHNXWLI
diharagkan mencerminkan kekuatskekuatan politik dalam badan
legislatif yang mendukungnya dan mati hidupnya kabinegdorgung
kepada dukungan dalam badan legislatif (asas tanggung jawab
PHQWHUL 6LIDW VHUWD LQWHQVLWDYV 3NHWF
satu negara dengan neggemglain. Biasanya dicoba untuk mencapai
semacam keseimbangan antara badan eksekutiégistatif. Keseim
bangan ini telah mudah tercapai kalau satu partai cukup besar
mayoritasnya untuk membentuk satabinet. Kalau satu partai tidak
dapat mencapai mayoritas bulat dalam Dewan Perwakilan Rakyat,
maka kabinet harus mendapat dukungan berkiasasuatu koalisi
atau kerjasama antara beberapa partai yaegupakan mayoritas
dalam badan legislatif. Maka dalam pembentukan kabinet selalu
memperhatikan dan memperhitungkan stgarara yang hidup di
dalam Parlemen, oleh karena itu disebut Kabinet Pari¢er. Dilihat
dari komposisinya (susunan keanggotaannya) Kabinet Parlementer
dibedakan dalam tiga jenis:

1. Kabinet Koalisi, yaitu kabinet yang angg@aggotanya
terdiri atas beberapa partai yang bersasama mempunyai
wakil yang duduk dalam DPR yarnigmlahnya lebih dari
separuh jumlah anggota DPR seluruhnya.

2. Kabinet Nasional, yaitu suatu kabinet yang anggota
anggotanya terdiri dari orarmyang yang mewakilbebagai
macam partai dan aliran dalamgara dan yang mempunyai
wakil di DPR Menurut Mriam Budiardjo, Kabinet Nasional
ini digolongkan ke dalam Kabinet ekstparlementer, sebab
kabinet ini dibentuk dalam keadaan darurat dan anggota
anggotanya diambil dari bermacanacam golongan masya
rakat untuk menekankan peraturan nasfonal

3. Kabinet Partaiyaitu suatu kabinet yang anggeataggotanya
terdiri dari anggotaanggota suatu partai. Yang mempunyai
Wakil dalam DPR lebih dari separuh jumlah seluruh anggota
DPR.

* Miriam Budiardjo, 1972
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Bila terjadi krisis kabinet, yaitu karena kabinet telah dijatuhkan
oleh badan legislatikadangkadang mengalami suatu kesulitan untuk
membentuk suatu kabinet parlementer, karena sulitnya memper
temukan pandangan yang berbeda dari ppggai politik. Maka
dibentuklah suatu kabinet ekstra parlementer, suatu kabinet di mana
formatur kabinet itak merasa terikat kepada konstelasi kekuatan
kekuatan politik dalam badan legislatif. Formatur kabiterbuka
kemungkinan untuk menunjuk merit yang ahli sekalipun tidak
mempunyai dukungan partai, dan bila ada menteri yang merupakan
anggota partai, mak secara formal dia tidak mewakili partainya.
Kabinet ekstra parlementer mempunyai program yang terbatas, dan
menangguhkan seabal politik yang besayaitu

1. Zaken Kabinet atau Kabinet Kerja (Kabinet Karya) yaitu
suatu kabinet yang anggesaggotanya teliri dari orang
orang ahli dalam bidang maskmgasing tanpa mengingat
anggota partai mana mereka itu. Kabinet ini biasanya
memiliki program yang terbatas.

2. Kabinet Nasional

Di samping itu perlu disebut suatu bentuk sistem parlementer
khusus, yang memberi efuang kepada badan eksekutif untuk
memainkan peranan yang dominan dan karena itu disebut
pemerintahan kabinet#binet governmentyi mana hubungan antara
badan eksekutif dan legislatif boleh dinamakan sebagai suatu
partnership

Sistem Presidensilatau Fixed Executive Systematau Non
parliamantery ExecutiveSystem adalah suatu kabinet di mana
pertanggung jawaban atas kebijaksanaan pataban dipegang oleh
Presiden Presiden merangkap memegang jabatan Perdana Menteri
(Presiden/Perdana Menteri). Parantéei tidak bertanggung jawab
langsung kepada DPR, melainkan kepada Presiden. Mamgateri
dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab kepada
presiden, karena itu kedudukan mentednteri sebagai pembantu
Presiden. Kabinet ini tidak tergantungpada Parlemen, maka kabinet
ini mempunyai masa jabatan tertentu, lain halnya Kabinet Parlementer
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tidak memiliki masa kerja tertentu karena hidup matinya sangat
tergantung kepada Parlemen.

Oleh karena itu sistem pemerintahBresidensilmempunyai
ciri-ciri:

1. Kekuasaan eksekutif oleh seorang pejabat, sedangkan pejabat
yang lain disebut sebagai pembantu Presiden.

2. Kepala Negara sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan
(Perdana Menteri)

3. Masa jabatan Presiden ditentukan dengan tegaka disbut
Fixed Executive Sye)

Jenisjenis sistem pemerintahan dalam Hukum Thiegara,
penamaannya dititikberatkan bagaimana hubungan lembaga eksekutif
dan legislatif. Hal ini dapat dimengerti, karena kekuasaan yudikatif
bersifat merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasearerintah. Maka
di dalam mekanisme pemerintah, kedua lembaga tersebut yang
memegang peranan sehingga menimbulkan bermatacam variasi
hubungan atau keseimbangan, yang menentukan pula sistem
manajemenya, berarti pulanemberi corak sistem pemerintahannya

Sistem pemerintahamegara berdasarkan UUD NRI Tahun
1945, Konstitusi RIS dan UUDS (1950) seharusnya dilihat ketentuan
ketentuan yang ada di dalam UUD mengenai hubungan kerja maupun
keseimbangan antara akat perlengkapan negaranya

PERKEMBANGAN SISTEM PEMERINTAHAN

Sistem Pemerintahan dari suatu Negatercantum dalam
Konstitushya ataupun dalam konverkonvensi ketatanegaraannya
Bagi negara yang tidak memiliki Konstitusértulis. Konstitusi atau
Konvensi Ketatanegyaan mengatur mekanisme pem&han dalam
rangka melaksanakan tugiagjas pemerintahafonstitusi mengatur
bagaimana sistem kabinetnya sebagai organ pemerintahan dalam
melaksanakan tugasnya.

5 Mahfud MD, 2003
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Hukum TataNegara mengenal beberapa sistem pemerintahan,
secara skematis dapat disebutkahagai berikut:

Ukuran atau kriteria dapat digolongkannya suatu sistem
pemerintahan ke dalam Kabirfetesidensiataukah ke dalam Kabinet
Parlementer, tidak semataata hanya ditentukan oleh bertanggung
jawab atau tidakny&abinet kepda Parlemen, tetapi ditentukan juga
oleh apakah kekuasaan Kepala Negara dan kekuasaan Kepala
Pemerintahan di tangan Presiden sekaligus ataukah kekuasaan Kepala
Pemerintahan terpisah dan dipegang oleh Perdana Menteri. Bila
Presiden sekaligus megang kekuasaan Kepala Negara dan
kekuasaan Kepala Pemerintahan disebut KabRresidensilatau
Fixed Executive Systen$ebaliknya, bila Presiden tidak memegan
kekuasaan Kepala Pemerintahan, atau dengan kata lain, kekuasaan
Kepala Pemerintahan dipegang Perdana Menteri, disebut Kabinet
Parlementer ataurhe Parliamentary Executive Systealaupun
kadangkadang hanya dilihat dari sistem pertanggungan jawab
kabingnya saja. Artinya bila Kabinet bertanggung jawab kepada
Parlemen disebut Kabinet Parlementer dan sebaliknya, kabinet tidak
bertanggung jawab kepada Parlemen ialah hanya kepada Presiden,
disebut KabinePresidensil

Adapun yang dimaksud Kabinet Extra Parénter, bila
Kabinet Parlementer dibentuk oleh Formatur Kabinet dengan tanpa
memperhatikan suaisuara dalam Parlemen, tetapi séidat Kabinet
Parlementer tetap dimilikinya secara lengkap.

Begitu pula apa yang dimaksud Kabinet Koalisi, Kabi
Nasionaldan Kabinet Partaidalah Kabinet Parlementer, hanya bisa
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dilihat dari komposisinya. Sedangkan Zaken Kabinet, bila kabinet
disusun atas dasar keahlian atau kecakapan memteteri, sedang
kesemuanya itu tetap bersifat parlementer.

Sistem Kabinet menuru/UD NRI Tahunl1945adalah bersifat
Presidensidan dengan lahirnya Maklumat Pemerintah 14 November
1945, maka muncullah konvensi ketatanegaraan dalam masa berlaku
nya UUD 1945 (l) ialah lahirnya Kabinet Parlementer, walaupun saat
saat tertentu masih tetaglilaksanakan sistem Kabinétresidensil
yaitu pada masa Kabinet Hatta | dan Il.

Sistem Kabinet Parlementer mulai berlaku pada masa
Konstitusi RISdengan corak khusfQ\D 3TXDVL SDUOHPHQYV
.DELQHW " GDQ NHP XG byiliffal fadanaEa®Ek@nys H F D U D
UUD Sementara (1950), walaupun kemudian mengalami kegagalan,
dan sejak berlakunya kemb&UD NRI Tahun1945dengan Dekrit
Presiden 5 Juli 1959, berarti berlaku pula sistem Kat#nesidensil
sampai sekarang.

Oleh karenaitu, Kabinet Presidensiladalah hasil dari proses
sejarah ketatanegaraan IndoneSajarah Ketatanegaraan Indonesia
telah mencatat 39 kali pergantian kabinet sejak Negara Republik
Indonesia di proklamasikan sebagai Negara merdeka pada tanggal 17
Agustus 1945, sampai dengan TalR019. Ini berarti bahwa, telah
terjadi 39 kali pergantian kabinet selamggara ini berusia@3 tahun
(17 Agustus 1945+ 17 Agustus 2019). Melihat dari angka ini,
menunjukkan dengan jelas bahwa +atta setiap kabinet hanya
berusia pendek, kecuali Kabin€embangunan I, Il, 1, IV, V,
Kabinet Indonesia Bersatu |, dan Kabinet Kerja.

Kabinet yang paling pendek usianya adalah Kabinet Peralihan
atau juga disebut Kabinet Susanto, yang bekerja dari tanggal 20
Desember 1949 sampai dengan 21 Januari 1950, jagaHhzerusia 1
bulan 1 hari. Kabinet yang termaspkndekusianya setelah Kabinet
Susanto adalah Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan (21 Februari
1966 +27 Maret 1966), hanya bekerja dalam 1 bulan 6 hari. Usia yang
cukup panjangalah Kabinet Pembangunan [l, 1ll, 1V, V, Kabinet
Indonesia Bersatu |, dan Kabinet Kenerupakan salah satu indikasi
kestabilarmpemerintahan, termasuk kestabilan politik, ekonomi, sosial,
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dan kebudayaan, tetapi usia pendek Kabinet Peralihan dapat
dimaklumi, karena keadaan padaktaitu adalah keadaan peralihan/
transisi. Namun demikian i#s pendek bagi Kabinet Dwikorgang
disempurnakan menunjukkan ketidtébilan pemerintahan pada
waktu itu, mengingat pada saat itu (Maret 1966), bertepatan terjadinya
gelombang demonstrasi darngkatan 66 yang memperjuangkan
Tritura, sedang kabinet itu sebagai kabinet warisan Orde Lama, yang
telah ditumbangkan dbe Angkatan 66 dengan dimasukanng@atu

fase baru bagi Bangsa Indone&dah Orde Baru. Demikian pula,
Kabinet Reformasi Pembangunafabinet Persatuan Nasional, dan
Kabinet Gotong Royong, usianya pendek karena masa transisi Orde
Baru ke Era Reformasi. Untuk jelasnya di bawah ini ditunjukkan

pergantian Kabinét

KABINET -KABINET REPUBLIK INDONESIA
(Tanggal 19 Agustus 1945tsekarang)

Masa Kerja Kabinet

Nama Kabinet

No - -
Dari Sampai

1. 19 Agustus 1945 14 November 1945 | Presidensil

2. 14 November 1945 | 12 Maret 1946 Sjabhrir |

3. 12 Maret1946 2 Oktober 1946 Sjabhrir Il

4. 2 Oktober 1946 27 Juni 1947 Sjabhrir 11l

5. 3 Juli 1947 11 November 1947 | Amir Sjarifudin |

6. 11 November 1947 | 29 Januari 1948 Amir Sjarifudin Il

7. 29 Januari 1948 4 Agustuts 1949 Hatta |

8. 4 Agustus 1949 20 Desember 1949 | Hatta Il

9. 19 Desember 1948 | 13 Juli 1949 Darurat

10. 20 Desember 1949 | 6 September 1950 | RIS
10.a | 20 Desember 1949 | 21 Januari 1950 Susanto (Peralihan)

b | 21 Januari 1940 6 September 1950 | Halim

11. 6 September 1950 | 27 Aprl 1951 Natsir

12. 27 April 1951 3 April 1952 SukimanSuwirjo

13. 3 April 1952 30 Juli 1953 Wilopo

14. 30 Juli 1953 12 Agustus 1955 Alil

15. 12 Agustus 1955 24 Maret 1956 Burhanuddin Harahap

16. 24 Maret 19656 9 April 1957 Alill

17. 9 April 1957 10 Juli1959 Karya

18. 10 Julil959 18 Februari 1960 Kerja |

19. 18 Februari 1960 6 Maret 1962 Kerja

20. 6 Maret 1962 13 November 1963 | Kerja lll

21. 13 November 1963 | 27 Agustus 1954 Kerja IV

22. 27 Agustus 1964 21 Februari 1966 Dwikora

23. 21 Februari 1966 27 Maret 1966 Dwikora yang disempurnakan
24. 28 Maret 1966 21 Juli 1966 Dwikora yang disempurnakan lagi
25. 27 Juli 1966 17 Oktober 1967 Ampere

26. 11 Oktober 1966 6 Juni 1968 Ampere yang disempurnakan

® Soegito, AT., 2011
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27. 6 Juni 1968

28. 28 Maret 1973
29. 29 Maret 1978
30. 19 Maret 1983
31. 21 Maret 1988
32. 17 Maret 1993
33. 16 Maret 1998
34. 23 Mei 1998

35. 23 Oktober 1999
36. 9 Agustus 2001
37. 19 Oktober 2004
38. 21 Oktober 2009
39. 27 Oktober 2014

28 Maret 1973
29 Maret 1978
19 Maret 1983
21 Maret 1988
17 Maret 1993
16 Maret 1998
21 Mei 1998

23 Oktober 1999
9 Agustus 2001
19 Oktober 2004
21 Oktober 2009
20 Oktober 2014
Sekarang

Pembangunan |
Pembangunan II
Pembangunan I
Pembangunan IV
Pembangunan V
Pembangunan VI
Pembangunan VI
Reformasi Pembangunan
Persatuan Nasional
Gotong Royong
Indonesia Bersatu |
Indonesia Bersatu |
Kerja

Berdasarkan daftar tersebut di atas, ternyata telah 9 Kkali
pergantian Kabinet pada masa berlakutdD 1945 (1) (1945 +
1949), satu kali kabinet masa RIS (1949950), tujuh kali Kabinet
dalam masa berlakunya UUD Sementara (199®59), dan 22 kali
pergantian kabinet pada masa UUD 1945 (1) (1958=karang).

Pada Masa Sistem Kabinet

No. UubD Masa/Th Presidensil | Parlementer | Extra Jml
1 UUD 1945 (I) 19451949 3 5 1 9
2.a. | UUD RIS 19491950 - 1 - 1
b. | UUD 1945 RI Yogya - 2 - 2
3 UUDS 1950 19501050 - 6 1 7
4 UUD 1945 (Il) | 1959Sek 7 - - 7
5 Orde lama
Orde baru 9 - - 9
Era reformasi 6 - - 6
Jumlah 39
Keterangan:
1) Kabinet Darurat
2) Kabinet Susanto dan Halim
3) Kabinet Karya (Djuanda)
SISTEM  KABINET PRESIDENSIL TERUJI DALAM

SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA

Perkembangan kabin&hbinet Republik Indonesia, baik pada
masa berlakunya UUD 1945 (I) UUD RIS, UUDS 1950 ataupun UUD
1945 (Il) selama 67 tahun (17 Agustus 1943 ahun 209) telah
tercatat 30 kali pergantian kabinee({un termasuk kabinet di Negara
RI sebagai Negara Bagian RIS tercatat 2 kali pergantian kabinet). Jadi,
ratarata Kabinet Republik Indonesia berusia pendek. Biland#sliti
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sistem kabinetnya, maka padawalnya dikehendaki sistem
Presidensijl kemudian berlak konvensi ketatanegaraan dan berlaku
sistem parlementer. Sistem parlementer ini béesmar mendapat
tempat berpijak dengan adanya dua UUD, ialah UUD RIS dan UUDS
1950. Setelah kembali ke UUD 1945 sistem kabiRetsidensil
dianggap paling sesuai oleh Bma dan Negara Indonesia. Secara
konstitusional, UUD 1945 menjamin berlakunya sistem kabinet
Presidensjl walaupun pada masa berlakunya UUD 1945 (1) (1945
1949) berlangsung 5 kali pergantian kabinet parlementer, sekali
kabinet darurat atau kabinet perangndhanya tiga kali kabinet
Presidensil Tetapi perlu diketahui bahwa apa yang disebut Kabinet
Darurat (19 Desember 194813 Juli 1949) adalah Kabinet Perang
yang disusun dalam keadaan luar biasa, setelah Presiden dan para
pemimpin yang lain ditahan darbdiang oleh ekutu. Jadi kabinet ini
bersifa sementara dan yuridis Kabinet Hatta | (29 Januari 1926
Agustus 1949) belum dibubarkan, oleh kardnasetelah Yogyakarta
direbut kembali, Mr. Sjarifuddin Prawiranegara, wyemahkan mandat
kepada Moh. HattaDengan kata lain, pada masa berlakunya UUD
1945 (1) inipun secara prinsip dikehendaki berlakunya sistem kabinet
PresidensilSebab, pada masa ini (194849) dimulai dengan sistem
KabinetPresidensiyang secara konstitusional berpijak pada Pasal 17
UUD 1945, dan kemudian diakhiri juga dengan sistem kabinet
Presidensil Dengan demikian dapat dimaklumi, bahwa berlakunya
sistem kabinet parlementer (lima kali) dalam masa berlakunya UUD
1945 (1) itu adalah konvensi ketatanegaraan, seperti kesimpulan yang
telah diberikan oleh Ismail @ny (1969)setelah menganalisis dengan
segala metode dan dengan memperhatikan pengdapdapat sarjana
yang lain, sebagai berikut:

Kembali kepada Undargndang Dasar 1945, ternyata
lah bahwa anggapan AG. Pringgodigdmahwa perubahan
pertanggungan jawab Mentanienteri kepada Komite
Nasional Pusat dan bukan lagi kepada Presiden dilakukan
dengan mengubah Undakmdang Dasar adalah tidak benar.
Tidak pula benar perubahan ini dengan aturan yang tegas,
sebagai diyatakan oleh PfoPinggodigdo (1969)Perubahan
itu sesungguhnya dengan rkensi ketatanegaraan, ngp
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memperlengkapi hukum kestitusi. Dan hal ini mungkin,
karena tidak ada sesuatu ketentuan yang mengharuskan
pertanggungan jawab eksekutif kepada Parlemen dan teks
UndangUndang Dasar 1945 tidak melarang praktek
sedemikian itu. Demikian bila kita hubungkan dengan paham
Jellinek yang memperbedakarverfassung Swandlung
perubahan Undargndang Dasar dengan cara yang tidak
terdapat dalam Undardgndang Dasar, tetapi melalui cara
cara istimewa seperti revolusk R XS G faNuvdntiondain
sebagainyamaka perubahake arah sistem parlementer itu
terjadi, bukan karena diatur dalam Unddshgdang Dasar,
melainkan karena konvensi ketatanegaraan.

Pendapat ini dapat dipahami bilamangeldi kembali, bahwa
dengan diberlakukan sistem kabiReesidensitlalam Kabinet Hatta |
(29 Januarit4 Agustus 1949) tidak perlu kemudian harus dilakukan
pencabutan terhadap berlakunya Maklumat Pertadril4 Nopember
1945. Secaragkologis dapat lebirmudah dipahami, sebab sebagai
negarayang baru lahir relatifnasih banyak mendapatkan kesulitan
dan kekurangadalamhal penyelenggaraan pemerintahan. Kekurang
an dalam pengalaman jelas tidak dapat dielakkan, maka dapat
dimaklumi, misalnya dengan penggup&@ LVWLODK 30DNOXPL
SUHVLGHQ  iMhiHEIRUND padaNaWsecara yuridis seharusnya
SODNOXPDW 3HPHULQWDK" DWDX 30DNOXPD
terpaksa naskatersebut ditandatangani oleh Wakil Presiden. Faktor
emosi dalam usia itu masih sangat dwmn dan kadanr§adang tidak
rasional. PenjelasdiUD NRI Tahun1945(asli) menyatakan:

3<DQJ VDQJDW SHQWLQJ GDODP SHPHULC
hidupnya negara ialah semangat, semangat para penyelenggara
Negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun
dibikin UndangUndang Dasar yang menurut kddsanya
bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara
Negara, para pemimpin pemerintah itu bersifat perseorangan,
UndangUndang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam
praktek. Sebaliknya, meskipuJndangUndang Dasar itu tidak
sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara
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pemerintah baik Undargndang Dasar itu tidakkan merin
tangi jalannya Negara

Penjelasan tersebut di atas sangat penting dan bermanfaat
(walaupun setelah empat kalmandemerJUD NRI Tahun 1945
penjelasan tersebut diintegrasikan ke pasasbhl UUD NRI
Amandementerutama yang memuat Hadl bersifat normatif). Jiwa
UUD NRI Tahun 1945 juga yang menjiwai sistem ketatanegaraan
Indonesia. Ini berarti bahwa di dalamteis ketatanegaraan Indonesia
dikenal adanya azas mufakat dan bermusyawarah, azas saling
bergotong royong, saling membantu bekerja sama, tidak saling
menjatuhkan, tidak saling mempertahankan kepentingan dirinya,
golongannya maupun kelompoknya. Sistem initilberkewajiban
untuk bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan.
Kepentingan bersama didahulukan dan diutamakan daripada
kepentingan pribadi, golongan, ataupun kelompoknya. Jadi sistem
ketatanegaraan Indonesia tidaklah bersifat individualisiiy karena
itu tidak ada tempat berpijak bagi dekorasi liberal di Indonesia, namun
demikian, tetap juga ada hasrat untuk mempraktekkan sistem
parlementer.

Lain cara dan lebih ringkas untuk mieedakan antara
demokrasi baratlan demokrasindonesia asli itualah bahwa yang
pertama itu besifat liberal individualigndan yang kedua itu bersifat
komunal.

Adapun berlangsungnya sistem kabinet parlementer dalam
UUD RIS dan UUD Sementara 1950 formal adalah Konstitusi RIS
yang diadakan beberapa perubahan, di maease UUD Negara
Republik Indonesia antara lainPasal 27, 29, dan 33 tetap
dipertahankan dan perubahan ini hanyalah perubahan dalam negeri
sematamata, yang diperbolehkan oleh pasal 190 Konstitusi RIS dan
yang melalui jalan yang ditentukan oleh gasersebut, sehingga
perubahan struktumegara, dari bentuk federal menjadi bentuk
kesatuan itu tidak melanggar konstitusi, bahkan adalah suatu kejadian
konstitusional. Sedang konstitusi RIS dilahirkan atas dasar kompromi
antara pihak Pemerintah Kolonial Belap&emerintah Neganaegara
Boneka buatan Beland8ijeenkonst voor Federaal Overleg BFO)
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dan pemerintahan Republik Indonesia, sehingga sangat masuk akal
kalau pihak lain kecuali Republik Indonesia menghendakituie
parlementer dengan bentuiegara fedeal. Oleh karena itu, bentuk
kabinet ini téap dipertahakan ketika bentuiegara disepakatinya
untuk dirubah menjadi Negara kesatuan di bawah UUD Sementara
1950. Sejak saat itu sistem parlementer mendapat tempat, berpijak
secara yuridis, walaupun kemudiaremgakibatkan ketidakstabilan
dalam pemerintahan. Kehidupan politik pemerintahan pada saat itu
(19501959) demikian goyah, tidak stabil, sering terjadi pergantian
kabinet, jatuh bangunnya kabinet tergantung kepada parlemen, sedang
mekanisme demokrasi diprekkan pada saat itu belum menemukan
bentuk konkritnya, padahal ia dipakai sebagai alat berpijak bagi
parlemen, sehingga hubungan kabinet dengan parlemen semakin tidak
menentu. Maka tidak mustahil kabirietbinet pada masa itu meletak

kan jabatannya atauangurdurkan diri sebelum terjadinyaosi tidak
percaya dari parlemen, dan kadd@glang hanya suasauara di luar
parlemen saja sudah sanggup melumpuhkan kabinet dan kemudian ia
segera mengundurkan diri. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan pada
saat ini baikpemerintah, masyarakat, atau ti&p individu belum
menghayati yang sesungguhnya dari demokrasi yang dipraktekkan
pada saat itu. Maka tidak mengherankan bila Hazgl!970) sekali

lagi memberi kupasan sebagai berikut,

S0ODND VHPHQMDN $ J ¥eW idénjadi puld W X
SHHQWUDJLVFK KLV \WaRid ARiéE BRIRIF YahdHjQod/
menganut Pancasila tetapi Pancasila palsu, karena dalam sistem UUD
1950 itu sila kerakyatan menjadi Demokrasi Parlementer Barat, yang
bukan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan, tetapi dipipin oleh partapartai politik yang dalam
SHUWDUXQJDQQ\D PHUXVDN VHOXUXK KLGXS |

Parta-partai yang berkembang dan bermunculan dalam era
demokrasi liberal (1950959) tidak dapat dibendung. Jumlah partai
partai politik menjadi demikian baal. Sedang setiap partai memiliki
subyektifitas masingnasing, sehingga kepentingk@pentingan
obyektif nasional sering dilupakan dan dikorbankan demi kepentingan
subyektif dari golongannya. Maka tintah kesepakatan, agar segera
dilakukan pemilihan umunagar supaya dapat menekan keadaan ini
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seminimal mungkin sekaligus dapat dilaksanakan penyederhanaan
partaipartai politik. Oleh karena Kabinet Ali Il (30 Juli 195812
Agustus 1955) bekerja keras menyusun Unedadndang Pemilihan
Umum akan berhasil disgtu oleh DPR, kemudian lahirlah Undang
Undang No. 7 Tahun 1953, dan pelaksanaannya dilakukan oleh
Kabinet Burhanudin Harahap. Pemilihan Umum 1955 dilakukan oleh
Kabinet Burhanudin Harahap. Pemilihan Umum 1955 diikuti oleh 28
partai politik yang berhasil neperoleh kursi dalam DPR, di mana
PNI dan Masyumi mendapat kursi yang sama dan yang terbesar ialah
57 kursi kemudian disusul oleh Nahdatul Ulama sejumlah 45 kursi.
Sedang dalam keanggotaannya di Konstituante hasil pemilihan umum,
PNI dengan 118 kursi, Masgni 113 kursi, dan NU 91 kursi. Jumlah
keanggotaan DPR hasil Pemilu itu adalah 237 kursi, dan Konstituante
berjumlah 543 kursi.

Berdasarkan hasil Pemilihan Umum 1955 jumlah partai politik
di Indonesia masih relatif banyak dan yang lebih penting lagi,
bagamana keadaan pemerintahan sesudahlPamiUmum tersebut?
Sudalkah harapan seluruh rakyat dipenuhinya? Keadaan pemerintah
an tidak ubahnya seperti sebelum Pemilihan Umum. Kestabilan
pemerintahan belum terjamin, oleh karenanya kaadkabinet masih
labil. Ketidakstabilan dalam pemerintahan memuncak dan bahkan
mengancam persatuan dan kesatuan bangsa rseMitan 1959 di
mana Konstituate tidak berhasil menyusun dan mengesahkan UUD
baru. Pertentangan antara partai berakibat buruk, keadaan sosial
ekonomi semin memburuk dan kebutuhan obyektif nasionahga
lain tidak terurus, maka latah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang
berarti diberhentikannya sistem kabinet parlementer maupun
demokrasi liberal. Hal ini menunjukkan secara konkrit kegagalan
sistem kabinetparlementer dan tidak cocoknya sistem ini dengan
kehendak dan kemauan Bangsa Indonesia, atau dengan kata lain tidak
sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia. Dekrit Presiden 5 Juli
1959 berarti dimulainya suatu sistem Pemerintahan yang sejak semula
dicita-citakan oleh Bangsa Indonesia, ialah sistem kalpiregidensil

Kegagalan sistem kabinet parlementer menurut Ismaihysu
(1969)disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:
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1. Ketidakstabilan pemerintahan dan kelemahan eksekutif.

2. Demokrasi liberayang dianut selama ini tidak memberi pimpinan
kearah tujuan yang satu, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

3. Demokrasi parlementer di Indonesia tidak bedmamar demo
kratis. Demokrasi Barat belum pernah dicoba di Indonesia.

4. 28 partai yang salingercekcok dan mempermainkan dengan tak
bertanggung jawab terhadap kepentingan Nasional bukanlah
demokrasi dalam bentuk apapun, daetabrah peralihan yang
luas dengan berjufata pemilin adalah suatu perolehan terhadap
demokrasi, pemilipemilih tak mengnal anggota parlemennya.

5. Ketidakstabilan kabinet dan kelemahan ekstekutif, hanyalah suatu
akibat dari ketidakpuasarakyat pada lembagambaga yang
salah disesuaikan dengan kebutukebutuhan suatu pemerintah
yang representatif.

Selanjutnya IsniaSumy (1969)mengungkapkan bahwa segala
kegagalan itu disebabkan ebl sebab primer yaitu dianutnya
demokrasi yang tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia, juga
karena sebabebab sekunder. Struktur politik Indonesia, sistem
kepartaiannya yang lemah, pendagatryang lemah, dan terpecah
belah juga menyebabkan Kketidakstabilan pemerintah. Lembaga
parlementer telah dicobakan sebelum rakyat cukup siap untuk itu dan
sebelum kondiskondisi ekonomis dari keamanan cukup stabil.
Pengalaman dalam praktpkaktek pemililan umum dan parlementer
juga luar biasa terbatasnya. Kekurangan komunikasi antara cendikia
wan yang berpendidikan, serta hidup di kktdéa dengan masyarakat
nya, menciptakan ngarai yang dalam di antara kedua golongan ini.

Sistem kabinet parlementer merajal kegagalan di Indonesia
disebabkan oleh beberapa faktor tersebut di atas dengan berlakunya
kembali UUD 1945 berarti dipakainya sistem kabiRetsidensil Ini
berarti bahwa Sistem KabindPresidensilyang dilaksanakan di
Indoresia itu di samping bersifakonstitusional, juga merupakan
sistem yang dihasilkan oleh proses sejarah ketatanegaraan Indonesia.
UUD 1945 sebagai dasar konstitusional Sistem Kalitnesidensidi
Indonesia, sedang Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia
merupakan batu ujian tertiap kesesuaian sistem ini. Pengalaman
pahit dalam sistem kabinet parlementer selalu dan pasti diingat oleh
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Bangsa Indonesia. Oleh kareita, dengan pengalaman historis dan
suka duka historis dalam sistem kabinet parlementer itu memperteguh
suatu kebulatartekad Bangsa Indonesia untuk selalu memegang
sistem kabinePresidensitebaikbaiknya.

Sistem Presidensilhidup subur atas das&UD NRI Tahun
1945 dan berjalan secardaik atas dasar pengalaman Sejarah
Ketatanegaraan Indonesia sendiri, serta sekaligesipakan hasil
suatu proses Sejarah Ketatarrega Indonesia.

PENUTUP

Sejarah Ketatanegaraan Indonesia telah mencatat 39 Kkali
pergantian kabinet sejak Negara Republik Indonesia diproklamasikan
sebagai Negara merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, sampai
dengan tahun 2@®1 Ini berarti bahwa telah terjadi 39 kali pergantian
Kabinet selama Negara ini berusia #&hun (17 Agustus 194517
Agustus 2010). Melihat dari angka ini menujukkan dengan jelas
bahwa ratarata setiap kabinet hanya berusia pendek, yatiggplama
masa jabatannya adalah Kabinet Pembangunan | yang bekerja dari
tanggal 6 Juni 1968 hingga 28 Maret 1973, ialah berusia 5 tahun 10
bulan, demikian pula Kabinet Pembangunan Il s/d VI, serta kabinet
Indonesia Bersatudan II. Kabinet yang palinggndek usianya adalah
Kabinet Peralian atau juga sering disebut Kabinet Susanto yang
bekerja dari tanggal 20 Desember 1949 sampai dengan 21 Januari
1950, jadi hanya berusia 1 bulan 1 hari. Kabinet yang termasuk paling
pendek usianya sesudah Kabinet Susamtalah Kabinet Dwikora
Yang Disempurnakan (21 Februari 1966 sampai dengan 27 Maret
1966), jadi hanya bekerja 1 bulan 6 hari. Usia yang cukup panjang
bagi Kabinet Pembangunan | s/d VI dan Kabinet Indonesia Bersatu |
dan 1l merupakan salah satu kestabilarmerintah, termasuk
kestabilan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Tetapi usia
pendek bagi Kabinet Peralihan dapat dimaklumi, karena keadaan pada
waktu itu adalah keadaan peralihan (transisi). Namun demikian usia
pendek bagi Kabinet Dwikorgang disenpurnakanmenunjukkan
ketidakstabilan pemerintahan pada waktu itu, mengingat pada bulan
Maret 1966 adalah bertepatan terjadinya gelombang demonstrasi
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angkatan 66 yang memperjuangkan Tritura, sedang Kabinet itu

sebagai kabinet warisan masa Orde Lama, yalad tditumbangkan

oleh Angkatan 66 dengan dimasukinya suatu fase baru bagi Bangsa
Indonesia ialah Orde Baru. Demikian juga usia pendek Kabinet

Reformasi Pembangunan, Kabinet Persatuan Nasional, Kabinet
Gotong Royong, menunjukkan adanya ketidakstabilantibbgdiada

saat itu.

Bilamara dikaji ularg, pergantian kabinet dari tahun 1945
sampai dengan sekarang, sembilan kali terjadi pegantian kabinet pada
masa berlakuya UUD 1945 | (194949); satu kali kabinet masa RIS
(19491950); tujuh kali kabinet pada masa rlakunya UUD
Sementaral950 (1950-1959); dan dua puluh satu kali kabinet pada
masa UUD 1945 Il (1958ekarang).

Pergantian sistem kabinet dalam sejarah ketatanegaraam
Republik Indonesia (1948ekarang) tercatat: tiga kali sistem Kabinet
Presidensijl lima lkali sistem Kabinet Parlementer, dan sekali sistem
Extra Parlementer pada masa UUD 1945 | (19¢989); satu kali
sistem Kabinet Parlementer dan sekali sistem Extra Parlementer pada
masa UUD Sementara (199059); dua pulh satu kali sistem
KabinetPresiden$ pada masa UUD 1945 Il (195®karang).
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